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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya
sehingga buku Etika Administrasi Publik: Teori, Prinsip, dan Implementasi ini dapat diselesaikan
dengan baik. Buku ini disusun sebagai salah satu bentuk kontribusi akademik dalam
memperkaya kajian mengenai etika administrasi publik, khususnya dalam konteks
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia.

Etika administrasi publik merupakan aspek yang sangat penting dalam mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam era modern yang ditandai
dengan tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, aparatur negara dituntut
tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga integritas moral dalam menjalankan tugas
dan tanggung jawabnya. Berbagai persoalan seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang,
konflik kepentingan, serta rendahnya kualitas pelayanan publik menunjukkan bahwa persoalan
etika masih menjadi tantangan besar dalam birokrasi.

Buku ini hadir untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep
dasar etika, teori-teori etika, hubungan etika dengan administrasi publik, kode etik aparatur
negara, hingga strategi membangun budaya integritas dalam organisasi publik. Selain
membahas aspek teoritis, buku ini juga dilengkapi dengan berbagai contoh kasus nasional dan
internasional agar pembaca dapat memahami penerapan etika dalam praktik administrasi
publik secara lebih kontekstual dan kritis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan,
dan inspirasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada
seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung,
dalam proses penyusunan buku ini.

Penulis juga menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan.
Oleh sebab itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan
karya ini di masa mendatang. Harapannya, buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat
bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, aparatur sipil negara, maupun masyarakat umum yang
memiliki perhatian terhadap pengembangan etika dalam administrasi publik.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif dalam mendorong
terciptanya birokrasi yang bersih, profesional, berintegritas, dan berorientasi pada
kepentingan masyarakat.

Palangka Raya, Juni 2026

Penulis
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BAB |

Konsep Dasar Etika dan Moral

CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Menjelaskan pengertian etika, moral, nilai, dan norma secara konseptual.

2. Menganalisis hubungan antara etika, moral, nilai, dan norma dalam kehidupan sosial.

3. Mengidentifikasi perbedaan antara etika, hukum, dan agama sebagai sistem pengatur

perilaku manusia.

N oo v &

PETA KONSEP

Menjelaskan fungsi etika dalam kehidupan sosial masyarakat.

Menganalisis urgensi penerapan etika dalam administrasi publik.

ETIKA DAN MORAL
DALAM ADMINISTRASI PUBLIK

l

Mengevaluasi dampak pelanggaran etika dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menunjukkan sikap kritis terhadap praktik etika dalam birokrasi publik di Indonesia.

{

[ 1. Konsep Dasar J

S——|

Etika
limu tentang baik dan buruk
berdasarkan prinsip moral
secara rasional.

N

Moral
Aturan perilaku yang hidup
dalam masyarakat.

—

Nilai

—| Keyakinan dasar tentang

hal yang dianggap penting
dan berharga.

Norma
&N Aturan atau pedoman
perilaku yang disepakati

{

2. Perbedaan Etika,

Hukum, dan Agama

|

N

Aspek Etika Hukum Agama

Sumber | Refleksi Negara dan | Wahyu dan
rasional/ lembaga ajaran
filsafat legislatif agama

Sanksi Moral dan | Denda, Spiritual/
sosial penjara, religius

dil.

Tujuan Menentukan | Menjaga Membimbing
baik dan ketertiban kehidupan
buruk sosial spiritual

dalam masyarakat.

(

)

3. Fungsi Etika dalam
Kehidupan Sosial

l

F>

.9

4. Urgensi Etika dalam

Administrasi Publik

Mengatur perilaku
sosial agar sesuai
dengan norma.

Mewujudkan keadilan
dan kesetaraan
dalam masyarakat.

Memperkuat solidaritas
dan keharmonisan
sosial.

Mendorong dialog,
rasionalitas, dan
pengambilan keputusan
yang baik.

Mencegah penyalahgunaan
kekuasaan (korupsi, kolusi,
nepotisme, dll.).

a 3
Meningkatkan kepercayaan
publik terhadap pemerintath.

L J

1 Mendukung terwujudnya
good governance
(transparan, akuntabel,
adil, partisipatif).

Meningkatkan kualitas
pelayanan publik yang
profesional dan berorientasi

pada kepentingan masyarakat.

J

!

Tujuan Akhir:
Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas,
dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Etika dan moral merupakan fondasi penting dalam kehidupan manusia, terutama

dalam mengatur perilaku individu maupun kolektif dalam masyarakat. Dalam konteks



kehidupan sosial dan pemerintahan, etika menjadi landasan normatif yang menentukan
apakah suatu tindakan dianggap benar atau salah, baik atau buruk, serta pantas atau tidak
pantas dilakukan. Tanpa keberadaan etika, interaksi sosial akan kehilangan arah, karena tidak
ada pedoman yang jelas dalam menentukan nilai-nilai yang harus dijunjung dalam kehidupan
bersama.

Dalam administrasi publik, keberadaan etika menjadi semakin penting karena aparatur
pemerintah memiliki kewenangan yang besar dalam mengelola sumber daya publik dan
mengambil keputusan yang berdampak luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, integritas moral
dan etika profesional aparatur negara merupakan prasyarat utama bagi terciptanya
pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Berbagai kasus penyalahgunaan
kekuasaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi dalam birokrasi menunjukkan bahwa
persoalan etika tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang sangat
nyata.

Secara filosofis, konsep etika telah dibahas sejak zaman Yunani Kuno oleh para filsuf
seperti Aristoteles, yang memandang etika sebagai ilmu tentang kebajikan (virtue) yang
mengarahkan manusia pada kehidupan yang baik. Perkembangan pemikiran etika kemudian
berlanjut melalui berbagai perspektif, seperti etika deontologis yang dikembangkan oleh
Immanuel Kant, serta teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Dalam konteks
modern, etika juga dipandang sebagai instrumen penting dalam menciptakan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana ditekankan oleh berbagai organisasi
internasional dan lembaga pemerintahan.

Bab ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar etika dan moral sebagai landasan
teoretis dalam memahami etika administrasi publik. Pembahasan mencakup definisi dan
hubungan antara etika, moral, nilai, dan norma; perbedaan antara etika, hukum, dan agama;
fungsi etika dalam kehidupan sosial; serta urgensi penerapan etika dalam administrasi publik,
khususnya di Indonesia.

A. Pengertian Etika, Moral, Nilai, dan Norma
1. Etika
Etika berasal dari kata Yunani ethos yang berarti kebiasaan, karakter, atau cara
hidup. Dalam kajian filsafat, etika dipahami sebagai cabang filsafat yang mempelajari nilai

dan norma yang menentukan perilaku manusia mengenai apa yang dianggap baik dan



buruk (Bertens, 2013). Etika berfungsi sebagai refleksi kritis terhadap tindakan manusia
dan prinsip-prinsip yang mendasarinya.

Aristoteles dalam karyanya Nicomachean Ethics menjelaskan bahwa tujuan etika
adalah mencapai kebahagiaan (eudaimonia), yaitu kehidupan yang baik melalui
pengembangan kebajikan (virtue). Sementara itu, Immanuel Kant memandang etika
sebagai kewajiban moral yang bersifat universal melalui konsep categorical imperative,
yaitu prinsip bahwa suatu tindakan harus dilakukan karena kewajiban moral, bukan
semata-mata karena konsekuensinya (Kant, 1785).

Dalam konteks administrasi publik, etika dapat dipahami sebagai seperangkat
prinsip moral yang menjadi pedoman bagi aparatur negara dalam menjalankan tugas dan
tanggung jawabnya secara profesional, jujur, dan adil.

Pendapat lain dari Bertens (2000) menggambarkan konsep etika dengan beberapa
arti, salah satu di antaranya dan bisa digunakan bahwa etika adalah kebiasaan, adat atau
akhlak dan watak. Filsuf besar Aristoteles, menurut Bertens, telah menggunakan kata
etika ini dalam menggambarkan filsafat moral, yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan
atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Purwadarminta,
1988), istilah etika disebut sebagai (1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk
serta tentang hak dan kewajiban moral; (2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan
dengan akhlak; dan (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau
masyarakat.

Berdasarkan beberapa sumber dimaksud, Bertens berkesimpulan bahwa ada tiga
arti penting etika yaitu (1) etika sebagai nilai-nilai moral dan norma-norma moral yang
menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya,
atau disebut dengan “sistem nilai”, (2) etika sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang
sering dikenal dengan “kode etik” dan (3) etika sebagai ilmu tentang yang baik atau buruk,
yang sering kali disebut “filsafat moral”

2. Moral

Moral berasal dari kata Latin mos atau mores yang berarti kebiasaan atau adat
istiadat. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah ajaran
tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan (akhlak, kewajiban dan sebagainya).
Sedangkan menurut jstilah, moral adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan

batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak



dapat dikatakan benar, salah, baik atau buruk. Moral merujuk pada aturan perilaku yang
hidup dalam masyarakat dan menjadi standar dalam menilai baik atau buruknya suatu
tindakan.

Pengertian moral tidak hanya terbatas pada penilaian baik dan buruk dalam
konteks peran tertentu, seperti dosen, juru masak, atlet bulu tangkis, atau penceramah,
melainkan lebih luas sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab terhadap profesinya.
Dengan demikian, moral senantiasa berkaitan dengan penilaian baik dan buruk manusia
sebagai pribadi utuh. Ranah moral mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang
ditinjau dari kualitas kebaikannya sebagai manusia. Oleh karena itu, norma-norma moral
berfungsi sebagai standar untuk menilai benar atau salahnya sikap dan tindakan
seseorang, bukan berdasarkan peran tertentu yang bersifat terbatas, melainkan
berdasarkan nilai kemanusiaannya secara menyeluruh. Adapun beberapa pengertian
moral menurut para ahli:

a. Menurut Durkheim (1995), moral merupakan sistem norma yang mengikat individu
dalam kehidupan sosial dan menjaga keteraturan masyarakat. Moral biasanya
diwariskan melalui proses sosialisasi, seperti pendidikan, tradisi, dan agama.

b. Pengertian moral dalam kamus pisikologi (Chaplin, 2006): dituliskan bahwa
moral mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial, atau
menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku

c. Menurut Wantah (2005): Moral adalah suatu yang harus dilakukan atau tidak ada
hubungannya dengan kemampuan untuk menentukan siapa yang benar dan
perilaku yang baik dan buruk.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa moral
merupakan suatu sistem nilai dan norma yang mengatur perilaku manusia dalam
kehidupan sosial, dengan tujuan menjaga keteraturan dan keharmonisan masyarakat.
Moral tidak hanya berkaitan dengan penilaian baik dan buruk, tetapi juga menjadi
pedoman yang mengarahkan individu dalam bertindak sesuai dengan standar yang
berlaku dalam lingkungan sosialnya.

Pandangan Durkheim menekankan bahwa moral berfungsi sebagai kekuatan
sosial yang mengikat individu melalui norma-norma yang diwariskan melalui proses
sosialisasi, seperti pendidikan, tradisi, dan agama. Hal ini menunjukkan bahwa moral

memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keteraturan masyarakat.



Sementara itu, Chaplin melihat moral sebagai kesesuaian perilaku individu dengan
aturan sosial, hukum, dan adat istiadat, sehingga moral menjadi acuan dalam menilai
apakah suatu tindakan dapat diterima dalam masyarakat. Adapun Wantah
menegaskan bahwa moral berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu, serta menjadi dasar dalam menentukan benar atau salah dan baik
atau buruknya suatu perilaku.

Selanjutnya pengertian moral dijumpai pula dalam The Advanced Leaner's
Dictionary of Current English. Dalam buku tersebut dikemukakan beberapa pengertian
moral sebagai berikut:

a. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan benar dan salah, baik dan buruk;
b. Kemampuan untuk memahami perbedaan antara benar dan salah;
c. Ajaran atau gambaran tingkah laku yang baik.

Berbicara tentang moral merupakan pembicaraan tentang masalah yang tidak
kecil, sebagaimana yang dikatakan oleh Socrates yakni mengenai bagaimana
seharusnya kita hidup. Sebagai makhluk sosial tentunya kita harus
mempertimbangkan baik buruk dari perbuatan kita. Setiap tindakan harus dapat
memberi manfaat baik bagi individu maupun bagi sosial. Maka sebelum bertindak.
seseorang harus berpikir dan mempertimbangkan dampak dari perbuatannya

3. Nilai

Nilai adalah keyakinan dasar yang dianggap penting dan menjadi pedoman dalam
menentukan pilihan tindakan manusia. Nilai dapat berupa nilai kejujuran, keadilan,
tanggung jawab, dan integritas. Nilai adalah segala sesuatu yang menurut masyarakat baik
dan buruk yang menjadi pertimbangan ketika bersikap dan bertingkah laku. Nilai sosial
menurut Clyd Kluckhohn sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat tersebut. Hal
ini yang menjadi penyebab terdapat berbagai tata nilai yang berlaku pada masyarakat.

Nilai merupakan salah satu konsep fundamental dalam kajian etika, moral, dan
kehidupan sosial. Nilai menjadi dasar bagi terbentuknya norma, aturan, dan pola perilaku
dalam masyarakat. Melalui nilai, manusia dapat menentukan apa yang dianggap baik atau
buruk, benar atau salah, serta pantas atau tidak pantas dalam kehidupan bersama. Oleh
karena itu, nilai tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai

landasan dalam membangun sistem sosial yang tertib dan berkeadilan.



Secara umum, nilai dapat dipahami sebagai keyakinan atau prinsip yang dianggap
penting oleh individu maupun masyarakat dan dijadikan pedoman dalam bertindak. Nilai
biasanya terbentuk melalui proses interaksi sosial yang panjang, dipengaruhi oleh budaya,
agama, tradisi, serta perkembangan pemikiran manusia. Nilai juga bersifat dinamis karena
dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan
struktur sosial masyarakat.

Menurut Milton Rokeach (1973), nilai adalah suatu keyakinan yang relatif stabil
yang menjadi pedoman dalam memilih atau menilai suatu tindakan maupun tujuan hidup
sebagai sesuatu yang lebih baik atau lebih diinginkan. Rokeach menegaskan bahwa nilai
tidak hanya memengaruhi keputusan individu, tetapi juga membentuk orientasi hidup
seseorang secara keseluruhan.

Sementara itu, Clyde Kluckhohn (1951) mendefinisikan nilai sebagai konsepsi
mengenai hal-hal yang dianggap diinginkan, yang memengaruhi cara individu memilih
tindakan dan tujuan hidupnya. Dalam pandangan ini, nilai tidak hanya berfungsi sebagai
standar perilaku, tetapi juga sebagai kerangka berpikir yang memengaruhi cara manusia
memandang dunia dan menentukan prioritas dalam kehidupannya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Notonegoro (1994) yang menyatakan bahwa nilai
adalah segala sesuatu yang dianggap penting dan berharga bagi kehidupan manusia, baik
dalam aspek material maupun spiritual. Notonegoro mengelompokkan nilai menjadi tiga
jenis utama, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Nilai material berkaitan
dengan segala sesuatu yang berguna bagi pemenuhan kebutuhan jasmani manusia, nilai
vital berkaitan dengan segala sesuatu yang berguna bagi aktivitas manusia, sedangkan
nilai kerohanian berkaitan dengan kebutuhan spiritual, seperti nilai kebenaran, keindahan,
moral, dan religius.

Dalam perspektif sosiologi, Talcott Parsons (1951) menjelaskan bahwa nilai
merupakan bagian dari sistem budaya yang berfungsi mengarahkan perilaku individu
dalam masyarakat. Nilai menjadi standar umum yang dijadikan pedoman dalam
menentukan tindakan yang dapat diterima atau ditolak oleh masyarakat. Dengan kata lain,
nilai berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang menjaga stabilitas dan
keteraturan dalam kehidupan sosial.

Selanjutnya, Bagja Waluya (2009) menyatakan bahwa nilai merupakan konsep

mengenai sesuatu yang dianggap baik, penting, dan berharga dalam kehidupan manusia



yang kemudian menjadi dasar terbentuknya norma dalam masyarakat. Nilai yang telah
disepakati bersama akan berkembang menjadi pedoman perilaku yang mengatur
hubungan antarindividu dalam kehidupan sosial.

Nilai memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan masyarakat. Pertama,
nilai berfungsi sebagai pedoman atau standar dalam menentukan perilaku manusia.
Melalui nilai, individu dapat menilai apakah suatu tindakan dianggap baik atau buruk.
Kedua, nilai berfungsi sebagai sumber motivasi dalam bertindak. Nilai yang diyakini
seseorang akan mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan keyakinan tersebut.
Ketiga, nilai berfungsi sebagai alat pengendalian sosial karena nilai dapat membentuk
norma dan aturan yang mengatur perilaku anggota masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat modern, nilai juga berperan penting dalam
membentuk sistem etika dan moral dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang
administrasi publik. Nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan
transparansi merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh aparatur pemerintah
dalam menjalankan tugasnya. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi dasar bagi
pembentukan norma birokrasi, tetapi juga menjadi pedoman dalam menciptakan tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dengan demikian, nilai dapat dipahami sebagai fondasi utama dalam
pembentukan norma dan moral dalam masyarakat. Nilai tidak hanya memengaruhi
perilaku individu, tetapi juga membentuk sistem sosial secara keseluruhan. Dalam konteks
kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai menjadi dasar bagi terciptanya masyarakat
yang tertib, adil, dan bermartabat.

4. Norma

Norma adalah aturan atau pedoman perilaku yang mengatur hubungan antara
individu dalam masyarakat. Norma dapat berbentuk norma sosial, norma hukum, maupun
norma agama. Norma atau merupakan peraturan sosial seperangkat aturan yang
disepakati bersama berupa perintah dan larangan yang bersifat memaksa, tegas, nyata,
dan jelas, ketika terjadi pelanggaran akan mengakibatkan sanksi. Beberapa pengertian
norma menurut ahli adalah sebagai berikut:

a. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1982), norma merupakan sebuah
perangkat yang memiliki tujuan agar hubungan individu dalam masyarakat bisa

berjalan seperti yang diharapkan. Norma yang berlaku dalam masyarakat



mengalami proses internalisasi sehingga norma diakui, dikenal, dihargai, dan ditaati

masyarakat.

b. Isworo Hadi Wiyono (2007) menyatakan bahwa norma merupakan bentuk
peraturan dan petunjuk hidup yang berfungsi sebagai acuan terhadap apa yang
baik sehingga harus selalu dilakukan dan apa yang baik sehingga harus dihindari.
Dengan adanya norma, ketertiban masyarakat akan bisa terwujud.

c. Menurut Bagja Waluya (2009), norma adalah wujud nyata dari nilai yang
merupakan pedoman berperilaku manusia.

Berdasarkan pandangan para ahli, dapat disimpulkan bahwa norma merupakan
seperangkat aturan atau pedoman perilaku yang terbentuk dari nilai-nilai yang hidup
dalam masyarakat dan berfungsi untuk mengarahkan tindakan individu agar sesuai
dengan harapan sosial. Norma tidak hanya berperan sebagai aturan yang mengatur
hubungan antarindividu, tetapi juga menjadi mekanisme penting dalam menjaga
keteraturan dan keharmonisan kehidupan sosial.

Pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menekankan bahwa norma
berfungsi sebagai perangkat yang mengatur hubungan sosial sehingga interaksi
antaranggota masyarakat dapat berjalan secara tertib dan sesuai dengan harapan
bersama. Norma tersebut kemudian mengalami proses internalisasi dalam diri individu
sehingga dikenal, dihargai, dan ditaati sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya, Isworo Hadi Wiyono menjelaskan bahwa norma merupakan aturan
atau petunjuk hidup yang menjadi acuan dalam menentukan perilaku yang dianggap baik
dan harus dilakukan, serta perilaku yang dianggap tidak baik dan harus dihindari. Dengan
demikian, keberadaan norma memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban dan
keteraturan sosial.

Sementara itu, Bagja Waluya memandang norma sebagai perwujudan nyata dari
nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Nilai-nilai tersebut kemudian diterjemahkan ke
dalam pedoman perilaku yang mengarahkan tindakan manusia dalam kehidupan sehari-
hari.

Dengan mengintegrasikan pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa norma
merupakan manifestasi dari nilai sosial yang berfungsi sebagai pedoman perilaku,
pengatur hubungan sosial, serta sarana menjaga ketertiban dalam masyarakat. Dalam

konteks administrasi publik, keberadaan norma juga menjadi dasar penting dalam



membangun etika birokrasi yang menjunjung tinggi integritas, tanggung jawab, dan
kepentingan publik.
B. Perbedaan Etika, Hukum, dan Agama
Etika, hukum, dan agama merupakan tiga sistem norma yang mengatur perilaku
manusia. Meskipun memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan keteraturan sosial,

ketiganya memiliki perbedaan mendasar.

Tabel 1. 1 Perbedaan Etika, Hukum, dan Agama.

Aspek Etika Hukum Agama
Filsafat dan refleksi | Negara dan | Wahyu dan ajaran
Sumber
rasional lembaga legislatif agama
Sanksi hukum | Sanksi spiritual atau
Sanksi Sanksi moral dan sosial
(denda, penjara) religius
Terbatas pada | Berdasarkan
Ruang lingkup Universal dan filosofis
yurisdiksi negara keyakinan agama
Menentukan baik dan | Menjaga ketertiban | Membimbing
Tujuan
buruk sosial kehidupan spiritual

Tabel perbandingan antara etika, hukum, dan agama menunjukkan bahwa ketiga
sistem norma tersebut memiliki persamaan dalam mengatur perilaku manusia, namun
berbeda dalam sumber, mekanisme pengaturan, serta bentuk sanksinya. Perbedaan ini
penting dipahami terutama dalam konteks administrasi publik, karena aparatur negara
seringkali dihadapkan pada situasi yang menuntut pertimbangan etis, legal, sekaligus moral-
religius.

Dari segi sumbernya, etika berasal dari refleksi rasional dan pemikiran filosofis manusia
mengenai nilai baik dan buruk. Etika berkembang melalui diskusi akademik, kajian filsafat,
serta kesepakatan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sebaliknya, hukum bersumber dari
negara melalui proses legislasi yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang, seperti
parlemen dan pemerintah. Sementara itu, agama bersumber dari wahyu atau ajaran yang
diyakini berasal dari Tuhan dan disampaikan melalui kitab suci serta tradisi keagamaan.

Dilihat dari bentuk sanksinya, etika umumnya memberikan sanksi moral atau sosial.
Pelanggaran terhadap etika biasanya tidak selalu diikuti dengan hukuman formal, tetapi dapat

menimbulkan kecaman, kehilangan reputasi, atau turunnya kepercayaan masyarakat. Berbeda



dengan hukum yang memiliki sanksi yang bersifat formal dan mengikat, seperti denda,
kurungan, atau penjara, yang ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Sementara itu, agama
memberikan sanksi yang bersifat spiritual atau religius, yang berkaitan dengan keyakinan akan
pahala, dosa, serta pertanggungjawaban di hadapan Tuhan.

Dari aspek ruang lingkup, etika memiliki cakupan yang relatif luas dan bersifat universal
karena berhubungan dengan prinsip-prinsip moral yang dapat diterapkan dalam berbagai
situasi kehidupan. Hukum memiliki ruang lingkup yang lebih terbatas karena berlaku dalam
batas wilayah atau yurisdiksi suatu negara. Sebaliknya, agama berlaku bagi para penganutnya
dan menjadi pedoman hidup berdasarkan keyakinan religius masing-masing.

Adapun dari segi tujuannya, ketiga sistem norma ini memiliki orientasi yang berbeda
meskipun saling melengkapi. Etika bertujuan membantu manusia menentukan tindakan yang
baik dan benar berdasarkan pertimbangan rasional dan moral. Hukum bertujuan menjaga
ketertiban dan stabilitas sosial melalui aturan yang jelas dan sanksi yang tegas. Sementara itu,
agama bertujuan membimbing manusia dalam menjalani kehidupan yang selaras dengan nilai-
nilai spiritual dan keimanan.

Dengan demikian, tabel tersebut memperlihatkan bahwa etika, hukum, dan agama
merupakan tiga pilar penting dalam mengatur kehidupan manusia. Dalam praktik administrasi
publik, ketiganya seharusnya berjalan secara sinergis. Aparatur negara tidak hanya dituntut
untuk mematuhi hukum yang berlaku, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai etika serta
moral keagamaan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara adil,
berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

C. Fungsi Etika dalam Kehidupan Sosial

Etika memiliki peran yang sangat fundamental dalam membentuk dan mengarahkan
kehidupan sosial manusia. Keberadaan etika tidak hanya menjadi pedoman dalam bertindak,
tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga keteraturan, keadilan, serta
keharmonisan dalam masyarakat

Etika menurut Neny Rostiati (2021) berfungsi secara tidak langsung akan membuat
manusia menjadi lebih baik, karena terdapat ajaran moral, akan tetapi etika merupakan sarana
untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan berbagai moralitas yang
membingungkan. Etika ingin menampilkan keterampilan intelektual yaitu keterampilan untuk
berargumentasi secara rasional dan kritis. Orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil sikap

yang wajar dalam suasana pluralisme. Pluralisme moral diperlukan karena: Pandangan moral
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yang berbeda-beda karena adanya perbedaan suku, daerah budaya dan agama yang hidup
berdampingan. Modernisasi membawa perubahan besar dalam struktur dan nilai kebutuhan
masyarakat yang akibatnya menantang pandangan moral tradisional. Peran etika menjadi
nyata agar orang tidak mengalami krisis moral yang berkepanjangan. Etika dapat
membangkitkan kembali semangat hidup agar manusia dapat menjadi manusia yang baik dan
bijaksana melalui eksistensi profesinya. Berikut merupakan fungsi utama etika dalam
kehidupan sosial:
1. Mengatur Perilaku Sosial
Etika berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan perilaku individu dalam
kehidupan bermasyarakat. Melalui nilai dan prinsip etika, individu dapat membedakan
antara tindakan yang baik dan buruk, serta menentukan sikap yang sesuai dengan norma
yang berlaku. Dengan adanya etika, interaksi sosial menjadi lebih terarah dan terhindar
dari konflik yang disebabkan oleh tindakan yang tidak sesuai dengan nilai sosial. Dalam
konteks ini, etika menjadi dasar bagi terbentuknya norma yang mengatur perilaku manusia
secara kolektif.
2. Mewujudkan Keadilan Sosial
Etika berperan penting dalam menciptakan keadilan dalam masyarakat. Prinsip-
prinsip etika, seperti kejujuran, kesetaraan, dan tanggung jawab, menjadi landasan dalam
memperlakukan setiap individu secara adil tanpa diskriminasi. Dalam perspektif teori
keadilan, etika membantu memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan sosial
mempertimbangkan hak dan kepentingan semua pihak. Dengan demikian, etika menjadi
instrumen penting dalam mewujudkan distribusi keadilan yang merata dalam kehidupan
sosial.
3. Memperkuat Solidaritas Sosial
Etika juga berfungsi dalam memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas
antaranggota masyarakat. Nilai-nilai seperti empati, kepedulian, dan saling menghormati
mendorong individu untuk menjalin hubungan yang harmonis dan saling mendukung.
Dengan adanya kesamaan nilai moral, masyarakat dapat membangun kepercayaan dan
kerja sama yang lebih kuat. Hal ini sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial, terutama
dalam masyarakat yang majemuk.

4. Mendorong Dialog dan Rasionalitas
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Dalam masyarakat modern yang demokratis, etika berfungsi sebagai dasar dalam
membangun dialog yang rasional dan konstruktif. Etika mendorong individu untuk
menghargai perbedaan pendapat, mengedepankan argumentasi yang logis, serta mencari
solusi melalui musyawarah. Dengan demikian, etika tidak hanya mengatur perilaku, tetapi
juga membentuk cara berpikir yang kritis dan terbuka. Fungsi ini sangat penting dalam
proses pengambilan keputusan publik yang melibatkan berbagai kepentingan.

Secara keseluruhan, etika memiliki peran strategis dalam menciptakan kehidupan
sosial yang tertib, adil, dan harmonis. Tanpa etika, interaksi sosial akan kehilangan arah dan
berpotensi menimbulkan konflik yang merusak tatanan masyarakat. Oleh karena itu,
internalisasi nilai-nilai etika dalam kehidupan individu dan kolektif menjadi hal yang sangat

penting dalam membangun masyarakat yang beradab.

D. Urgensi Etika dalam Adminstrasi Publik

Urgensi etika administrasi dalam pelayanan publik adalah mendorong tidak ada
terjadinya maladministrasi an menghindari praktik yangdapat merugikan masyarakat
sebagaipenerima layanan dalam pelayanan publik. Kualitas pemimpin berpengaruh besar
dalam suksesnya menjalankan etika administarsi public dalam pelayanan publik. Selain itu
tanpa adanya etika dalam pelayanan public akan sulit dalam mewujudkan good governance
walaupun secara konsep telah dirancang dan dibentuk sebaik mungkin, namun apabila
dalam implementasinya masih jauh dari penerapan etika administrasi publik maka
berbagai permasalahan akan muncul dalam penyelenggaraan pemerintah termasuk
didalamnya adalah penyelewengan dan pelanggaran wewenang. Tidak adanya nilai-nilai etika
pada diri aparatur dan penerapan nilai etika yang tidak jelas pelaksanaan good
governance tidak akan berjalan dengan baik. Aparatur yang baik haruslah menanamkan nilai
etika kelembagaan dan menghindari masalah penyelewengan yang dilakukan oleh para
pejabat publik. Sehingga perlu adanya adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia
dimulai dengan adanya pebaikan-perbaikan perilaku aparatur dan menanamkan nilai-nilai
etika di dalamnya. Hal ini penting dilakukan, agar good governancedapat terlaksana sehingga
kesejahteraan masyarakat dapat tercapai(Nuraeni, 2020)

Etika memiliki posisi yang sangat strategis dalam administrasi publik karena berkaitan

langsung dengan penyelenggaraan kekuasaan, pengelolaan sumber daya negara, serta
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pelayanan kepada masyarakat. Aparatur publik tidak hanya dituntut untuk bekerja secara
profesional dan sesuai prosedur, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral seperti
kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan keadilan. Tanpa landasan etika yang kuat,
penyelenggaraan pemerintahan berpotensi mengalami penyimpangan yang dapat merugikan
kepentingan publik.

Salah satu alasan utama pentingnya etika dalam administrasi publik adalah karena
adanya kewenangan (power) yang dimiliki oleh aparatur negara. Kekuasaan yang tidak
diimbangi dengan etika dapat mendorong terjadinya penyalahgunaan wewenang, seperti
korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berbagai kasus korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa
lemahnya integritas dan etika aparatur menjadi faktor utama terjadinya penyimpangan dalam
birokrasi. Oleh karena itu, etika berfungsi sebagai kontrol internal yang membatasi
penggunaan kekuasaan agar tetap berada dalam koridor kepentingan publik.

Selain itu, etika juga sangat penting dalam membangun kepercayaan publik (public
trust). Masyarakat akan memberikan kepercayaan kepada pemerintah apabila melihat adanya
konsistensi antara kebijakan, tindakan, dan nilai-nilai moral yang dijunjung oleh aparatur
negara. Sebaliknya, pelanggaran etika yang dilakukan oleh pejabat publik dapat menurunkan
legitimasi pemerintah dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Dalam konteks ini,
etika menjadi fondasi utama bagi terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan

masyarakat.

Urgensi etika juga berkaitan erat dengan upaya mewujudkan good governance. Prinsip-

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan
supremasi hukum, tidak dapat berjalan secara efektif tanpa didukung oleh nilai-nilai etika.
Etika memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan publik dibuat secara bertanggung
jawab, tidak diskriminatif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Di samping itu, etika dalam administrasi publik berperan dalam meningkatkan kualitas
pelayanan publik. Aparatur yang memiliki kesadaran etis akan lebih responsif terhadap
kebutuhan masyarakat, memberikan pelayanan yang adil, serta menghindari praktik-praktik
diskriminatif. Hal ini penting untuk menciptakan pelayanan publik yang profesional dan
berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, urgensi etika semakin terlihat dengan adanya tantangan

birokrasi seperti rendahnya akuntabilitas, praktik maladministrasi, serta lemahnya
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pengawasan internal. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya strategis untuk memperkuat
etika dalam administrasi publik, antara lain melalui penerapan kode etik aparatur sipil negara
(ASN), pendidikan dan pelatihan etika, serta penguatan sistem pengawasan dan penegakan
disiplin.

Dengan demikian, etika bukan hanya sekadar konsep normatif, tetapi merupakan
kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan administrasi publik. Etika menjadi landasan
dalam memastikan bahwa kekuasaan digunakan secara bertanggung jawab, pelayanan publik
dilakukan secara adil, serta tujuan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Kekuasaan yang tidak diimbangi dengan etika dapat mendorong

terjadinya penyalahgunaan wewenang, seperti korupsi, kolusi, dan

nepotisme.
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RINGKASAN

Etika dan moral merupakan fondasi utama dalam mengatur perilaku manusia baik
secara individu maupun sosial. Etika sebagai cabang filsafat berfungsi untuk merefleksikan nilai
baik dan buruk secara rasional, sedangkan moral merupakan aturan praktis yang hidup dalam
masyarakat. Nilai menjadi dasar keyakinan yang membentuk norma, yaitu aturan konkret yang
mengatur perilaku sosial.

Etika, hukum, dan agama memiliki fungsi yang sama dalam mengatur perilaku manusia,
namun berbeda dari segi sumber, sanksi, dan ruang lingkup. Etika bersumber dari pemikiran
rasional, hukum dari negara, dan agama dari wahyu.

Dalam kehidupan sosial, etika berfungsi untuk mengatur perilaku, menciptakan
keadilan, memperkuat solidaritas, serta mendorong dialog yang rasional. Dalam administrasi
publik, etika memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan dengan penggunaan
kekuasaan dan pelayanan kepada masyarakat.

Urgensi etika dalam administrasi publik terlihat dari perannya dalam mencegah
penyimpangan seperti korupsi, membangun kepercayaan publik, mendukung prinsip good
governance, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, penerapan etika
menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
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SOAL DISKUSI

1.

Mengapa etika dianggap lebih fleksibel dibandingkan hukum dalam mengatur perilaku
manusia? Berikan contoh.

Bagaimana hubungan antara nilai, moral, dan norma dalam membentuk perilaku
masyarakat?

Apakah seseorang bisa bertindak sesuai hukum tetapi tidak etis? Jelaskan dengan
contoh konkret.

Mengapa pelanggaran etika dalam administrasi publik dapat menurunkan kepercayaan
masyarakat?

Bagaimana penerapan etika dapat mendukung terwujudnya good governance di
Indonesia?

TUGAS REFLEKTIF

Instruksi:

Tuliskan refleksi pribadi (+300-500 kata) berdasarkan pengalaman atau pengamatan Anda.

Panduan refleksi:

1.

Ceritakan pengalaman atau fenomena yang pernah Anda lihat terkait pelanggaran
etika di lingkungan sekolah, masyarakat, atau pemerintahan.

Analisis penyebab terjadinya pelanggaran tersebut dari sudut pandang etika.
Jelaskan dampak yang ditimbulkan terhadap individu maupun masyarakat.
Berikan solusi atau langkah yang seharusnya dilakukan berdasarkan nilai-nilai etika.

Tuliskan komitmen pribadi Anda dalam menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari
atau profesi di masa depan.
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BAB Il

Teori-Teori Etika dan Relevansinya dalam Adminstrasi Publik

CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Memahamikonsep dasar berbagai teori etika (deontologi, utilitarianisme, virtue ethics,

dan teori keadilan).

2. Menjelaskan pemikiran tokoh-tokoh utama dalam teori etika seperti Immanuel Kant,
Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Aristoteles, dan John Rawls.

o vk w

kebijakan publik.

Menganalisis karakteristik utama masing-masing teori etika.

Membandingkan kelebihan dan keterbatasan setiap teori etika.
Mengaitkan teori-teori etika dengan praktik administrasi publik.
Menganalisis penerapan teori etika dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi

7. Menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi dilema etika di sektor

publik.

PETA KONSEP

Teori-Teori Etika dan Relevansinya
dalam Administrasi Publik

v

v

v

!

.

1. Etika Deontologi

Berfokus pada kewajiban,
aturan, dan niat baik

Suatu tindakan benar jika
dilakukan karena kewajiban

Tidak mempertimbangkan
konsekuensi

Menekankan kepatuhan
terhadap prinsip moral
yang universal

2. Etika Utilitarianisme

Berfokus pada manfaat
atau konsekuensi

Tindakan benar jika
memberikan manfaat
terbesar bagi jumlah
orang terbanyak

Menggunakan pertimbangan
rasional (cost-benefit)

Menekankan hasil atau
dampak tindakan

N\

3. Virtue Ethics

Berfokus pada karakter
dan kualitas moral individu

Kebajikan terbentuk melalui
kebiasaan dan latihan

Menekankan kebijaksanaan
dalam bertindak

Menjadi pribadi yang baik
(berintegritas)

4. Teori Keadilan

* Berfokus pada distribusi
yang adil terhadap hak,
kewajiban, dan sumber daya

¢ Menjamin kesetaraan
dan perlakuan yang fair

¢ Mencakup keadilan
distributif, korektif,
dan prosedural

|

l

v

[ Aplikasi dalam Kebijakan Publik |

v

A

A

v

1. Perumusan Kebijakan

¢ Mempertimbangkan nilai dan
prinsip etika

¢ Menentukan arah dan prioritas
kebijakan secara etis

2. Implementasi Kebijakan

¢ Pelaksanaan kebijakan secara
jujur, transparan, dan akuntabel

* Memperhatikan manfaat, keadilan,
dan kepentingan publik

3. Evaluasi Kebijakan
¢ Menilai dampak kebijakan
terhadap masyarakat

¢ Apakah kebijakan adil,
bermanfaat, dan sesuai etika
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A. Etika Deontologi

Deontologi merupakan suatu cabang etika. Deontologi menurut Kamus Filsafat,
deontologi ialah etika yang berdasarkan konsep tentang kewajiban, lawan dari sistem etika
yang berdasarkan ide dasar meraih sejumlah kondisi hubungan yang baik atau kualitas-
kualitas karakter yang dibutuhkan untuk hidup yang baik. Ilmu ini membahas tentang
kewajiban, tuntunan perintah moral, dan gagasan mengenai kewajiban pada umumnya
sebagai keharusan sosial yang khusus bagi etika.

Tokoh utama dalam etika deontologi adalah Immanuel Kant, yang mengemukakan
bahwa moralitas suatu tindakan ditentukan oleh niat dan kepatuhan terhadap hukum moral
universal. Kant memperkenalkan konsep categorical imperative, yaitu prinsip moral yang
bersifat mutlak dan harus dipatuhi oleh setiap individu tanpa pengecualian. Salah satu
rumusan terkenal dari prinsip ini adalah bahwa manusia harus bertindak sedemikian rupa
sehingga prinsip tindakannya dapat dijadikan hukum universal, serta memperlakukan manusia
sebagai tujuan, bukan sekadar alat.

Etika deontologi adalah teori filsafat moral yang mengajarkan bahwa suatu tindakan
dinyatakan benar apabila tindakan tersebut selaras dengan prinsip kewajiban yang relevan,
atau tindakan dikatakan benar apabila didasarkan pada kehendak baik. Baik tersebut dalam
artian kehendak yang baik pada dirinya, dan tidak tergantung pada yang lain. Jadi, etika
deontologi sangat menekankan pentingnya motivasi dan kemauan baik dari diri pelaku.

Wujud dari kehendak baik itu sendiri adalah bahwa seseorang tersebut telah mau
menjalankan kewajiban. Hal tersebut telah menegaskan bahwa untung atau tidaknya suatu
tindakan tidak dipermasalahkan, karena pada dasarnya ada suatu dorongan di dalam hati
nurani. Artinya, bahwa seseorang yang telah melakukan tindakan untuk memenuhi kewajiban
sebagai hukum moral atas dorongan hatinya, maka tindakan tersebut telah mencapai
moralitas. Dengan demikian menurut Kant kewajiban adalah suatu keharusan tindakan yang
hormat terhadap hukum, tidak perduli apakah itu membuat kita nyaman atau tidak, senang
atau tidak senang, cocok ataupun tidak, semuanya itu tetap menjadi keharusan seseorang
dalam melakukan tindakannya, bisa dikatakan sebagai tindakan tanpa syarat. Sebagai contoh
seorang pengendara kendaraan bermotor yang sedang buru- buru ingin cepat sampai karena
keadaan yang sangat genting.

Dalam perspektif deontologi, suatu tindakan dianggap benar jika dilakukan karena

kewajiban moral, meskipun hasilnya mungkin tidak menguntungkan. Sebaliknya, tindakan
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yang melanggar prinsip moral tetap dianggap salah, walaupun menghasilkan manfaat
tertentu. Misalnya, dalam konteks administrasi publik, seorang pejabat yang menolak
menerima suap tetap dianggap bertindak benar karena ia menjalankan kewajibannya secara
jujur, meskipun mungkin kehilangan keuntungan pribadi.

Etika deontologi memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, berorientasi pada
aturan atau prinsip moral yang bersifat universal. Kedua, menekankan pentingnya niat atau
motivasi dalam tindakan. Ketiga, tidak mempertimbangkan konsekuensi sebagai dasar utama
dalam penilaian moral. Keempat, menjunjung tinggi martabat manusia sebagai makhluk yang
memiliki nilai intrinsik.

Dalam administrasi publik, etika deontologi sangat relevan karena aparatur negara
dituntut untuk mematuhi aturan, kode etik, dan peraturan perundang-undangan secara
konsisten. Prinsip kewajiban dalam deontologi sejalan dengan tuntutan profesionalisme
birokrasi, di mana setiap tindakan harus didasarkan pada tanggung jawab moral dan hukum,
bukan kepentingan pribadi atau kelompok.

Adapun contoh dari etika deontologi misalnya “jangan melanggar” atau “bertindak taat
aturan”. Tindakan tersebut harusnya dilakukan dan tidak perlu adanya pertimbangan terlebih
dahulu, tindakan tersebut melainkan tindakan yang wajib ditaati apapun konsekuensinya.
Hukum moral mengikat mutlak semua manusia sebagai makhluk rasional. Bagi Kant
menghubung- hubungkan kewajiban moral dengan moral baik dan buruk justru malah akan
merusak moral. Sebab hal inilah yang dinamakan pamrih, padahal jika seseorang ingin berbuat
baik seharusnya tidak mengharapkan imbalan apapun dan semua murni dari dorongan hati
nurani.

Namun demikian, etika deontologi juga memiliki keterbatasan. Pendekatan ini
cenderung kaku karena tidak mempertimbangkan situasi dan konsekuensi yang mungkin
timbul dari suatu tindakan. Dalam praktiknya, terdapat kondisi tertentu di mana keputusan
moral memerlukan pertimbangan kontekstual, sehingga pendekatan deontologis perlu
dilengkapi dengan perspektif etika lain, seperti etika teleologi atau utilitarianisme.

B. Etika Utilitarianisme

Aliran utilitarian dicetuskan oleh filosof Inggris, yakni Jeremy Bentham (1748-1832)
dan John Stuart Mill (1806-1873). Kata “utility” bermakna “berguna” atau “kegunaan”.

Menurut teori ini, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat pada masyarakat
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secara keseluruhan atau banyak orang, dan bukan pada satu atau dua orang saja. Kriteria untuk
menentukan baik buruknya suatu perbuatan adalah, the greatest happiness of the greatest
number, yakni kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar. Jadi perbuatan yang
mengakibatkan orang banyak bahagia adalah perbuatan terbaik (Bertens 2000: 66)

Etika utilitarianisme merupakan salah satu aliran dalam filsafat moral yang menilai baik
atau buruknya suatu tindakan berdasarkan konsekuensi atau manfaat (utility) yang dihasilkan.
Prinsip utama dari utilitarianisme adalah bahwa suatu tindakan dianggap benar jika mampu
memberikan manfaat terbesar bagi jumlah orang yang terbesar (the greatest happiness for the
greatest number). Dengan demikian, fokus utama etika ini terletak pada hasil atau dampak
dari suatu tindakan, bukan pada niat atau kewajiban semata.

Tokoh utama dalam aliran ini adalah Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Bentham
mengemukakan bahwa manusia pada dasarnya digerakkan oleh dua hal, yaitu mencari
kesenangan (pleasure) dan menghindari penderitaan (pain). Oleh karena itu, suatu tindakan
dinilai baik jika mampu meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Bentham
bahkan mengembangkan konsep hedonic calculus, yaitu metode untuk mengukur tingkat
kebahagiaan berdasarkan intensitas, durasi, dan luas dampaknya.

Sementara itu, John Stuart Mill mengembangkan pemikiran Bentham dengan
membedakan antara kualitas kesenangan. Menurut Mill, tidak semua kesenangan memiliki
nilai yang sama; kesenangan intelektual dan moral dianggap lebih tinggi dibandingkan
kesenangan fisik. Dengan demikian, utilitarianisme tidak hanya mempertimbangkan kuantitas,
tetapi juga kualitas manfaat yang dihasilkan dari suatu tindakan.

Dalam etika utilitarianisme, suatu tindakan tidak dinilai dari benar atau salah secara
absolut, melainkan dari sejauh mana tindakan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat.
Misalnya, dalam konteks administrasi publik, kebijakan pemerintah yang menaikkan pajak
dapat dianggap etis jika hasilnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
secara luas, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, meskipun
kebijakan tersebut mungkin memberatkan sebagian individu.

Karakteristik utama etika utilitarianisme antara lain:

1. Berorientasi pada hasil atau konsekuensi.

2. Mengutamakan kepentingan kolektif dibandingkan kepentingan individu.
3. Menggunakan pertimbangan rasional dalam menilai manfaat dan kerugian.
4

Bersifat fleksibel karena mempertimbangkan situasi dan dampak nyata.
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Etika utilitarianisme memiliki relevansi yang sangat kuat dalam konteks administrasi
publik karena orientasinya yang menekankan pada hasil (outcome) dan manfaat kolektif.
Dalam praktik pemerintahan, setiap kebijakan publik pada dasarnya ditujukan untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pendekatan utilitarianisme sering
menjadi dasar rasional dalam proses perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan
publik.

1. Utilitarianisme sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan Publik

Dalam administrasi publik, pengambilan keputusan tidak dapat dilepaskan dari
pertimbangan dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat. Pendekatan utilitarianisme
membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan yang memberikan manfaat terbesar
bagi masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh, dalam pembangunan infrastruktur
seperti jalan tol, bendungan, atau transportasi massal, pemerintah seringkali harus
mengambil keputusan yang berdampak pada sebagian kelompok masyarakat, seperti
relokasi penduduk. Dalam perspektif utilitarianisme, kebijakan tersebut dapat dianggap
etis apabila manfaat jangka panjang yang dihasilkan—seperti peningkatan ekonomi,
aksesibilitas, dan kesejahteraan masyarakat—Ilebih besar dibandingkan dampak negatif
yang ditimbulkan.
2. Peran Utilitarianisme dalam Alokasi Sumber Daya Publik

Sumber daya publik, seperti anggaran negara, waktu, dan tenaga kerja, bersifat
terbatas. Oleh karena itu, pemerintah harus menentukan prioritas penggunaan sumber
daya tersebut secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, utilitarianisme memberikan
kerangka berpikir untuk memaksimalkan manfaat dari setiap kebijakan atau program.
Sebagai ilustrasi, dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
pemerintah harus memilih program yang memberikan dampak paling luas bagi
masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Kebijakan
subsidi energi, bantuan sosial, atau pembangunan fasilitas umum juga sering didasarkan
pada pertimbangan utilitarian, yaitu bagaimana manfaatnya dapat dirasakan oleh
sebanyak mungkin masyarakat.

Pendekatan ini menuntut adanya analisis kebijakan yang komprehensif, seperti
cost-benefit analysis, untuk menilai perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dan
manfaat yang dihasilkan.

3. Utilitarianisme dalam Pelayanan Publik
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Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, etika utilitarianisme mendorong
aparatur negara untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat luas. Prinsip
efisiensi, efektivitas, dan pemerataan pelayanan menjadi indikator penting dalam menilai
keberhasilan pelayanan publik.

Misalnya, dalam pelayanan kesehatan, pemerintah perlu menentukan kebijakan
yang dapat menjangkau sebanyak mungkin masyarakat, seperti program jaminan
kesehatan nasional. Dalam perspektif utilitarianisme, kebijakan ini dianggap etis karena
mampu memberikan manfaat besar bagi masyarakat luas, meskipun mungkin terdapat
keterbatasan dalam kualitas layanan di beberapa daerah.

Selain itu, dalam pelayanan administrasi seperti pembuatan KTP, paspor, atau
perizinan usaha, pemerintah dituntut untuk menciptakan sistem yang cepat, transparan,
dan mudah diakses. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai
pengguna layanan publik.

4. Utilitarianisme dalam Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan merupakan tahap penting dalam siklus administrasi publik.
Dalam perspektif utilitarianisme, keberhasilan suatu kebijakan diukur berdasarkan sejauh
mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator yang
digunakan dapat berupa peningkatan kualitas hidup, penurunan angka kemiskinan,
peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi. Dengan
demikian, utilitarianisme mendorong pemerintah untuk terus melakukan perbaikan
kebijakan berdasarkan hasil yang dicapai.

Sebagai contoh, program bantuan sosial dievaluasi berdasarkan dampaknya
terhadap kesejahteraan masyarakat miskin. Jika program tersebut terbukti efektif dalam
mengurangi kemiskinan, maka kebijakan tersebut dapat dianggap sesuai dengan prinsip
utilitarianisme

C. Virtue Ethics (Etika Kebajikan)

Virtue ethics atau etika kebajikan merupakan salah satu aliran utama dalam filsafat
moral yang menekankan pada karakter dan kualitas moral individu sebagai dasar penilaian etis,
bukan semata-mata pada aturan (seperti deontologi) atau konsekuensi (seperti
utilitarianisme). Pendekatan ini berfokus pada pertanyaan: “Menjadi manusia seperti apa yang

baik?” bukan hanya “Apa yang harus dilakukan?”
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Etika kebajikan berakar pada pemikiran filsuf Yunani kuno, khususnya Aristoteles, yang
dalam karyanya Nicomachean Ethics menyatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah
mencapai eudaimonia (kebahagiaan atau kehidupan yang baik), yang dapat dicapai melalui
pengembangan kebajikan (virtues). Kebajikan dipahami sebagai karakter baik yang terbentuk

melalui kebiasaan (habit) dan latihan terus-menerus.

Menurut Aristoteles, kebajikan merupakan “jalan tengah” (golden mean) antara dua
ekstrem, yaitu kekurangan dan kelebihan. Misalnya, keberanian adalah jalan tengah antara
sifat pengecut dan nekat. Dengan demikian, etika kebajikan menekankan keseimbangan dan

kebijaksanaan dalam bertindak. Beberapa konsep penting dalam etika kebajikan antara lain:

1. Karakter (Character)
Fokus utama etika kebajikan adalah pembentukan karakter moral individu yang
baik, seperti jujur, adil, bijaksana, dan bertanggung jawab.
2. Kebiasaan (Habituation)
Kebajikan tidak muncul secara instan, melainkan dibentuk melalui kebiasaan dan
latihan yang berulang dalam kehidupan sehari-hari.
3. Kebijaksanaan Praktis (phronesis)
Kemampuan individu untuk mengambil keputusan yang tepat dalam situasi
konkret berdasarkan pertimbangan moral dan rasional.
4. Tujuan Hidup (eudaimonia)
Kehidupan yang baik dan bermakna yang dicapai melalui praktik kebajikan secara
konsisten.

Berdasarkan empat konsep utama dalam virtue ethics, yaitu karakter (character),
kebiasaan (habituation), kebijaksanaan praktis (phronesis), dan tujuan hidup (eudaimonia),
dapat disimpulkan bahwa etika kebajikan menekankan pentingnya pembentukan kualitas
moral individu secara menyeluruh dan berkelanjutan. Etika tidak hanya dipahami sebagai
kepatuhan terhadap aturan atau pencapaian hasil tertentu, tetapi sebagai proses
pembentukan diri menjadi pribadi yang baik melalui latihan dan pembiasaan nilai-nilai
kebajikan.

Karakter menjadi inti dari etika kebajikan karena menentukan bagaimana seseorang
berpikir, bersikap, dan bertindak dalam berbagai situasi. Karakter yang baik tidak terbentuk

secara instan, melainkan melalui proses kebiasaan yang terus-menerus dilakukan hingga
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menjadi bagian dari kepribadian individu. Dalam proses tersebut, kebijaksanaan praktis
(phronesis) berperan penting sebagai kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat
dan bijak sesuai dengan situasi yang dihadapi. Semua itu bermuara pada tercapainya
eudaimonia, yaitu kehidupan yang baik, bermakna, dan seimbang.

Dengan demikian, virtue ethics memberikan penekanan bahwa perilaku etis tidak
hanya bergantung pada aturan atau konsekuensi, tetapi terutama pada kualitas pribadi
individu. Dalam konteks kehidupan sosial maupun administrasi publik, pendekatan ini sangat
penting karena mendorong terbentuknya individu yang berintegritas, bertanggung jawab, dan
mampu mengambil keputusan secara bijaksana demi kebaikan bersama.

Dalam konteks administrasi publik, etika kebajikan sangat penting karena menekankan
pada integritas pribadi aparatur negara. Tidak semua persoalan birokrasi dapat diselesaikan
hanya dengan aturan formal atau pertimbangan manfaat, sehingga dibutuhkan karakter moral
yang kuat dalam diri setiap pejabat publik.

Aparatur sipil negara (ASN) dituntut untuk memiliki kebajikan seperti:
Integritas, yaitu kejujuran dan konsistensi antara perkataan dan tindakan
Tanggung jawab, dalam menjalankan tugas dan amanah publik

Keadilan, dalam memperlakukan masyarakat secara setara

el A

Kepedulian (empathy), terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat

Sebagai contoh, dalam situasi pelayanan publik, seorang pegawai yang memiliki etika
kebajikan tidak hanya bekerja sesuai prosedur, tetapi juga menunjukkan sikap ramah, adil, dan
empati terhadap masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik tidak

hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga oleh karakter individu yang menjalankannya.
D. Teori Keadilan

Teori keadilan merupakan salah satu konsep fundamental dalam filsafat moral dan
politik yang membahas tentang bagaimana hak, kewajiban, serta sumber daya dalam
masyarakat seharusnya didistribusikan secara adil. Dalam konteks sosial dan administrasi
publik, keadilan menjadi prinsip utama dalam merumuskan kebijakan yang tidak diskriminatif
serta menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat.

Secara umum, keadilan dapat dimaknai sebagai kondisi di mana setiap individu

memperoleh haknya secara proporsional sesuai dengan prinsip kesetaraan, kebutuhan, atau
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kontribusi. Namun, konsep keadilan tidak bersifat tunggal, melainkan berkembang melalui
berbagai perspektif teoritis dari para ahli.

Keadilan berperan sentral sebagai bagian dari etika kepemimpinan dalam administrasi
publik. Para ahli menggarisbawahi bahwa keadilan merupakan prinsip yang fundamental
dalam menjaga keseimbangan dan kesetaraan dalam layanan publik. Menurut Rawls (2009),
keadilan memerlukan perlakuan yang adil terhadap semua individu, tanpa memandang status
sosial, ekonomi, atau politik.

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran
pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum
(hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain
keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai
keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan
moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan
hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran
keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles
memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia
disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian
kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya,
sesuai kkmampuan dan prestasinya.

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan
korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik,
yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh
anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu
yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas
bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan
keadilan.

Dubnick (2018) menekankan bahwa kepemimpinan yang adil dan beretika dalam
administrasi publik memastikan bahwa keputusan keputusan yang diambil memperhatikan
kepentingan dan kebutuhan semua pihak, termasuk yang paling rentan dan terpinggirkan
dalam masyarakat. Hal ini mencakup distribusi sumber daya publik secara merata untuk

memastikan akses yang setara terhadap layanan dan kesempatan bagi semua warga. Dalam
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konteks ini, keadilan juga berperan dalam menjaga keberagaman dan mengatasi ketimpangan
yang ada dalam masyarakat.
Dalam administrasi publik, teori keadilan memiliki peran yang sangat penting, antara lain:
1. Dasar perumusan kebijakan publik
Kebijakan harus dirancang secara adil, tidak diskriminatif, dan memperhatikan
kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
2. Distribusi sumber daya
Pemerintah harus memastikan distribusi anggaran dan layanan publik dilakukan
secara proporsional dan merata.
3. Perlindungan kelompok rentan
Kebijakan publik harus memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang
kurang beruntung, seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan kelompok
marginal.
4. Peningkatan legitimasi pemerintah
Keadilan dalam kebijakan dan pelayanan publik akan meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Sebagai contoh, program bantuan sosial di Indonesia merupakan bentuk implementasi
teori keadilan Rawls, khususnya prinsip perbedaan, karena bertujuan membantu kelompok
masyarakat yang paling membutuhkan.

Tummers et al. (2021) membahas pentingnya keadilan prosedural dalam administrasi
publik, di mana proses pengambilan keputusan dianggap adil dan transparan oleh semua pihak
yang terlibat. Ini menciptakan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
dan lembaga publik. Selain itu, kepemimpinan yang beretika dalam administrasi publik juga
ditandai oleh komitmen untuk mengatasi diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam pelayanan
publik, serta mempromosikan inklusi dan keberagaman sebagai nilai-nilai yang dijunjung
tinggi.

E. Aplikasi Teori Etika dalam Kebijakan Publik

Penerapan teori etika dalam kebijakan publik merupakan aspek krusial dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kebijakan
publik tidak hanya dipandang sebagai produk administratif atau politis, tetapi juga sebagai

keputusan moral yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu,
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setiap kebijakan harus didasarkan pada pertimbangan etis yang matang, agar tidak hanya
efektif secara teknis, tetapi juga adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral.

Dalam praktik administrasi publik, teori etika seperti deontologi, utilitarianisme, dan
virtue ethics dapat menjadi landasan dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi
kebijakan publik.

1. Aplikasi Etika Deontologi dalam Kebijakan Publik

Etika deontologi merupakan pendekatan moral yang menekankan pada kewajiban,
aturan, dan prinsip universal sebagai dasar dalam menentukan benar atau salahnya suatu
tindakan. Dalam konteks kebijakan publik, pendekatan ini memiliki peran yang sangat
penting karena seluruh aktivitas administrasi pemerintahan pada dasarnya berlandaskan
pada sistem hukum, regulasi, serta prosedur yang harus dipatuhi oleh setiap aparatur
negara. Dengan demikian, etika deontologi menjadi fondasi utama dalam memastikan
bahwa kebijakan publik tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga sah secara
hukum dan benar secara moral.

Dalam proses perumusan kebijakan publik, etika deontologi menuntut agar setiap
tahapan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Kebijakan yang dihasilkan harus melalui prosedur yang telah
ditetapkan, seperti konsultasi publik, kajian akademik, serta mekanisme legislasi yang
berlaku. Pendekatan ini menekankan bahwa proses yang benar sama pentingnya dengan
hasil yang dicapai. Oleh karena itu, meskipun suatu kebijakan berpotensi memberikan
manfaat besar, kebijakan tersebut tetap dianggap tidak etis apabila disusun dengan
mengabaikan prosedur yang sah atau melibatkan praktik-praktik yang melanggar aturan,
seperti manipulasi data atau konflik kepentingan.

Dalam tahap implementasi kebijakan, etika deontologi menekankan pentingnya
konsistensi dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan. Aparatur negara dituntut
untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan
tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. Hal ini sangat terlihat dalam praktik
pengadaan barang dan jasa pemerintah, di mana setiap proses harus dilakukan secara
transparan, kompetitif, dan akuntabel. Pelanggaran terhadap prosedur, seperti praktik
suap atau pengaturan tender, tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga
merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip etika deontologi karena mengabaikan

kewajiban moral sebagai pelayan publik.
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Dalam pelayanan publik, etika deontologi menuntut adanya perlakuan yang adil
dan tidak diskriminatif terhadap seluruh masyarakat. Aparatur negara harus memberikan
pelayanan berdasarkan aturan yang berlaku tanpa membedakan latar belakang sosial,
ekonomi, maupun kedekatan personal. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap warga negara
memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan
demikian, etika deontologi berperan dalam menjamin keadilan prosedural dalam
pelayanan publik, di mana setiap individu diperlakukan secara setara di hadapan aturan.

Selain itu, etika deontologi juga memiliki peran penting dalam fungsi pengawasan
dan penegakan hukum dalam administrasi publik. Aparat pengawas dan penegak hukum
harus bertindak secara objektif dan konsisten berdasarkan aturan yang berlaku, tanpa
adanya intervensi politik atau kepentingan tertentu. Penegakan hukum yang tidak
konsisten atau tebang pilih merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip deontologi
karena bertentangan dengan asas keadilan dan universalitas hukum. Oleh karena itu,
keberadaan lembaga pengawas seperti inspektorat, ombudsman, dan lembaga anti-
korupsi menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip etika deontologi
dapat diterapkan secara efektif.

Dalam konteks Indonesia, penerapan etika deontologi dapat dilihat dalam
berbagai regulasi yang mengatur perilaku aparatur negara, seperti Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menekankan nilai-nilai dasar
seperti integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Selain itu, berbagai kebijakan
reformasi birokrasi juga bertujuan untuk memperkuat kepatuhan terhadap aturan dan
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun demikian, penerapan etika deontologi
masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum, adanya
intervensi politik, serta budaya birokrasi yang belum sepenuhnya menjunjung tinggi
integritas.

Secara keseluruhan, etika deontologi memberikan landasan yang kuat dalam
penyelenggaraan kebijakan publik yang berorientasi pada kepatuhan terhadap hukum dan
kewajiban moral. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan
aparatur negara dilakukan secara sah, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun
dalam praktiknya sering dihadapkan pada berbagai tantangan, etika deontologi tetap
menjadi pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan,

dan berintegritas.
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2. Aplikasi Etika Utilitarianisme dalam Kebijakan Publik

Etika utilitarianisme merupakan pendekatan moral yang menilai baik atau
buruknya suatu kebijakan berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu
menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang yang terbesar. Dalam konteks kebijakan
publik, pendekatan ini sangat relevan karena tujuan utama penyelenggaraan
pemerintahan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Oleh karena
itu, utilitarianisme sering menjadi dasar rasional dalam pengambilan keputusan publik,
terutama ketika pemerintah dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan kebutuhan
untuk menentukan prioritas kebijakan.

Dalam proses perumusan kebijakan publik, etika utilitarianisme mendorong
pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan dampak yang paling luas bagi
masyarakat. Kebijakan yang dipilih adalah kebijakan yang memberikan manfaat paling
besar dibandingkan alternatif lainnya. Pertimbangan ini biasanya dilakukan melalui
analisis rasional seperti cost-benefit analysis, yaitu perbandingan antara biaya yang harus
dikeluarkan dengan manfaat yang akan diperoleh. Dalam kerangka ini, kebijakan yang
dianggap etis adalah kebijakan yang menghasilkan keuntungan sosial yang lebih besar
dibandingkan kerugian yang ditimbulkan.

Dalam praktik administrasi publik, pendekatan utilitarianisme sangat terlihat
dalam penentuan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran negara. Pemerintah harus
memilih program-program yang memberikan dampak paling signifikan bagi masyarakat,
seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, dan pendidikan.
Misalnya, pembangunan jalan tol atau fasilitas transportasi massal seringkali
diprioritaskan karena dapat meningkatkan mobilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi,
dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Meskipun kebijakan tersebut mungkin
menimbulkan dampak negatif bagi sebagian kelompok, seperti relokasi penduduk, dalam
perspektif utilitarianisme kebijakan tersebut tetap dianggap etis apabila manfaat
keseluruhannya lebih besar.

Dalam pelayanan publik, etika utilitarianisme mendorong pemerintah untuk
menciptakan sistem pelayanan yang efisien, efektif, dan mampu menjangkau sebanyak
mungkin masyarakat. Program-program seperti jaminan kesehatan nasional, bantuan
sosial, dan subsidi pendidikan merupakan contoh nyata kebijakan yang didasarkan pada

prinsip utilitarian. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
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masyarakat secara kolektif, terutama bagi kelompok yang membutuhkan. Dengan
demikian, keberhasilan suatu kebijakan diukur dari dampaknya terhadap peningkatan
kualitas hidup masyarakat secara luas.

Selain itu, dalam tahap evaluasi kebijakan, pendekatan utilitarianisme digunakan
untuk menilai sejauh mana kebijakan yang telah dilaksanakan mampu mencapai tujuan
yang diharapkan. Indikator yang digunakan biasanya bersifat kuantitatif, seperti
penurunan angka kemiskinan, peningkatan akses layanan publik, serta pertumbuhan
ekonomi. Jika suatu kebijakan terbukti memberikan manfaat yang signifikan bagi
masyarakat, maka kebijakan tersebut dapat dianggap berhasil dan layak untuk dilanjutkan
atau diperluas.

Namun demikian, penerapan etika utilitarianisme dalam kebijakan publik juga
menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kritik utama terhadap pendekatan ini adalah
potensi pengabaian terhadap hak individu atau kelompok minoritas. Dalam upaya
memaksimalkan manfaat bagi mayoritas, kebijakan tertentu dapat merugikan kelompok
kecil yang kurang memiliki kekuatan politik atau ekonomi. Selain itu, tidak semua manfaat
dapat diukur secara objektif, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial, budaya, dan
psikologis. Hal ini membuat penilaian terhadap “manfaat terbesar” menjadi tidak selalu
sederhana.

Dalam konteks Indonesia, penerapan etika utilitarianisme dapat dilihat dalam
berbagai kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, seperti
program bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, serta reformasi layanan publik.
Namun, agar kebijakan tersebut tetap adil dan tidak menimbulkan ketimpangan,
pendekatan utilitarianisme perlu diimbangi dengan prinsip etika lainnya, seperti keadilan
dan perlindungan hak asasi manusia.

Secara keseluruhan, etika utilitarianisme memberikan kerangka penting dalam
pengambilan kebijakan publik yang berorientasi pada hasil dan kesejahteraan masyarakat.
Pendekatan ini membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan yang paling efektif
dan berdampak luas. Meskipun memiliki keterbatasan, utilitarianisme tetap menjadi salah
satu dasar utama dalam perumusan kebijakan publik, terutama dalam upaya mencapai
kesejahteraan sosial yang optimal bagi masyarakat.

3. Aplikasi Virtue Ethics dalam Kebijakan Publik
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Virtue ethics atau etika kebajikan merupakan pendekatan moral yang menekankan
pada pembentukan karakter dan integritas individu sebagai dasar utama dalam bertindak.
Dalam konteks kebijakan publik, pendekatan ini memiliki peran yang sangat penting
karena tidak semua persoalan pemerintahan dapat diselesaikan hanya melalui aturan
formal atau pertimbangan manfaat semata. Banyak situasi dalam administrasi publik yang
memerlukan kebijaksanaan, kepekaan moral, serta integritas pribadi dari para pengambil
keputusan. Oleh karena itu, virtue ethics menjadi landasan penting dalam membentuk
aparatur negara yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga bermoral dan
berkarakter kuat.

Dalam proses perumusan kebijakan publik, etika kebajikan menekankan
pentingnya integritas dan kejujuran para pembuat kebijakan. Kebijakan yang baik tidak
hanya dihasilkan melalui prosedur yang benar, tetapi juga melalui niat yang tulus untuk
memperjuangkan kepentingan masyarakat. Aparatur negara yang memiliki karakter baik
akan menghindari praktik-praktik tidak etis seperti manipulasi data, konflik kepentingan,
atau penyalahgunaan wewenang. Mereka akan mempertimbangkan dampak kebijakan
secara menyeluruh dengan menggunakan kebijaksanaan praktis (phronesis), vyaitu
kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang kompleks dan
penuh ketidakpastian.

Dalam tahap implementasi kebijakan, virtue ethics tercermin dalam sikap dan
perilaku aparatur negara dalam menjalankan tugasnya. Seorang pejabat publik yang
berintegritas tidak hanya bekerja berdasarkan aturan, tetapi juga menunjukkan tanggung
jawab moral dalam setiap tindakan. Misalnya, dalam pelayanan publik, aparatur yang
memiliki etika kebajikan akan bersikap ramah, adil, dan empatik terhadap masyarakat.
Mereka tidak hanya berorientasi pada penyelesaian tugas administratif, tetapi juga pada
kualitas interaksi dan kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan.

Selain itu, dalam konteks kepemimpinan publik, virtue ethics memiliki peran yang
sangat signifikan. Pemimpin yang memiliki kebajikan moral, seperti kejujuran, keberanian,
dan keadilan, akan menjadi teladan bagi bawahannya dan mampu membangun budaya
organisasi yang berintegritas. Kepemimpinan yang berbasis karakter ini sangat penting
dalam mendorong terciptanya birokrasi yang bersih dan profesional. Dalam banyak kasus,
keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya ditentukan oleh sistem dan regulasi, tetapi

juga oleh kualitas moral para pemimpinnya.
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Dalam proses pengambilan keputusan, etika kebajikan juga membantu aparatur
negara dalam menghadapi dilema etis yang tidak selalu memiliki jawaban yang jelas dalam
aturan. Dalam situasi seperti ini, keputusan yang diambil sangat bergantung pada
kebijaksanaan dan nilai moral individu. Misalnya, dalam kondisi darurat atau krisis,
seorang pejabat publik harus mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat dengan
mempertimbangkan aspek kemanusiaan, bukan sekadar mengikuti prosedur secara kaku.

Dalam konteks Indonesia, penerapan virtue ethics dalam kebijakan publik menjadi
sangat penting mengingat masih adanya berbagai permasalahan dalam birokrasi, seperti
korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan rendahnya kualitas pelayanan publik. Upaya
untuk memperbaiki kondisi tersebut tidak cukup hanya dengan memperketat aturan,
tetapi juga harus disertai dengan pembentukan karakter aparatur negara melalui
pendidikan, pelatihan, dan keteladanan. Program penguatan integritas, pembangunan
zona integritas, serta pendidikan anti-korupsi merupakan langkah-langkah yang
mencerminkan upaya penerapan etika kebajikan dalam administrasi publik.

Namun demikian, pendekatan virtue ethics juga memiliki tantangan, terutama
karena sifatnya yang bergantung pada kualitas individu. Tidak semua aparatur memiliki
tingkat integritas dan kebijaksanaan yang sama, sehingga penerapannya tidak selalu
konsisten. Selain itu, etika kebajikan tidak memberikan pedoman yang spesifik dalam
setiap situasi, sehingga berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam pengambilan
keputusan.

Secara keseluruhan, aplikasi virtue ethics dalam kebijakan publik menekankan
pentingnya karakter, integritas, dan kebijaksanaan aparatur negara dalam menjalankan
tugasnya. Pendekatan ini melengkapi peran aturan dan pertimbangan manfaat dengan
dimensi moral yang lebih mendalam. Dengan menginternalisasi nilai-nilai kebajikan dalam
birokrasi, diharapkan tercipta pemerintahan yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi
juga beretika, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat secara luas.

4. Aplikasi Teori Keadilan dalam Kebijakan Publik

Teori keadilan memiliki peran yang sangat fundamental dalam kebijakan publik
karena berkaitan langsung dengan bagaimana negara mendistribusikan sumber daya,
kesempatan, serta perlindungan kepada seluruh warga negara secara adil. Dalam konteks
administrasi publik, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan formal, tetapi juga

mencakup keadilan substantif yang memperhatikan kondisi nyata masyarakat, terutama
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kelompok yang kurang beruntung. Oleh karena itu, setiap kebijakan publik idealnya
dirancang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan agar tidak menimbulkan
ketimpangan sosial maupun diskriminasi.

Dalam proses perumusan kebijakan publik, teori keadilan mendorong pemerintah
untuk mempertimbangkan distribusi manfaat dan beban secara proporsional. Pendekatan
ini mengharuskan pembuat kebijakan untuk tidak hanya fokus pada efisiensi atau manfaat
terbesar, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak merugikan kelompok
tertentu, terutama kelompok rentan. Prinsip keadilan distributif, sebagaimana
dikemukakan oleh Aristoteles, menjadi dasar dalam menentukan bagaimana sumber daya
publik dialokasikan secara adil sesuai dengan kebutuhan, kontribusi, atau kondisi
masyarakat.

Lebih lanjut, teori keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls memberikan
landasan yang kuat dalam kebijakan publik modern, khususnya melalui konsep justice as
fairness. Dalam kerangka ini, kebijakan publik harus menjamin kebebasan dasar yang
setara bagi setiap individu, sekaligus memberikan perhatian khusus kepada kelompok
yang paling kurang beruntung melalui prinsip perbedaan (difference principle). Dalam
praktiknya, hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan afirmatif yang bertujuan untuk
mengurangi kesenjangan sosial, seperti program bantuan sosial, subsidi pendidikan, dan
jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Dalam tahap implementasi kebijakan, teori keadilan menuntut adanya perlakuan
yang setara dan tidak diskriminatif dalam pelayanan publik. Setiap warga negara memiliki
hak yang sama untuk memperoleh layanan dari pemerintah, tanpa memandang latar
belakang sosial, ekonomi, maupun politik. Namun demikian, keadilan tidak selalu berarti
perlakuan yang sama, melainkan perlakuan yang proporsional sesuai dengan kebutuhan.
Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, pemerintah perlu memberikan perlakuan khusus
kepada kelompok tertentu, seperti penyandang disabilitas atau masyarakat di daerah
tertinggal, guna mencapai keadilan yang lebih substantif.

Dalam evaluasi kebijakan publik, teori keadilan digunakan untuk menilai apakah
kebijakan yang telah dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat secara merata dan
tidak menimbulkan ketimpangan baru. Indikator yang digunakan tidak hanya mencakup
aspek efisiensi dan efektivitas, tetapi juga tingkat pemerataan dan keadilan sosial yang

dihasilkan. Misalnya, suatu kebijakan pembangunan dianggap berhasil tidak hanya karena
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meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga karena mampu mengurangi
kesenjangan antara kelompok masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, penerapan teori keadilan dapat dilihat dalam berbagai
kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial, seperti Program Keluarga Harapan
(PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kebijakan-kebijakan tersebut mencerminkan upaya pemerintah dalam mendistribusikan
sumber daya secara lebih adil dan memberikan perlindungan kepada kelompok
masyarakat yang paling membutuhkan. Selain itu, kebijakan pembangunan daerah
tertinggal dan otonomi daerah juga merupakan bentuk implementasi keadilan dalam

mengurangi kesenjangan antarwilayah.
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RINGKASAN

Teori etika memberikan landasan filosofis dalam menilai baik dan buruknya suatu
tindakan, termasuk dalam konteks administrasi publik. Terdapat beberapa teori utama yang
relevan, yaitu deontologi, utilitarianisme, virtue ethics, dan teori keadilan.

Etika deontologi menekankan kewajiban dan kepatuhan terhadap aturan moral
universal. Suatu tindakan dianggap benar jika dilakukan berdasarkan kewajiban, tanpa
mempertimbangkan konsekuensinya. Dalam administrasi publik, teori ini penting untuk
menjamin kepatuhan terhadap hukum dan prosedur.

Sebaliknya, utilitarianisme menilai tindakan berdasarkan manfaat atau konsekuensi
yang dihasilkan. Prinsip utamanya adalah memberikan kebahagiaan terbesar bagi jumlah
orang terbanyak. Pendekatan ini banyak digunakan dalam pengambilan kebijakan publik,
terutama dalam menentukan prioritas dan alokasi sumber daya.

Virtue ethics berfokus pada karakter dan integritas individu. Etika ini menekankan
pentingnya kebajikan seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kebijaksanaan. Dalam
administrasi publik, pendekatan ini relevan untuk membentuk aparatur yang berintegritas dan
beretika.

Teori keadilan menekankan pentingnya distribusi yang adil terhadap hak, kewajiban,
dan sumber daya. Pemikiran Aristoteles dan John Rawls menjadi dasar dalam memahami
keadilan distributif dan keadilan sosial dalam kebijakan publik.

Keempat teori tersebut memiliki peran penting dalam kebijakan publik. Deontologi
menekankan kepatuhan terhadap aturan, utilitarianisme fokus pada manfaat, virtue ethics
pada karakter pelaksana, dan teori keadilan pada distribusi yang adil. Kombinasi dari keempat

pendekatan ini diperlukan untuk menciptakan kebijakan publik yang efektif, adil, dan beretika.
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SOAL DISKUSI

1.

Apa perbedaan mendasar antara etika deontologi dan utilitarianisme dalam menilai
suatu tindakan?

Apakah kebijakan yang menguntungkan mayoritas selalu dapat dianggap etis?
Jelaskan menurut utilitarianisme.

Mengapa virtue ethics penting dalam administrasi publik meskipun sudah ada aturan
yang jelas?

Bagaimana teori keadilan John Rawls dapat diterapkan dalam kebijakan sosial di
Indonesia?

Bagaimana cara mengintegrasikan keempat teori etika dalam pengambilan kebijakan

publik?

TUGAS REFELEKTIF

Jawab pertanyaan berikut secara singkat dan jelas.

1.

Pilih satu contoh kebijakan publik yang Anda ketahui (misalnya bantuan sosial, layanan
kesehatan, atau pendidikan).

Menurut Anda, kebijakan tersebut lebih sesuai dengan teori etika apa (deontologi,
utilitarianisme, virtue ethics, atau keadilan)? Jelaskan alasan singkat.

Apakah kebijakan tersebut sudah adil bagi semua pihak? Berikan pendapat Anda.

Jika Anda menjadi pengambil keputusan, apa yang akan Anda perbaiki dari kebijakan

tersebut?

BAB IlI

Administrasi Publik, Kekuasaan, dan Tanggung Jawab Moral

CAPAIAN PEMBELAJARAN
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1. Menjelaskan hakikat administrasi publik sebagai proses pelayanan kepada masyarakat.

2. Memahami hubungan antara birokrasi dan kekuasaan dalam penyelenggaraan

pemerintahan.

3. Menganalisis konsep diskresi serta pentingnya tanggung jawab moral dalam
penggunaannya.

4. Menjelaskan konsep akuntabilitas publik dan perannya dalam tata kelola

pemerintahan.

5. Menilai pentingnya etika dalam penggunaan kekuasaan oleh aparatur negara.

PETA KONSEP
ADMINISTRASI PUBLIK,
KEKUASAAN, DAN
TANGGUNG JAWAB MORAL
I 4 | l )
N\
A. Hakikat B. Birokrasi C. Diskresi dan D. Akuntabilitas
Administrasi Publik dan Kekuasaan Tanggung Jawab Moral Publik
v
# l N — - l - N (e ; l " 3 l N
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Inti Keseluruhan
Administrasi publik yang baik tercipta melalui birokrasi yang profesional,
penggunaan kekuasaan yang bertanggung jawab, diskresi yang beretika,
dan akuntabilitas yang transparan demi kepentingan masyarakat.

A. Hakikat Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan gabungan dari dua kata, yaitu administrasi dan publik.
Secara etimologis, istilah administrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata ad yang

berarti intensif dan ministrare yang berarti melayani. Dengan demikian, administrasi dapat
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dimaknai sebagai suatu kegiatan pelayanan yang dilakukan secara sungguh-sungguh atau
intensif.

Dalam perkembangannya, administrasi memiliki dua pengertian, yaitu dalam arti
sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, administrasi diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan
dengan pencatatan, penulisan, dan pengelolaan dokumen atau yang sering dikenal dengan
tata usaha. Sementara itu, dalam arti luas, administrasi dipahami sebagai suatu proses kerja
sama yang dilakukan secara rasional oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan sebelumnya.

Sejalan dengan itu, Siagian (2008) mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan
proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu
guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Definisi ini menegaskan bahwa administrasi
tidak hanya terbatas pada aktivitas teknis, tetapi juga mencakup aspek koordinasi,
perencanaan, dan pengorganisasian dalam suatu sistem kerja sama.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan suatu
proses kerja sama yang terorganisir dan rasional dalam rangka mencapai tujuan tertentu
melalui kegiatan pelayanan. Administrasi tidak hanya dipahami sebagai aktivitas teknis seperti
pencatatan dan tata usaha, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya manusia dan
koordinasi kegiatan secara menyeluruh. Dalam konteks administrasi publik, konsep ini
menjadi sangat penting karena berkaitan dengan upaya pemerintah dalam memberikan
pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat.

Hakikat administrasi publik pada dasarnya berkaitan dengan peran dan fungsi
pemerintah dalam mengelola kepentingan masyarakat melalui proses pelayanan, pengaturan,
dan pemberdayaan. Administrasi publik tidak sekadar dipahami sebagai aktivitas birokrasi
yang bersifat teknis, melainkan sebagai suatu sistem yang kompleks yang melibatkan interaksi
antara negara, aparatur, dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama, yaitu
kesejahteraan publik.

Secara esensial, administrasi publik merupakan proses penyelenggaraan kebijakan
negara yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dalam hal ini, administrasi publik menjadi instrumen utama dalam mengimplementasikan
keputusan politik ke dalam tindakan nyata. Dengan kata lain, administrasi publik

menjembatani antara perumusan kebijakan dan realisasi kebijakan di lapangan.
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Hakikat administrasi publik juga terletak pada fungsinya sebagai pelayanan publik
(public service). Pemerintah melalui aparatur negara memiliki tanggung jawab untuk
memberikan pelayanan yang adil, merata, dan berkualitas kepada seluruh warga negara.
Pelayanan tersebut mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan,
dan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, orientasi utama administrasi publik adalah

kepentingan masyarakat, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Gambar 1. Mall Pelayanan Publik sebagai Inovasi Pelayanan Terpadu

Keberadaan Mall Pelayanan Publik (MPP) mencerminkan transformasi administrasi
publik yang semakin berorientasi pada kemudahan, efisiensi, dan kualitas pelayanan. MPP
menghadirkan berbagai layanan pemerintah dan non-pemerintah dalam satu tempat,
sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai kebutuhan administratif secara cepat dan
terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa hakikat administrasi publik tidak hanya terbatas pada
proses birokrasi, tetapi juga pada bagaimana pemerintah mampu memberikan pelayanan
yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dalam perspektif modern, hakikat administrasi publik juga mencakup prinsip good
governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip ini meliputi transparansi,
akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, serta responsivitas terhadap kebutuhan
masyarakat. Dengan demikian, administrasi publik tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana
kebijakan, tetapi juga sebagai mekanisme yang memastikan bahwa penyelenggaraan
pemerintahan berjalan secara demokratis dan berkeadilan.

Lebih jauh, administrasi publik juga memiliki dimensi etis dan moral. Setiap tindakan
dan keputusan yang diambil oleh aparatur negara harus didasarkan pada nilai-nilai etika,

seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Hal ini penting karena administrasi publik
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berkaitan langsung dengan penggunaan kekuasaan dan pengelolaan sumber daya publik.
Tanpa landasan etika yang kuat, administrasi publik berpotensi disalahgunakan untuk
kepentingan pribadi atau kelompok.

Dalam konteks Indonesia, hakikat administrasi publik juga berkaitan dengan upaya
mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karena itu,
administrasi publik menjadi sarana strategis dalam mencapai tujuan nasional tersebut.

Secara keseluruhan, hakikat administrasi publik dapat dipahami sebagai proses
penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, dilaksanakan
melalui kerja sama yang terorganisir, serta berlandaskan pada prinsip efisiensi, keadilan, dan
etika. Dengan memahami hakikat ini, administrasi publik diharapkan mampu berfungsi secara
optimal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang

baik.

B. Birokrasi dan Kekuasaan

Birokrasi dan kekuasaan merupakan dua konsep yang saling berkaitan erat dalam
administrasi publik. Birokrasi dapat dipahami sebagai sistem organisasi yang digunakan oleh
pemerintah untuk melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,
sedangkan kekuasaan merujuk pada kemampuan atau otoritas untuk memengaruhi,
mengatur, dan mengendalikan tindakan individu atau kelompok dalam suatu sistem
pemerintahan. Dalam praktiknya, birokrasi menjadi instrumen utama dalam menjalankan
kekuasaan negara.

Secara teoritis, konsep birokrasi banyak dipengaruhi oleh pemikiran Max Weber yang
melihat birokrasi sebagai bentuk organisasi rasional yang didasarkan pada aturan formal,
hierarki yang jelas, pembagian kerja, serta profesionalisme. Dalam kerangka ini, birokrasi
berfungsi sebagai alat yang netral dan efisien untuk melaksanakan kebijakan publik.
Kekuasaan dalam birokrasi bersumber dari legitimasi hukum (legal-rational authority), di

mana setiap pejabat memiliki kewenangan yang ditentukan oleh aturan yang berlaku.
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Dalam konteks administrasi publik, kekuasaan yang dimiliki oleh birokrasi bersifat
formal dan melekat pada jabatan, bukan pada individu. Artinya, seorang pejabat memiliki
kewenangan karena posisinya dalam struktur organisasi, bukan karena kekuatan pribadi.
Kekuasaan ini digunakan untuk mengambil keputusan, mengalokasikan sumber daya, serta
mengatur pelayanan publik. Oleh karena itu, birokrasi memiliki peran strategis dalam
menentukan arah dan keberhasilan kebijakan publik.

Namun demikian, hubungan antara birokrasi dan kekuasaan tidak selalu berjalan ideal.
Dalam praktiknya, kekuasaan yang dimiliki birokrasi dapat disalahgunakan apabila tidak
diimbangi dengan pengawasan dan etika yang kuat. Fenomena seperti korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN) menunjukkan bagaimana kekuasaan birokrasi dapat digunakan untuk
kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini menandakan bahwa birokrasi tidak selalu
bersifat netral, melainkan dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik, ekonomi, maupun
sosial.

Selain itu, birokrasi juga memiliki potensi untuk menjadi terlalu kaku dan tidak
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Struktur yang hierarkis dan prosedural seringkali
membuat pengambilan keputusan menjadi lambat dan kurang fleksibel. Dalam kondisi seperti
ini, kekuasaan birokrasi justru dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan pelayanan publik
yang efektif dan efisien.

Dalam perspektif modern, hubungan antara birokrasi dan kekuasaan mengalami
perubahan seiring dengan berkembangnya konsep good governance. Birokrasi tidak lagi
dipandang sebagai satu-satunya aktor dalam penyelenggaraan pemerintahan, melainkan
harus bekerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat sipil. Kekuasaan juga tidak lagi
bersifat sentralistik, tetapi cenderung didistribusikan melalui mekanisme partisipatif dan
transparan.

Dalam konteks Indonesia, reformasi birokrasi menjadi upaya penting untuk
memperbaiki hubungan antara birokrasi dan kekuasaan. Pemerintah berupaya menciptakan
birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani melalui berbagai kebijakan, seperti
peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta penegakan kode etik aparatur sipil negara. Hal
ini bertujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan yang dimiliki birokrasi digunakan secara
bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan publik.

Secara keseluruhan, birokrasi dan kekuasaan merupakan dua elemen yang tidak dapat

dipisahkan dalam administrasi publik. Birokrasi menjadi sarana untuk menjalankan kekuasaan
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negara, sementara kekuasaan memberikan legitimasi bagi birokrasi dalam melaksanakan
tugasnya. Namun, agar hubungan tersebut berjalan secara ideal, diperlukan pengawasan,
etika, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga kekuasaan birokrasi dapat
digunakan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat.

C. Diskresi dan Tanggung Jawab Moral

Diskresi merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat publik untuk mengambil
keputusan atau tindakan dalam situasi tertentu yang tidak secara rinci diatur dalam peraturan
perundang-undangan. Dalam praktik administrasi publik, diskresi menjadi instrumen penting
karena tidak semua kondisi yang dihadapi di lapangan dapat diantisipasi secara lengkap oleh
aturan formal. Oleh karena itu, diskresi memberikan ruang bagi aparatur negara untuk
bertindak secara fleksibel, cepat, dan responsif dalam menyelesaikan persoalan publik.

Dalam konteks hukum administrasi di Indonesia, diskresi diakui sebagai bagian dari
penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Diskresi digunakan untuk melancarkan
penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum,
serta mengatasi stagnasi dalam situasi tertentu demi kepentingan umum. Dengan demikian,
diskresi bukanlah bentuk penyimpangan, melainkan kewenangan yang sah sepanjang
digunakan sesuai dengan tujuan dan prinsip yang benar.

Namun demikian, penggunaan diskresi tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab
moral. Karena diskresi memberikan ruang kebebasan dalam pengambilan keputusan, maka
potensi penyalahgunaan juga menjadi lebih besar. Oleh karena itu, setiap tindakan diskresi
harus didasarkan pada pertimbangan etis yang kuat, seperti kejujuran, keadilan, tanggung
jawab, dan kepentingan publik. Pejabat publik tidak hanya dituntut untuk bertindak sesuai
hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak moral dari setiap keputusan yang
diambil.

Salah satu contoh nyata penggunaan diskresi dalam administrasi publik dapat dilihat
pada situasi pelayanan administrasi kependudukan. Misalnya, seorang warga datang ke
kantor dinas kependudukan untuk mengurus KTP, namun tidak dapat melengkapi salah satu
dokumen persyaratan karena kehilangan akibat bencana kebakaran. Secara aturan formal,
permohonan tersebut seharusnya ditolak karena tidak memenuhi syarat. Namun, pejabat

yang berwenang dapat menggunakan diskresi dengan tetap memproses permohonan

42



tersebut setelah melakukan verifikasi lapangan atau menggunakan data pendukung lain.
Dalam hal ini, diskresi digunakan untuk membantu masyarakat tanpa melanggar prinsip
keadilan, dan tanggung jawab moral tercermin dari keputusan yang mempertimbangkan
kondisi kemanusiaan.

Contoh lain dapat ditemukan dalam situasi darurat bencana alam. Dalam kondisi seperti banjir
atau gempa bumi, prosedur administratif seringkali tidak dapat dijalankan secara normal.
Seorang kepala daerah dapat mengambil keputusan cepat untuk menggunakan anggaran
tertentu tanpa melalui prosedur panjang demi mempercepat penanganan korban. Meskipun
secara prosedural terdapat tahapan yang dilompati, tindakan tersebut dapat dibenarkan
secara etis karena bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat. Dalam konteks ini, tanggung
jawab moral terlihat dari orientasi keputusan yang mengutamakan keselamatan dan
kesejahteraan publik.

Dalam bidang pelayanan kesehatan, diskresi juga sering digunakan oleh tenaga medis
atau pejabat rumah sakit. Misalnya, pasien dalam kondisi kritis datang tanpa memiliki jaminan
kesehatan atau kemampuan membayar biaya perawatan. Secara administratif, rumah sakit
mungkin memiliki aturan terkait pembiayaan, tetapi demi menyelamatkan nyawa pasien,
pihak rumah sakit dapat mengambil keputusan untuk memberikan pelayanan terlebih dahulu.
Keputusan ini mencerminkan penggunaan diskresi yang didasarkan pada nilai kemanusiaan
dan tanggung jawab moral.

Contoh lainnya terdapat dalam penegakan hukum administratif, seperti dalam razia
atau penertiban pedagang kaki lima. Seorang aparat dapat memilih untuk tidak langsung
memberikan sanksi tegas, tetapi memberikan peringatan atau pembinaan terlebih dahulu
dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi pedagang. Dalam hal ini, diskresi digunakan
untuk mencapai keadilan yang lebih substantif, bukan sekadar menegakkan aturan secara
kaku. Tanggung jawab moral tampak dalam upaya menyeimbangkan antara ketertiban umum
dan keberlangsungan hidup masyarakat kecil.

Dari berbagai contoh tersebut, dapat dipahami bahwa diskresi memberikan ruang
fleksibilitas bagi pejabat publik dalam menghadapi situasi yang tidak sepenuhnya diatur oleh
hukum. Namun, penggunaan diskresi harus selalu disertai dengan tanggung jawab moral agar
tidak berubah menjadi penyalahgunaan wewenang. Keputusan yang diambil harus tetap
berlandaskan pada kepentingan umum, keadilan, dan nilai-nilai etika, sehingga kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah dapat terjaga.
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Tanggung jawab moral dalam penggunaan diskresi berarti bahwa pejabat publik harus
mampu mempertanggungjawabkan keputusannya tidak hanya secara administratif dan
hukum, tetapi juga secara etis di hadapan masyarakat. Hal ini mencakup kesadaran bahwa
setiap keputusan yang diambil dapat berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat,
sehingga harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan integritas. Dalam situasi tertentu,
keputusan yang secara hukum diperbolehkan belum tentu dapat dibenarkan secara moral,
sehingga diperlukan kebijaksanaan dalam menentukan tindakan yang paling tepat.

Dalam praktik administrasi publik, diskresi sering digunakan dalam situasi darurat atau
kondisi yang memerlukan keputusan cepat, seperti penanganan bencana, pelayanan publik
yang mendesak, atau kondisi di mana aturan yang ada tidak memadai. Dalam situasi tersebut,
pejabat publik dituntut untuk menggunakan kebijaksanaan dan kepekaan moral dalam
mengambil keputusan yang terbaik bagi masyarakat. Keputusan yang diambil harus tetap
berorientasi pada kepentingan umum dan tidak mengandung unsur penyalahgunaan
wewenang.

Namun, dalam realitasnya, penggunaan diskresi seringkali menghadapi dilema antara
kepatuhan terhadap aturan dan kebutuhan untuk bertindak cepat demi kepentingan publik.
Di satu sisi, pejabat publik harus mematuhi aturan yang berlaku, tetapi di sisi lain, mereka juga
dituntut untuk memberikan solusi atas permasalahan yang tidak diatur secara jelas. Dalam
kondisi seperti ini, tanggung jawab moral menjadi faktor penentu dalam memastikan bahwa
diskresi digunakan secara tepat dan tidak menyimpang.

Selain itu, tantangan lain dalam penggunaan diskresi adalah adanya potensi intervensi
politik, tekanan dari pihak tertentu, serta budaya birokrasi yang belum sepenuhnya
menjunjung tinggi integritas. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang kuat,
transparansi dalam pengambilan keputusan, serta penguatan nilai-nilai etika dalam birokrasi
untuk memastikan bahwa diskresi tidak disalahgunakan.

Secara keseluruhan, diskresi merupakan bagian penting dalam administrasi publik
yang memberikan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Namun, kewenangan tersebut
harus diimbangi dengan tanggung jawab moral yang tinggi agar tidak menimbulkan
penyimpangan. Dengan mengedepankan nilai-nilai etika seperti kejujuran, keadilan, dan
kepentingan publik, diskresi dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kualitas
pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

D. Akuntabilitas Publik
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Akuntabilitas publik merupakan salah satu prinsip fundamental dalam administrasi
publik yang berkaitan dengan kewajiban aparatur negara untuk mempertanggungjawabkan
setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan yang diambil kepada masyarakat sebagai
pemegang kedaulatan. Dalam konteks pemerintahan modern, akuntabilitas tidak hanya
bersifat administratif, tetapi juga mencakup dimensi hukum, moral, dan politik. Hal ini
menunjukkan bahwa setiap penyelenggara negara harus mampu menjelaskan dan
mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaan serta pengelolaan sumber daya publik
secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara konseptual, akuntabilitas publik menuntut adanya hubungan antara pihak yang
diberi amanah (pemerintah atau aparatur negara) dengan pihak pemberi amanah
(masyarakat). Dalam hubungan ini, pemerintah berkewajiban untuk melaporkan,
menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan setiap aktivitasnya, sementara masyarakat
memiliki hak untuk mengetahui, menilai, dan mengawasi kinerja pemerintah. Dengan
demikian, akuntabilitas publik menjadi mekanisme penting dalam menjaga keseimbangan
antara kekuasaan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam praktik administrasi publik, akuntabilitas diwujudkan melalui berbagai
mekanisme, seperti pelaporan kinerja, audit keuangan, pengawasan internal dan eksternal,
serta keterbukaan informasi publik. Laporan keuangan pemerintah, misalnya, harus disusun
secara transparan dan diaudit oleh lembaga vyang berwenang agar dapat
dipertanggungjawabkan kepada publik. Selain itu, adanya sistem pengawasan seperti
inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Ombudsman juga berperan dalam
memastikan bahwa setiap kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip
yang berlaku.

Akuntabilitas publik juga memiliki keterkaitan erat dengan prinsip transparansi.
Transparansi memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang jelas dan terbuka
mengenai kebijakan dan kinerja pemerintah. Tanpa transparansi, akuntabilitas sulit untuk
diwujudkan karena masyarakat tidak memiliki akses yang memadai untuk melakukan
pengawasan. Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu syarat utama
dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel.

Dalam konteks pelayanan publik, akuntabilitas tercermin dari kemampuan aparatur
negara dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan

standar yang telah ditetapkan. Aparatur publik harus bertanggung jawab atas setiap
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pelayanan yang diberikan, termasuk dalam menangani keluhan masyarakat. Kegagalan dalam
memberikan pelayanan yang baik tidak hanya berdampak pada menurunnya kepercayaan
masyarakat, tetapi juga mencerminkan lemahnya akuntabilitas dalam birokrasi.

Salah satu wujud dari akuntabilitas itu ialah agar semua produk hukum dan kebijakan
yang menyangkut kehidupan rakyat banyak harus diupayakan didasarkan atas undang-
undang. Dengan produk hukum yang berupa undang-undang ini rakyat mempunyai akses
untuk mengatur dan mengendalikannya. Dan pejabat melakukan akuntabilitas pada rakyat.
Jika lembaga dan sistem administrasi publik kita didasarkan atas prinsip seperti ini, maka tidak
ada dalam setiap aspek administrasi publik kita yang tidak bisa dikontrol rakyat. Lembaga
pemerintahan yang ada di pusat dan daerah sekarang ini cenderung menjadi bahan sorotan
dan perhatian rakyat banyak. Setiap ada upaya presiden untuk menyusun, mengubah,
mengganti, dan menggabungkan kelembagaan kabinet presiden selalu mengundang

perhatian orang banyak.
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RINGKASAN

Administrasi publik merupakan proses kerja sama yang dilakukan pemerintah untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya,
birokrasi menjadi alat utama dalam menjalankan kekuasaan negara yang bersifat formal dan
melekat pada jabatan.

Namun, kekuasaan tersebut memiliki potensi disalahgunakan apabila tidak disertai
dengan etika dan pengawasan yang baik. Oleh karena itu, diperlukan prinsip tanggung jawab
moral dalam setiap tindakan aparatur negara.

Diskresi memberikan ruang bagi pejabat publik untuk mengambil keputusan dalam
situasi tertentu yang tidak diatur secara rinci oleh hukum. Meski demikian, penggunaan
diskresi harus tetap berlandaskan pada nilai keadilan, kepentingan umum, dan etika.

Selain itu, akuntabilitas publik menjadi prinsip penting dalam memastikan bahwa
setiap kebijakan dan tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Transparansi dan pengawasan menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang

baik.
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SOAL DISKUSI

1.

v ok N

Mengapa administrasi publik tidak hanya dipahami sebagai kegiatan tata usaha, tetapi
juga sebagai proses pelayanan masyarakat?

Bagaimana hubungan antara birokrasi dan kekuasaan dalam pemerintahan?

Apa risiko yang dapat terjadi jika diskresi tidak disertai tanggung jawab moral?
Mengapa akuntabilitas publik penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat?

Bagaimana cara mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam birokrasi?

TUGAS REFLEKTIF

1.

Apa yang Anda pahami tentang administrasi publik? Jelaskan dengan bahasa Anda
sendiri.

Menurut Anda, bagaimana hubungan antara birokrasi dan kekuasaan dalam
kehidupan nyata?

Pernahkah Anda melihat atau mengalami pelayanan publik yang kurang baik?
Ceritakan secara singkat.

Menurut Anda, kapan seorang pejabat boleh menggunakan diskresi? Berikan satu
contoh sederhana.

Mengapa tanggung jawab moral penting dalam penggunaan kekuasaan?
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CAPAIAN PEMBELAJARAN

1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
lingkungan kerja.
PETA KONSEP

BAB IV
Nilai-Nilai Dasar Etika Administrasi Publik

Membedakan konsep responsibilitas dan akuntabilitas.

Memahami konsep dasar etika dalam administrasi publik.

Mengidentifikasi bentuk-bentuk akuntabilitas dalam administrasi publik.
Memahami pentingnya profesionalisme dalam pelayanan publik.
Menjelaskan konsep keadilan dan kesetaraan dalam kebijakan publik.

NILAI-NILAI DASAR
ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK

Menjelaskan makna dan pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menganalisis peran transparansi dalam meningkatkan kepercayaan publik.

Menerapkan nilai-nilai etika administrasi publik dalam kehidupan nyata maupun
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A. Integritas

Secara umum, integritas berarti kejujuran, konsistensi, dan kesatuan antara pikiran,
perkataan, dan perbuatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integritas adalah
“mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan utuh sehingga memiliki potensi dan
kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran.”

Sementara itu, menurut Stephen L. Carter, seorang pakar etika dari Yale University
dalam bukunya 'Integrity 1996', integritas adalah tindakan yang dilakukan sesuai dengan nilai
moral, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Artinya, orang yang berintegritas tidak hanya
mematuhi aturan karena diawasi, tetapi karena ia meyakini bahwa kejujuran adalah prinsip
hidup yang harus dijaga.

Dalam konteks profesional, integritas juga bermakna kesetiaan terhadap prinsip moral
dan etika kerja. Seorang pegawai, pejabat publik, atau penyelenggara negara yang
berintegritas tidak akan menyalahgunakan jabatan, menyelewengkan kewenangan, atau
mengorbankan kepentingan masyarakat demi keuntungan pribadi. Integritas merupakan salah
satu nilai fundamental dalam etika administrasi publik yang mencerminkan keselarasan antara
nilai, prinsip, dan tindakan seorang aparatur negara. Integritas tidak hanya berkaitan dengan
kejujuran, tetapi juga mencakup komitmen untuk bertindak sesuai dengan norma hukum,
etika, serta kepentingan publik secara konsisten, meskipun dihadapkan pada tekanan atau
godaan.

Dalam konteks administrasi publik, integritas menjadi landasan utama dalam
membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Aparatur yang berintegritas akan
menjalankan tugas dan kewenangannya tanpa menyalahgunakan kekuasaan, tidak terlibat
dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta menjunjung tinggi kepentingan
umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Secara konseptual, integritas dapat
dipahami sebagai kombinasi dari beberapa unsur penting, yaitu:

1. Kejujuran (honesty) — keterbukaan dalam menyampaikan informasi dan tidak
melakukan manipulasi data atau fakta.

2. Konsistensi (consistency) — kesesuaian antara perkataan dan tindakan dalam berbagai
situasi.

3. Komitmen moral (moral commitment) — kesadaran dan tekad untuk memegang teguh

prinsip etika dalam setiap keputusan.
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4. Keberanian moral (moral courage) — kemampuan untuk menolak tekanan atau
intervensi yang bertentangan dengan nilai-nilai etika.

Keempat unsur tersebut saling berkaitan dan membentuk integritas sebagai suatu
kesatuan nilai yang utuh dalam diri aparatur publik. Kejujuran menjadi dasar utama, karena
tanpa kejujuran tidak mungkin tercipta kepercayaan publik. Aparatur yang jujur akan
menyampaikan informasi apa adanya, tidak memanipulasi laporan, tidak menyalahgunakan
data, serta tidak memberikan informasi yang menyesatkan kepada masyarakat maupun
atasan.

Konsistensi menunjukkan bahwa integritas bukan hanya ditunjukkan pada situasi
tertentu, tetapi dalam seluruh perilaku dan keputusan. Konsistensi antara perkataan dan
tindakan mencerminkan bahwa seorang aparatur benar-benar memegang nilai etika, bukan
hanya sekadar retorika atau formalitas. Dalam administrasi publik, konsistensi juga berarti
menjalankan aturan secara adil tanpa perlakuan khusus kepada pihak tertentu.

Komitmen moral berkaitan dengan kesadaran internal individu untuk selalu bertindak
benar. Komitmen ini tidak bergantung pada ada atau tidaknya pengawasan. Aparatur yang
memiliki komitmen moral akan tetap bekerja secara etis meskipun tidak diawasi, karena yang
menjadi dasar tindakannya adalah nilai moral dan tanggung jawab kepada publik. Komitmen
moral juga tercermin dalam dedikasi terhadap tugas, loyalitas pada kepentingan negara, serta
kesediaan untuk mengutamakan kepentingan masyarakat.

Keberanian moral merupakan unsur integritas yang sering kali paling sulit diwujudkan.
Keberanian moral berarti berani mengatakan benar terhadap yang benar dan salah terhadap
yang salah, meskipun terdapat tekanan dari atasan, rekan kerja, kelompok politik, maupun
pihak luar. Dalam administrasi publik, keberanian moral dapat berupa penolakan terhadap
perintah yang melanggar aturan, penolakan gratifikasi, serta keberanian melaporkan praktik
korupsi atau penyimpangan melalui mekanisme yang berlaku.

Apabila keempat unsur tersebut dimiliki oleh aparatur publik, maka integritas tidak
hanya menjadi konsep teoritis, tetapi menjadi perilaku nyata dalam penyelenggaraan
administrasi publik. Integritas yang kuat akan menciptakan pemerintahan yang bersih,
berwibawa, dan dipercaya oleh masyarakat. Sebaliknya, rendahnya integritas akan membuka
peluang terjadinya korupsi, penyalahgunaan wewenang, diskriminasi pelayanan, dan berbagai

bentuk pelanggaran etika administrasi publik.
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Oleh karena itu, penguatan integritas harus dimulai dari pembentukan karakter
individu, didukung oleh sistem organisasi yang transparan dan akuntabel, serta budaya kerja
yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam administrasi publik. Integritas bukan hanya
tuntutan moral, tetapi juga merupakan syarat utama untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance).

B. Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang
untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah atau suatu lembaga yakni
informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang
dicapai. Menurut Mardiasmo menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan dalam
memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik
kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Menurut Abidin (2004) transparansi
dapat diartikan bahwa informasi yang berkaitan dengan organisasi tersedia secara mudah
dan bebas serta bisa diakses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan
oleh organisasi tersebut.

Transparansi merupakan salah satu nilai dasar dalam etika administrasi publik yang
berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi, proses
pengambilan keputusan, serta penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat.
Transparansi menjadi prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena
pemerintah pada hakikatnya mengelola sumber daya dan kepentingan publik, sehingga
masyarakat berhak mengetahui dan memperoleh informasi mengenai kebijakan dan tindakan
pemerintah.

Secara umum, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan organisasi publik
dalam menyediakan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat
dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak pribadi, rahasia negara, dan informasi
yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Transparansi juga
mencerminkan bahwa pemerintah tidak bekerja secara tertutup, melainkan dapat diawasi
oleh masyarakat.

Dalam administrasi publik, transparansi memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
2. Mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah.
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4. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses
pemerintahan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Salah satu aspek penting dalam transparansi adalah keterbukaan informasi publik.
Pemerintah harus menyediakan informasi yang mudah diakses, mudah dipahami, dan tersedia
tepat waktu. Informasi tersebut dapat disampaikan melalui laporan tahunan, website resmi,
media massa, papan pengumuman, maupun sistem informasi pelayanan publik. Transparansi
informasi akan memudahkan masyarakat untuk mengetahui hak dan kewajibannya serta
mengawasi jalannya pemerintahan. Namun demikian, transparansi tidak berarti semua
informasi harus dibuka tanpa batas. Terdapat beberapa informasi yang tidak dapat
dipublikasikan, seperti rahasia negara, data pribadi, dan informasi yang dapat mengganggu
keamanan negara atau proses penegakan hukum. Oleh karena itu, transparansi harus
dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Transparansi juga berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat. Semakin terbuka suatu
pemerintah, maka semakin besar kesempatan masyarakat untuk memberikan masukan, kritik,
dan saran terhadap kebijakan publik. Dengan demikian, transparansi tidak hanya
meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga meningkatkan kualitas kebijakan publik
karena melibatkan masyarakat dalam proses pemerintahan. Dalam perspektif etika
administrasi publik, transparansi merupakan bentuk pertanggungjawaban moral pemerintah
kepada masyarakat. Aparatur publik tidak hanya bertanggung jawab kepada atasan atau
lembaga pengawas, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Oleh karena
itu, transparansi harus menjadi budaya kerja dalam setiap organisasi publik, bukan hanya
sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai nilai etika dalam penyelenggaraan administrasi
publik.

C. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sikap dan kewajiban seseorang, kelompok, atau lembaga untuk
mempertanggungjawabkan segala tindakan, keputusan, dan hasil kinerjanya kepada pihak
yang berwenang atau masyarakat. Dalam konteks umum, akuntabilitas mencerminkan
komitmen untuk bersikap jujur, transparan, dan bertanggung jawab atas segala amanah yang

diemban.
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Dalam kehidupan sehari-hari, akuntabilitas dapat dilihat ketika seseorang menepati
janji, melaporkan hasil pekerjaan dengan jujur, atau menjelaskan alasan di balik suatu
keputusan. Sementara dalam lembaga publik, akuntabilitas menjadi dasar kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah dan penyelenggara negara.

Akuntabilitas merupakan salah satu nilai dasar dalam etika administrasi publik yang
berkaitan dengan kewajiban aparatur pemerintah dan lembaga publik untuk
mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya publik
kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Dalam administrasi publik, akuntabilitas
tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan etis, karena setiap kebijakan dan
tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan
profesional.

Secara konseptual, akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban individu atau
organisasi publik untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kinerja, tindakan, serta
keputusan kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
Dalam konteks pemerintahan, pihak tersebut adalah masyarakat, lembaga pengawas, lembaga
legislatif, dan atasan dalam struktur birokrasi.

Akuntabilitas menjadi sangat penting dalam administrasi publik karena pemerintah
mengelola anggaran negara, membuat kebijakan publik, serta memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Tanpa akuntabilitas, kekuasaan dapat disalahgunakan dan berpotensi
menimbulkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta kebijakan yang merugikan
masyarakat.

Dalam administrasi publik, akuntabilitas dapat dibedakan menjadi beberapa jenis,
yaitu:

1. Akuntabilitas Administratif
Akuntabilitas administratif berkaitan dengan pertanggungjawaban aparatur
kepada atasan sesuai dengan hierarki organisasi dan peraturan yang berlaku. Setiap
pegawai atau pejabat harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya melalui
laporan kerja, laporan kegiatan, dan evaluasi kinerja.
2. Akuntabilitas Hukum
Akuntabilitas hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban aparatur

pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi pelanggaran

54



hukum, penyalahgunaan wewenang, atau korupsi, maka pejabat publik dapat
dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Akuntabilitas Politik
Akuntabilitas politik berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah
kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan rakyat. Pemerintah harus
mempertanggungjawabkan kebijakan dan program yang dijalankan kepada DPR/DPRD
sebagai representasi masyarakat.
4. Akuntabilitas Publik
Akuntabilitas publik berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah secara
langsung kepada masyarakat sebagai penerima layanan publik. Bentuk akuntabilitas
publik dapat berupa laporan kinerja pemerintah, laporan keuangan, keterbukaan
informasi publik, serta pelayanan publik yang berkualitas.

Akuntabilitas juga berkaitan erat dengan transparansi. Transparansi memungkinkan
masyarakat memperoleh informasi, sedangkan akuntabilitas merupakan kewajiban
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan informasi dan kinerja tersebut. Dengan
demikian, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip yang saling melengkapi dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam perspektif etika administrasi publik, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan
laporan keuangan atau laporan kinerja, tetapi juga berkaitan dengan pertanggungjawaban
moral aparatur publik dalam menggunakan kewenangan yang dimilikinya. Aparatur publik
harus menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil akan berdampak pada masyarakat,
sehingga setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara etis, administratif, dan
hukum.

Dengan demikian, akuntabilitas merupakan prinsip yang menuntut setiap aparatur
publik untuk bekerja secara bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada
kepentingan masyarakat, sehingga penyelenggaraan administrasi publik dapat berjalan secara
efektif, bersih, dan berwibawa.

D. Profesionalisme

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata profesionalisme adalah mutu,

kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional.

Profesionalisme sendiri diambil dari kata dasar “profesional” di mana seseorang atau
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karyawan tentu saja harus memahami arti kata profesional dalam melakukan suatu pekerjaan
di dalam lingkup kerja.

Profesionalisme yang di maksud adalah bagaimana seorang karyawan bisa
menempatkan dirinya selama berada dalam lingkup kerja maupun luar lingkup kerja.
Bagaimana seorang karyawan bisa menyelesaikan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab,
tepat waktu dan memiliki nilai integritas. Integritas sendiri dapat berkaitan dengan sifat dan
karakter dari seseorang. Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh karyawan juga bagaimana
dia bisa memanajemen emosi serta pikirannya atau membedakan hal pribadi dengan
pekerjaaan. Karena seperti yang kita ketahui, setiap orang pasti mempunyai permasalahan
hidupnya masing-masing di mana karyawan tersebut dituntut agar pekerjaannya tidak
terbengkalai dikarenakan permasalahan internal.

Profesionalisme merupakan salah satu nilai dasar dalam etika administrasi publik yang
berkaitan dengan kemampuan, kompetensi, tanggung jawab, dan sikap kerja aparatur publik
dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, dan berorientasi pada
pelayanan kepada masyarakat. Profesionalisme menuntut aparatur publik untuk bekerja
berdasarkan keahlian, standar kerja, kode etik profesi, serta peraturan yang berlaku, bukan
berdasarkan kepentingan pribadi, politik, atau hubungan kekerabatan.

Dalam administrasi publik, profesionalisme sangat penting karena aparatur
pemerintah merupakan pelaksana kebijakan publik dan penyelenggara pelayanan publik.
Kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh tingkat profesionalisme aparatur. Aparatur
yang profesional akan bekerja secara kompeten, disiplin, objektif, dan bertanggung jawab
dalam menjalankan tugasnya.

Secara konseptual, profesionalisme dalam administrasi publik memiliki beberapa unsur
utama, yaitu:

1. Kompetensi
Kompetensi merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh aparatur
dalam melaksanakan tugasnya. Kompetensi meliputi pengetahuan, keterampilan, dan
sikap kerja yang sesuai dengan bidang tugasnya. Aparatur publik harus memiliki
kompetensi administrasi, manajerial, teknis, dan sosial agar mampu memberikan
pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

2. Kode Etik Profesi
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3.

Profesionalisme juga berkaitan dengan kepatuhan terhadap kode etik profesi.
Kode etik menjadi pedoman bagi aparatur dalam bersikap dan bertindak dalam
menjalankan tugasnya. Dengan adanya kode etik, aparatur publik diharapkan dapat
bekerja secara jujur, bertanggung jawab, tidak menyalahgunakan wewenang, serta
mengutamakan kepentingan masyarakat.
Tanggung Jawab dan Disiplin Kerja

Aparatur yang profesional memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan yang
dilaksanakan dan memiliki disiplin kerja yang tinggi. Disiplin kerja tercermin dari
ketepatan waktu, kepatuhan terhadap aturan kerja, serta kesungguhan dalam
menyelesaikan tugas.
Objektivitas dan Netralitas

Profesionalisme dalam administrasi publik juga menuntut aparatur untuk
bersikap objektif dan netral, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan dalam
pengambilan keputusan administratif. Aparatur tidak boleh bersikap diskriminatif,
tidak boleh memihak kepentingan politik tertentu, serta harus memberikan pelayanan
yang sama kepada seluruh masyarakat
Orientasi Pelayanan Publik

Profesionalisme aparatur publik harus berorientasi pada pelayanan kepada
masyarakat, bukan pada kekuasaan atau jabatan. Aparatur publik pada dasarnya
adalah pelayan masyarakat (public servant), sehingga kepuasan masyarakat menjadi
salah satu indikator profesionalisme aparatur.

Dalam konteks reformasi birokrasi, profesionalisme aparatur menjadi salah satu

agenda utama untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani.
Profesionalisme juga berkaitan dengan sistem merit dalam manajemen kepegawaian, yaitu
sistem yang menempatkan pegawai berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja, bukan
berdasarkan kedekatan politik atau hubungan pribadi. Dari perspektif etika administrasi
publik, profesionalisme tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga
berkaitan dengan sikap dan perilaku etis aparatur dalam menjalankan tugasnya. Aparatur yang
profesional tidak hanya pintar dan terampil, tetapi juga jujur, bertanggung jawab, disiplin, adil,

dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, profesionalisme merupakan nilai etika yang menuntut aparatur

publik untuk bekerja berdasarkan kompetensi, kode etik, tanggung jawab, dan orientasi
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pelayanan publik, sehingga penyelenggaraan administrasi publik dapat berjalan secara efektif,
efisien, dan berintegritas.
E. Keadilan dan Kesetaraan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan adalah sifat, perbuatan,
perlakuan, dan sebagainya yang adil. Keadilan berasal dari kata adil yang artinya sama berat;
tidak berat sebelah; tidak memihak, berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran
sepatutnya; tidak sewenang-wenang. Keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam
etika administrasi publik yang berkaitan dengan perlakuan yang adil, tidak memihak, dan
memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan aturan dan proporsi
yang semestinya. Dalam konteks administrasi publik, keadilan berarti bahwa setiap kebijakan,
keputusan, dan pelayanan publik harus dilakukan secara objektif, tidak diskriminatif, dan
berdasarkan peraturan yang berlaku.

Keadilan dalam administrasi publik tidak selalu berarti semua orang diperlakukan
sama, tetapi setiap orang diperlakukan sesuai dengan hak, kewajiban, kondisi, dan
kebutuhannya secara proporsional. Oleh karena itu, keadilan sering dikaitkan dengan konsep
fairness atau kepantasan, yaitu perlakuan yang layak dan wajar dalam pelayanan publik dan
kebijakan pemerintah.

Dalam penyelenggaraan administrasi publik, keadilan dapat diwujudkan dalam
beberapa bentuk, antara lain:

1. Keadilan dalam pemberian pelayanan publik tanpa diskriminasi.

2. Keadilan dalam penyusunan kebijakan publik yang memperhatikan seluruh kelompok
masyarakat.

3. Keadilan dalam penegakan peraturan dan hukum.

4. Keadilan dalam distribusi sumber daya publik.

5. Keadilan dalam kesempatan memperoleh pelayanan dan program pemerintah.

Keadilan menjadi sangat penting dalam administrasi publik karena pemerintah
memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan dan mendistribusikan sumber daya publik.
Jika pemerintah tidak adil dalam membuat kebijakan atau memberikan pelayanan, maka dapat
menimbulkan kesenjangan sosial, ketidakpuasan masyarakat, serta menurunnya kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah.mDalam perspektif etika administrasi publik, keadilan juga

merupakan tanggung jawab moral aparatur publik untuk tidak menyalahgunakan wewenang,
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tidak memihak kelompok tertentu, serta memberikan pelayanan secara objektif dan
proporsional kepada masyarakat.

Sedangkan Kesetaraan (equality) merupakan nilai etika administrasi publik yang
berkaitan dengan pemberian kesempatan, hak, dan akses yang sama kepada seluruh warga
negara dalam memperoleh pelayanan publik, perlindungan hukum, serta manfaat dari
kebijakan pemerintah. Kesetaraan menekankan bahwa setiap warga negara memiliki
kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Dalam administrasi publik,
kesetaraan berarti bahwa pemerintah harus memberikan akses pelayanan publik yang sama
kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, jenis kelamin,
status sosial, kondisi ekonomi, maupun afiliasi politik. Kesetaraan juga berarti tidak adanya
diskriminasi dalam pelayanan publik.

Kesetaraan dalam administrasi publik dapat diwujudkan melalui:
1. Kesetaraan akses terhadap pelayanan publik.
2. Kesetaraan kesempatan dalam memperoleh pekerjaan di sektor publik.
3. Kesetaraan di hadapan hukum dan peraturan.
4. Kesetaraan dalam partisipasi dalam proses pemerintahan.
5. Kesetaraan dalam memperoleh manfaat pembangunan.

Meskipun keadilan dan kesetaraan sering dianggap sama, keduanya memiliki
perbedaan. Keadilan lebih menekankan pada perlakuan yang proporsional sesuai dengan
kondisi dan kebutuhan, sedangkan kesetaraan menekankan pada pemberian kesempatan dan
hak yang sama kepada semua orang tanpa diskriminasi.

Dengan demikian, dalam administrasi publik, pemerintah tidak hanya harus
memperhatikan kesetaraan, tetapi juga keadilan. Kesetaraan tanpa keadilan dapat
menimbulkan ketimpangan, sedangkan keadilan tanpa kesetaraan dapat menimbulkan
diskriminasi. Oleh karena itu, keadilan dan kesetaraan harus berjalan secara bersamaan dalam

penyelenggaraan administrasi publik.

F. Responsibilitas

Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas,
amanah, atau pekerjaan yang diberikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
norma yang berlaku. Ini merupakan prinsip good governance yang menuntut kesanggupan

menerima risiko dari perbuatan serta komitmen profesional. Responsibilitas merupakan salah
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satu nilai dasar dalam etika administrasi publik yang berkaitan dengan kesadaran dan
kewajiban moral aparatur publik untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik,
penuh tanggung jawab, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Responsibilitas
menekankan pada kewajiban aparatur publik untuk bertindak sesuai dengan tugas, fungsi,

wewenang, dan peran yang telah diberikan kepadanya secara benar dan etis.

Dalam administrasi publik, responsibilitas berbeda dengan akuntabilitas. Akuntabilitas
lebih menekankan pada pertanggungjawaban kepada pihak lain atau publik atas tindakan dan
kinerja yang dilakukan, sedangkan responsibilitas lebih menekankan pada kesadaran internal,
moral, dan etika individu aparatur dalam menjalankan tugasnya dengan benar tanpa harus
menunggu diminta pertanggungjawaban. Dengan kata lain, responsibilitas berkaitan dengan
tanggung jawab moral dan profesional, sedangkan akuntabilitas berkaitan dengan

pertanggungjawaban administratif dan publik.

Responsibilitas dalam administrasi publik berkaitan dengan beberapa aspek penting,

yaitu:

1. Tanggung Jawab terhadap Tugas dan Fungsi
Aparatur publik harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur yang berlaku.
Setiap pekerjaan harus diselesaikan dengan baik, tepat waktu, dan sesuai dengan
tujuan organisasi.
2. Tanggung Jawab Moral
Responsibilitas tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan secara administratif,
tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab moral aparatur publik kepada
masyarakat. Aparatur publik harus menyadari bahwa setiap kebijakan dan keputusan
yang diambil akan berdampak pada masyarakat, sehingga harus dilakukan secara hati-
hati, jujur, dan adil.
3. Tanggung Jawab terhadap Kepentingan Publik
Aparatur publik harus mengutamakan kepentingan masyarakat di atas
kepentingan pribadi atau kelompok. Jabatan publik merupakan amanah yang harus

digunakan untuk melayani masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi.
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4. Tanggung Jawab Profesional
Responsibilitas juga berkaitan dengan tanggung jawab profesional, yaitu
bekerja sesuai dengan kompetensi, kode etik profesi, serta standar pelayanan yang
telah ditetapkan. Aparatur publik harus terus meningkatkan kemampuan dan kualitas
kerjanya agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
5. Tanggung Jawab Sosial
Selain bertanggung jawab kepada organisasi dan atasan, aparatur publik juga
memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan sosialnya. Kebijakan
dan program pemerintah harus memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan bagi
masyarakat.

Dalam perspektif etika administrasi publik, responsibilitas merupakan nilai moral yang
harus dimiliki oleh setiap aparatur publik. Aparatur publik tidak hanya bekerja karena
kewajiban administratif, tetapi juga karena kesadaran moral untuk melayani masyarakat.
Responsibilitas mencerminkan bahwa aparatur publik menyadari bahwa jabatan yang
dimilikinya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada atasan
atau pemerintah, tetapi juga kepada masyarakat dan secara moral kepada Tuhan.

Dengan demikian, responsibilitas merupakan nilai etika yang menuntut aparatur publik
untuk memiliki kesadaran tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, menggunakan
wewenang secara benar, mengutamakan kepentingan masyarakat, serta bekerja secara

profesional dan beretika dalam penyelenggaraan administrasi publik.
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RINGKASAN

Nilai-nilai dasar etika administrasi publik merupakan landasan penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Nilai-nilai tersebut meliputi
integritas, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, keadilan dan kesetaraan, serta

responsibilitas.

Integritas menekankan kejujuran, konsistensi, dan keberanian moral dalam
menjalankan tugas. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi kepada publik untuk
mendorong  kepercayaan dan  partisipasi masyarakat. Akuntabilitas menuntut

pertanggungjawaban atas setiap tindakan dan kebijakan pemerintah.

Profesionalisme mencerminkan kompetensi dan sikap kerja aparatur yang berorientasi
pada pelayanan publik. Keadilan dan kesetaraan menekankan perlakuan yang adil dan tidak
diskriminatif dalam pelayanan dan kebijakan publik. Sementara itu, responsibilitas

menekankan kesadaran moral individu dalam menjalankan tugas secara bertanggung jawab.

Keseluruhan nilai ini saling berkaitan dan menjadi fondasi utama dalam menciptakan

pemerintahan yang bersih, efektif, dan dipercaya masyarakat.

SOAL DISKUSI

1. Mengapa integritas menjadi nilai paling mendasar dalam administrasi publik?
Berikan contoh nyata!

2. Bagaimana transparansi dapat mencegah praktik korupsi di lingkungan
pemerintahan?

3. Apa perbedaan utama antara akuntabilitas dan responsibilitas? Jelaskan dengan
contoh!

4. Mengapa profesionalisme sangat penting dalam pelayanan publik?

5. Bagaimana penerapan keadilan dan kesetaraan dalam pelayanan publik di Indonesia
saat ini?

6. Apa dampak yang terjadi jika nilai-nilai etika administrasi publik tidak diterapkan?

7. Diskusikan hubungan antara transparansi dan akuntabilitas dalam menciptakan good

governance!
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TUGAS REFLEKTIF

Instruksi:
Tuliskan refleksi pribadi (+ 1-2 halaman) berdasarkan pengalaman, pengamatan, atau

pandangan Anda terkait etika dalam pelayanan publik.
Panduan isi:

1. Ceritakan pengalaman Anda (atau orang di sekitar Anda) saat berurusan dengan

pelayanan publik.
2. Nilai etika apa yang sudah terlihat? (misalnya: transparansi, profesionalisme, dll.)
3. Nilai etika apa yang masih kurang?
4. Bagaimana seharusnya sikap aparatur publik dalam situasi tersebut?

5. Jika Anda menjadi bagian dari aparatur publik, nilai apa yang paling ingin Anda

terapkan? Mengapa?

63



BAB V
Etika Publik dalam Perspektif Pancasila dan Regulasi ASN

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Memahami peran Pancasila sebagai landasan etika administrasi publik.

Menjelaskan
pemerintahan.

implementasi

nilai-nilai

Pancasila

dalam

penyelenggaraan

3. Mengidentifikasi prinsip-prinsip etika yang harus dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara

(ASN).

4. Menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur etika publik di

Indonesia.

5. Memahami hubungan antara etika, regulasi, dan tata kelola pemerintahan (good

governance).

6. Mengevaluasi implementasi etika dalam praktik pemerintahan di Indonesia.

7. Mengaitkan nilai etika publik dengan realitas pelayanan publik di masyarakat.

PETA KONSEP
ETIKA PUBLIK DALAM
PERSPEKTIF PANCASILA
DAN REGULASI ASN
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( [ ] ]
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A. Nilai-Nilai Pancasila dalam Administrasi Publik

Pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologi negara Republik Indonesia bukan sekadar
rumusan kata-kata dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila merupakan
weltanschauung atau pandangan hidup bangsa yang mengandung nilai-nilai luhur dan
fundamental bagi eksistensi negara dan masyarakat Indonesia. Dalam konteks
penyelenggaraan negara, khususnya dalam ranah administrasi publik, Pancasila memegang
peranan krusial sebagai landasan etika, moral, dan operasional. Administrasi publik, sebagai
tulang punggung pelayanan negara kepada masyarakat, memiliki tanggung jawab besar dalam
mewujudkan cita-cita bangsa yang termaktub dalam Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila dalam administrasi publik pada dasarnya mengarahkan aparatur
negara untuk menjalankan pemerintahan yang beretika, adil, manusiawi, demokratis, dan
berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai
moral yang harus diterapkan dalam administrasi publik dan tata kelola pemerintahan.

1. Nilai Ketuhanan dalam Administrasi Publik

Nilai Ketuhanan mengandung makna bahwa setiap aparatur negara harus memiliki
moralitas, integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.
Administrasi publik tidak hanya dipandang sebagai pekerjaan administratif, tetapi juga
sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan spiritual.
Dalam administrasi publik, nilai Ketuhanan dapat diwujudkan dalam bentuk:

a. Kejujuran dalam bekerja.

b. Tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

c. Bekerja dengan penuh tanggung jawab dan amanah.

d. Menghormati kebebasan beragama.

e. Menjalankan tugas dengan moral dan etika yang baik.

Nilai Ketuhanan menjadi dasar moral bagi aparatur publik agar tidak
menyalahgunakan wewenang dan selalu bekerja secara etis.
2. Nilai Kemanusiaan dalam Administrasi Publik

Nilai kemanusiaan menekankan bahwa administrasi publik harus memperlakukan
masyarakat secara manusiawi, adil, dan beradab. Aparatur publik harus menghormati hak
asasi manusia, memberikan pelayanan publik yang ramah, tidak diskriminatif, dan

menghormati martabat manusia.
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Penerapan nilai kemanusiaan dalam administrasi publik antara lain:
a. Memberikan pelayanan publik yang sopan dan ramah.
b. Tidak melakukan diskriminasi dalam pelayanan.
c¢. Menghormati hak-hak masyarakat.
d. Membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik.
e. Membuat kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Administrasi publik pada dasarnya adalah pelayanan kepada manusia, sehingga
nilai kemanusiaan harus menjadi dasar dalam setiap pelayanan publik.
3. Nilai Persatuan dalam Administrasi Publik
Nilai persatuan mengandung makna bahwa administrasi publik harus
mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok,
atau golongan. Aparatur publik harus bersikap netral, tidak memihak kepentingan politik
tertentu, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Implementasi nilai persatuan dalam administrasi publik antara lain:

Q

Mengutamakan kepentingan nasional.
b. Bersikap netral dalam politik sebagai aparatur negara.
c. Tidak melakukan diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan.
d. Mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
e. Menjaga stabilitas nasional melalui kebijakan publik yang adil.
Nilai persatuan sangat penting dalam administrasi publik karena birokrasi
merupakan alat negara untuk menjaga integrasi nasional.
4. Nilai Kerakyatan dalam Administrasi Publik
Nilai kerakyatan berkaitan dengan demokrasi, partisipasi masyarakat, musyawarah,
dan pengambilan keputusan yang bijaksana. Administrasi publik harus melibatkan
masyarakat dalam proses kebijakan publik dan tidak bersifat otoriter.
Penerapan nilai kerakyatan dalam administrasi publik antara lain:
a. Melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik.
b. Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan.
c. Menghargai aspirasi masyarakat.
d. Menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

e. Mengembangkan pemerintahan yang demokratis.
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Administrasi publik tidak hanya menjalankan kebijakan, tetapi juga harus
memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.
5. Nilai Keadilan Sosial dalam Administrasi Publik

Nilai keadilan sosial menekankan bahwa tujuan utama administrasi publik adalah
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Pemerintah harus membuat
kebijakan publik yang adil, mengurangi kesenjangan sosial, serta memastikan pemerataan
pembangunan dan pelayanan publik. Implementasi nilai keadilan sosial dalam administrasi
publik antara lain:

a. Pemerataan pembangunan.

b. Pelayanan publik yang adil dan merata.

c. Kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin dan kelompok rentan.

d. Distribusi sumber daya publik yang adil.

e. Pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi.

Nilai keadilan sosial merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan administrasi
publik, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Nilai-nilai Pancasila merupakan landasan etika dalam administrasi publik di Indonesia.
Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai moral yang harus diterapkan oleh aparatur publik
dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Nilai Ketuhanan menekankan moralitas dan
integritas, nilai kemanusiaan menekankan pelayanan yang manusiawi, nilai persatuan
menekankan kepentingan nasional, nilai kerakyatan menekankan demokrasi dan partisipasi
masyarakat, serta nilai keadilan sosial menekankan kesejahteraan dan pemerataan.

Dengan demikian, administrasi publik di Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai
Pancasila agar penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga
beretika, adil, demokratis, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

B. Etika Aparatur Sipil Negara (ASN)

Etika Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan
yang wajib dipatuhi oleh PNS dan PPPK dalam tugas maupun kehidupan sehari-hari
berdasarkan UU No. 20/2023 dan PP No. 42/2004. Etika ini bertujuan menciptakan ASN
profesional, berintegritas, jujur, melayani, dan netral, serta menjunjung tinggi martabat
negara.

Etika Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan seperangkat nilai, norma, dan prinsip

moral yang menjadi pedoman bagi pegawai negeri dalam menjalankan tugas dan fungsinya
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sebagai pelayan publik. Etika ini tidak hanya mengatur perilaku profesional ASN dalam konteks
pekerjaan, tetapi juga mencerminkan integritas pribadi serta tanggung jawab moral terhadap
masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam kerangka administrasi publik, etika ASN menjadi
landasan penting dalam menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada
pelayanan publik.

Secara normatif, etika ASN di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya
adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam regulasi
tersebut ditegaskan bahwa ASN harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar seperti integritas,
profesionalisme, netralitas, akuntabilitas, serta komitmen terhadap kepentingan publik. Nilai-
nilai ini menjadi pedoman dalam setiap tindakan ASN, baik dalam pengambilan keputusan
maupun dalam interaksi dengan masyarakat.

Etika ASN juga berkaitan erat dengan prinsip-prinsip dalam Pancasila sebagai dasar
negara. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan menjadilandasan moral
yang harus diinternalisasikan dalam setiap perilaku aparatur negara. Misalnya, dalam
memberikan pelayanan publik, ASN harus bersikap adil dan tidak diskriminatif, serta
menghormati hak-hak setiap warga negara. Hal ini menunjukkan bahwa etika ASN tidak hanya
bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi ideologis dan moral yang kuat.

Dalam praktiknya, etika ASN tercermin dalam berbagai aspek, seperti kejujuran dalam
bekerja, disiplin dalam menjalankan tugas, tanggung jawab terhadap amanah jabatan, serta
komitmen untuk menghindari konflik kepentingan. ASN juga dituntut untuk menjaga
netralitas, terutama dalam konteks politik, agar tidak menyalahgunakan jabatan untuk
kepentingan kelompok tertentu. Selain itu, ASN harus mampu menjaga profesionalisme
dengan terus meningkatkan kompetensi dan kinerja. Penerapan etika ASN sangat penting
dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Aparatur yang beretika
akan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Sebaliknya,
pelanggaran etika, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, dapat merusak citra birokrasi serta
menurunkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat.

Namun demikian, implementasi etika ASN di Indonesia masih menghadapi berbagai
tantangan. Beberapa di antaranya adalah budaya birokrasi yang belum sepenuhnya
berorientasi pada pelayanan, lemahnya pengawasan, serta adanya tekanan politik dalam

pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis untuk memperkuat
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etika ASN, seperti melalui pendidikan dan pelatihan etika, penegakan kode etik, serta
pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran.

Selain itu, penting juga untuk membangun budaya organisasi yang mendukung
penerapan etika, di mana nilai-nilai integritas dan profesionalisme menjadi bagian dari
kebiasaan kerja sehari-hari. Kepemimpinan yang berintegritas juga memiliki peran penting
dalam memberikan teladan dan mendorong aparatur untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai
etika. Secara keseluruhan, etika ASN merupakan elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance). Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika, ASN
tidak hanya menjalankan tugasnya secara profesional, tetapi juga berkontribusi dalam
menciptakan pemerintahan yang bersih, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
C. Peraturan Perundang-Undangan tentang Etika Publik

Etika publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tidak hanya bersumber
dari nilai-nilai moral dan Pancasila, tetapi juga diperkuat melalui berbagai peraturan
perundang-undangan yang mengatur perilaku aparatur negara. Regulasi tersebut menjadi
landasan normatif yang mengikat dan memberikan pedoman yang jelas bagi pejabat publik
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara etis, profesional, dan akuntabel.

Salah satu regulasi utama yang mengatur etika publik adalah Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Undang-undang ini menegaskan bahwa
ASN harus menjunjung tinggi nilai dasar seperti integritas, profesionalisme, netralitas,
akuntabilitas, serta komitmen terhadap pelayanan publik. Selain itu, ASN juga diwajibkan
untuk menghindari konflik kepentingan serta tidak menyalahgunakan wewenang. Regulasi ini
menjadi dasar utama dalam pembentukan karakter dan perilaku ASN yang beretika.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) juga memiliki peran penting
dalam mengatur etika publik. Undang-undang ini menekankan prinsip-prinsip
penyelenggaraan negara yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, dan
kepentingan umum. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman bagi pejabat publik dalam
menjalankan tugasnya secara bersih dan bertanggung jawab.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
mengatur tentang penggunaan kewenangan oleh pejabat publik, termasuk diskresi. Dalam
undang-undang ini ditegaskan bahwa setiap keputusan dan tindakan pejabat pemerintah

harus didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti kepastian
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hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, serta tidak menyalahgunakan
wewenang. Hal ini menunjukkan bahwa aspek etika menjadi bagian integral dalam setiap
tindakan administrasi pemerintahan.

Regulasi lain yang mendukung etika publik adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak masyarakat untuk
memperoleh informasi dari badan publik. Undang-undang ini mendorong transparansi dalam
penyelenggaraan pemerintahan, sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan
terhadap kinerja pemerintah. Transparansi ini menjadi salah satu pilar penting dalam
mewujudkan akuntabilitas dan etika publik.

Dalam konteks pengawasan dan penegakan etika, Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia juga memiliki peran strategis. Ombudsman
bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan menangani laporan masyarakat
terkait maladministrasi. Keberadaan lembaga ini menjadi mekanisme kontrol eksternal untuk
memastikan bahwa aparatur negara bertindak sesuai dengan prinsip etika dan pelayanan yang
baik.

Selain undang-undang, terdapat pula peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yang
secara khusus mengatur kode etik ASN. Peraturan ini memuat norma-norma perilaku yang
harus dipatuhi oleh pegawai negeri, baik dalam hubungan dengan negara, sesama pegawai,
maupun masyarakat. Kode etik ini menjadi pedoman praktis dalam menjalankan tugas sehari-
hari.

Dalam perkembangan terkini, upaya penguatan etika publik juga diwujudkan melalui
berbagai kebijakan reformasi birokrasi, seperti pembangunan zona integritas menuju wilayah
bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Kebijakan ini
menekankan pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan
pemerintahan.

Secara keseluruhan, peraturan perundang-undangan tentang etika publik di Indonesia
menunjukkan komitmen negara dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan,
dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Regulasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai
aturan formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk membentuk budaya birokrasi yang

berintegritas dan bertanggung jawab. Dengan adanya landasan hukum yang kuat, diharapkan
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etika publik dapat diimplementasikan secara konsisten dalam setiap aspek penyelenggaraan
pemerintahan.
D. Implementasi Etika dalam Tata Kelola Pemerintahan Indonesia

Kata etika dalam etika pemerintahan adalah sistem nilai sebagai pedoman yang
menuntun sikap dan perilaku manusia. Etika pemerintahan merupakan bidang pengatahuan
tentang ajaran-ajaran moral dan azas kelakuan yang baik bagi para aparat pemerintahan
dalam menunaikan tugasnya dan melaksanakan tindakannyajabatannya. Dharma setyawan
salam (2002:63) dalam bukunya manajemen pemerintahan, etika pemerintahan dapat
mengkaji:

1. Baik-buruk perilaku aparat pemerintahan
2. Adil-zalim perilaku aparat pemerintahan
3. Adab-biadab perilaku pejabat, dalam melakukan kegiatan pemeritah

Implementasi etika dalam tata kelola pemerintahan Indonesia merupakan aspek yang
sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi
pada pelayanan publik. Etika tidak hanya dipahami sebagai norma moral yang bersifat abstrak,
tetapi juga sebagai pedoman praktis yang harus diinternalisasikan dalam setiap proses
penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks ini, etika menjadi landasan dalam
penggunaan kekuasaan, pengambilan keputusan, serta pemberian pelayanan kepada
masyarakat.

Dalam praktiknya, implementasi etika dalam tata kelola pemerintahan Indonesia
tercermin melalui penerapan prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi,
akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, dan responsivitas. Prinsip transparansi, misalnya,
diwujudkan melalui keterbukaan informasi publik yang memungkinkan masyarakat untuk
mengetahui dan mengawasi kebijakan serta kinerja pemerintah. Akuntabilitas tercermin
dalam kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan
penggunaan anggaran kepada publik. Sementara itu, partisipasi masyarakat menjadi sarana
penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan
kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Selain itu, implementasi etika juga terlihat dalam upaya reformasi birokrasi yang terus
dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi
yang profesional, bersih dari praktik korupsi, serta mampu memberikan pelayanan yang

berkualitas. Program seperti pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi

71



(WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) merupakan bentuk konkret dari
penerapan nilai-nilai etika dalam organisasi pemerintahan. Melalui program ini, setiap instansi
pemerintah didorong untuk meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam
menjalankan tugasnya.

Dalam bidang pelayanan publik, implementasi etika tercermin dalam peningkatan
kualitas layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Inovasi seperti digitalisasi
layanan, sistem pelayanan terpadu, serta penerapan standar pelayanan minimum
menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan yang lebih efisien dan
responsif. Etika dalam pelayanan publik menuntut aparatur negara untuk bersikap ramah, adil,
tidak diskriminatif, serta menghormati hak-hak masyarakat sebagai pengguna layanan.

Namun demikian, implementasi etika dalam tata kelola pemerintahan Indonesia masih
menghadapi berbagai tantangan. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih menjadi
permasalahan serius yang menghambat terwujudnya pemerintahan yang bersih. Selain itu,
lemahnya pengawasan, rendahnya integritas sebagian aparatur, serta adanya intervensi politik
dalam birokrasi juga menjadi kendala dalam penerapan etika secara konsisten. Tantangan
lainnya adalah kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan, di mana nilai-nilai
etika yang telah diatur belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik sehari-hari.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan upaya yang berkelanjutan
dalam memperkuat implementasi etika dalam pemerintahan. Hal ini dapat dilakukan melalui
peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, penegakan hukum yang tegas terhadap
pelanggaran etika, serta penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal. Selain itu,
penting juga untuk membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas,
profesionalisme, dan tanggung jawab.

Peran kepemimpinan juga sangat menentukan dalam implementasi etika. Pemimpin
yang berintegritas dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai etika akan mampu menjadi
teladan bagi bawahannya serta mendorong terciptanya budaya kerja yang positif.
Kepemimpinan yang etis tidak hanya berfokus pada pencapaian target, tetapi juga pada cara
mencapai tujuan tersebut secara benar dan bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, implementasi etika dalam tata kelola pemerintahan Indonesia
merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan. Etika tidak hanya menjadi pelengkap
dalam administrasi publik, tetapi merupakan inti dari penyelenggaraan pemerintahan yang

baik. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika dalam setiap aspek tata kelola, diharapkan
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tercipta pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan
masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong

pembangunan nasional yang berkelanjutan.
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RINGKASAN

Etika publik dalam administrasi pemerintahan Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai
Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa. Setiap sila mengandung nilai moral
yang menjadi pedoman bagi aparatur negara dalam menjalankan tugasnya secara etis, adil,
dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Selain itu, etika publik juga diatur secara normatif melalui berbagai regulasi, terutama
yang mengatur Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN dituntut untuk memiliki integritas,
profesionalisme, netralitas, serta komitmen terhadap pelayanan publik. Etika ASN tidak hanya
mencerminkan perilaku profesional, tetapi juga tanggung jawab moral terhadap masyarakat
dan negara.

Berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU ASN, UU Anti-KKN, UU
Administrasi Pemerintahan, dan UU Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan hukum
dalam menjaga etika publik. Regulasi ini bertujuan menciptakan pemerintahan yang bersih,
transparan, dan akuntabel.

Dalam praktiknya, implementasi etika publik terlihat melalui penerapan prinsip good
governance, reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, masih
terdapat tantangan seperti korupsi, lemahnya pengawasan, dan budaya birokrasi yang belum
optimal.

Dengan demikian, etika publik merupakan fondasi penting dalam menciptakan tata
kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mewujudkan

kesejahteraan nasional.
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SOAL DISKUSI

1
2
3
4,
5
6

Mengapa Pancasila dijadikan dasar etika dalam administrasi publik di Indonesia?
Jelaskan penerapan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam pelayanan publik!
Bagaimana peran ASN dalam mewujudkan pemerintahan yang beretika?

Apa hubungan antara etika ASN dan regulasi perundang-undangan?

Mengapa transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip penting dalam etika publik?
Apa saja tantangan terbesar dalam implementasi etika pemerintahan di Indonesia saat
ini?

Bagaimana solusi untuk memperkuat etika dalam birokrasi Indonesia?

TUGAS REFLEKTIF

Instruksi:

Tuliskan refleksi pribadi (+ 1-2 halaman) tentang etika publik dalam kehidupan nyata.

Panduan:

1.

ok N

Ceritakan pengalaman Anda atau orang lain saat berinteraksi dengan pelayanan publik
(misalnya di kantor pemerintahan, sekolah, rumah sakit, dll).

Nilai Pancasila apa yang sudah terlihat dalam pelayanan tersebut?

Nilai etika apa yang masih belum diterapkan dengan baik?

Bagaimana seharusnya sikap ASN dalam situasi tersebut?

Jika Anda menjadi ASN, nilai apa yang akan Anda pegang teguh? Mengapa?
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BAB VI
Kode Etik Profesi dan Penegakannya

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Memahami pengertian kode etik profesi secara konseptual.

Menjelaskan fungsi dan peran kode etik dalam suatu profesi.

Mengidentifikasi struktur kode etik (mukadimah, prinsip dasar, aturan perilaku,
mekanisme penegakan).

Menganalisis substansi kode etik yang meliputi nilai moral, standar profesional, dan
tanggung jawab sosial.

Memahami mekanisme penegakan kode etik beserta fungsi preventif, represif, dan
rehabilitatif.

Menjelaskan peran lembaga penegak kode etik (Dewan Kehormatan, Majelis Etik,
Komisi Pengawas).

Menganalisis prinsip-prinsip penegakan kode etik (keadilan, objektivitas, transparansi,
akuntabilitas, kerahasiaan).

8. Mengidentifikasi berbagai tantangan dalam penegakan kode etik di Indonesia.

Kerahasiaan dan

v

Privasi
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A. Pengertian dan Fungsi Kode Etik

Kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekatpada suatuprofesi dan disusun
secara sistematis. Ini berarti, tanpa kodeetik yang sengaja disusun secara sistematis itupun
suatu profesi tetap bisa berjalankarenaprinsip-prinsip moral tersebut sebenarnya sudah
melekat padaprofesisebut. Meskipun demikian, kode etik menjadi perlu karena
jumlahpenyandang profesiitu sendiri sudah sedemikianbanyak, disamping itu tuntutan
masyarakat jugamakin bertambah komplek. Pada titik seperti inilah organisasi profesi
mendesak untuk dibentuk.

Kode etik profesi merupakan norma yang  ditetapkan  dan diterima oleh
kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya
bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata
masyarakat.3Kode etikprofesi merupakan norma vyang diterapkan dan diterima oleh
kelompok profesi yang menyerahkan atau memberi petunjuk kepada anggota
sebagaimana seharusnya.Umumnya memberikan petunjuk-petunjuk kepada para
anggotanya untuk berpraktik dalam profesi.Namun demikian dapat diutarakan bahwa
prinsip-prinsip  yang umum dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda-beda satu
samalain.Kode etik profesi merupakan:Produk etika terapan, dapat berubah dan diubah,
hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, berlaku efektif apabila dijiwai,rumusan
norma moral manusia, menjadi tolok ukur perbuatan anggota kelompok dan Upaya
pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.

Kode etik profesi dibutuhkan: sebagai sarana kontrol sosial; sebagai pencegah
campur tangan pihak lain; sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Fungsi
lain: merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui
dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok
profesi; dapat mencegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota
kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat. Anggota
kelompok profesi atau anggota masyarakat; sebagai kontrol melalui rumusan kode etik
profesi, apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai
dengan kode etik profesi

Secara umum, fungsi utama kode etik adalah sebagai pedoman perilaku bagi individu

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kode etik memberikan batasan yang jelas
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mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga membantu aparatur negara
dalam mengambil keputusan yang tepat secara moral maupun profesional. Dengan adanya
pedoman ini, diharapkan setiap tindakan yang dilakukan tidak menyimpang dari nilai-nilai
etika dan tujuan organisasi.

Selain itu, kode etik juga berfungsi sebagai alat pengendali sosial dalam organisasi.
Kode etik membantu menciptakan keteraturan dan disiplin dengan mengatur perilaku anggota
organisasi agar sesuai dengan norma yang telah disepakati. Dalam hal ini, kode etik berperan
dalam mencegah terjadinya penyimpangan, seperti penyalahgunaan wewenang, konflik
kepentingan, maupun tindakan tidak profesional lainnya.

Fungsi berikutnya adalah sebagai alat penegakan disiplin dan pemberian sanksi. Kode
etik menjadi dasar dalam menilai apakah suatu tindakan melanggar norma atau tidak. Apabila
terjadi pelanggaran, kode etik dapat digunakan sebagai acuan untuk memberikan sanksi yang
sesuai. Dengan demikian, kode etik tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif dalam
menjaga perilaku anggota organisasi.

Kode etik juga memiliki fungsi sebagai penjaga integritas dan profesionalisme. Dengan
mematuhi kode etik, aparatur negara dapat menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai
kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Hal ini penting untuk membangun citra positif
organisasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Selain itu, kode etik berfungsi sebagai alat pembinaan dan pendidikan moral. Melalui
kode etik, individu dapat memahami nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam profesinya.
Proses internalisasi nilai ini akan membentuk karakter yang beretika dan bertanggung jawab
dalam jangka panjang. Dengan demikian, kode etik tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga
membentuk kepribadian profesional yang berintegritas.

Dalam konteks yang lebih luas, kode etik juga berfungsi sebagai instrumen
perlindungan bagi masyarakat. Dengan adanya standar perilaku yang jelas, masyarakat
memiliki jaminan bahwa pelayanan yang diberikan oleh aparatur negara dilakukan secara adil,
transparan, dan tidak diskriminatif. Kode etik menjadi salah satu bentuk komitmen organisasi
dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan publik.

Secara keseluruhan, kode etik memiliki fungsi yang sangat strategis dalam menjaga
kualitas perilaku individu dan organisasi. Kode etik tidak hanya menjadi pedoman normatif,
tetapi juga alat pengendali, penegak disiplin, pembentuk karakter, serta pelindung

kepentingan publik. Oleh karena itu, penerapan kode etik secara konsisten menjadi kunci
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dalam mewujudkan administrasi publik yang profesional, berintegritas, dan dipercaya oleh
masyarakat.
B. Struktur dan Substansi Kode Etik

Kode etik merupakan pedoman normatif yang disusun secara sistematis untuk
mengatur perilaku individu dalam suatu profesi atau organisasi, termasuk dalam administrasi
publik. Agar dapat berfungsi secara efektif, kode etik tidak hanya memerlukan struktur yang
jelas, tetapi juga substansi yang kuat dan relevan dengan nilai-nilai etika serta tuntutan
profesionalisme. Struktur menunjukkan kerangka penyusunan kode etik, sedangkan substansi

merujuk pada isi atau materi nilai dan norma yang terkandung di dalamnya.

1. Struktur Kode Etik

Struktur kode etik pada umumnya disusun secara sistematis dan terorganisir agar
dapat dipahami, diinternalisasi, dan diterapkan secara efektif oleh anggota profesi.
Struktur ini tidak hanya berfungsi sebagai kerangka formal, tetapi juga sebagai sarana
untuk mengkomunikasikan nilai-nilai etika secara jelas dan operasional. Menurut Bertens,
K. — Etika, kode etik harus disusun secara sistematis agar “tidak hanya menjadi kumpulan
norma, tetapi juga menjadi pedoman praktis dalam bertindak secara etis” (Bertens, 2013).
Meskipun terdapat variasi dalam penyusunan di setiap organisasi profesi, secara umum
struktur kode etik memiliki beberapa komponen utama sebagai berikut:

a. Pendahuluan atau Mukadimah

Pendahuluan atau mukadimah merupakan bagian awal yang berfungsi
memberikan landasan filosofis dan normatif bagi keseluruhan isi kode etik. Bagian ini
biasanya memuat latar belakang penyusunan kode etik, tujuan yang ingin dicapai,
serta nilai-nilai dasar yang menjadi pijakan moral profesi.

Mukadimah sering kali mencerminkan kesadaran bahwa profesi memiliki
tanggung jawab yang lebih luas daripada sekadar menjalankan pekerjaan teknis.
Dalam konteks ini, Velasquez, Manuel G. — Business Ethics menyatakan bahwa “etika
profesi bertujuan untuk menjamin bahwa kekuasaan dan keahlian yang dimiliki
profesional digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan semata-mata
kepentingan pribadi” (Velasquez, 2012).

Selain itu, mukadimah juga mencerminkan nilai-nilai universal seperti

kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini menjadi fondasi moral yang

79



akan dijabarkan lebih lanjut dalam bagian-bagian berikutnya. Dengan demikian,
mukadimah tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memberikan arah etis bagi
seluruh anggota profesi.

b. Prinsip-Prinsip Dasar

Prinsip-prinsip dasar merupakan inti dari kode etik yang berfungsi sebagai
landasan normatif bagi aturan-aturan yang lebih spesifik. Prinsip ini bersifat umum,
namun memiliki kekuatan moral yang tinggi karena mencerminkan nilai-nilai
fundamental dalam praktik profesional.

Prinsip-prinsip seperti integritas, objektivitas, profesionalisme, dan tanggung
jawab sosial menjadi pedoman utama dalam pengambilan keputusan etis. Menurut
International Federation of Accountants dalam Code of Ethics for Professional
Accountants, prinsip dasar meliputi integritas, objektivitas, kompetensi profesional,
kerahasiaan, dan perilaku professional.

Lebih lanjut, Keraf, A. Sonny — Etika Bisnis menegaskan bahwa prinsip etika
merupakan “kompas moral yang membantu profesional dalam menghadapi situasi
dilematis yang tidak selalu dapat diatur secara rinci dalam aturan tertulis” (Keraf, 1998).
Dengan demikian, prinsip dasar berfungsi sebagai pedoman fleksibel namun tetap kuat
dalam menjaga perilaku etis.

c. Aturan Perilaku (Code of Conduct)

Aturan perilaku merupakan bagian operasional dari kode etik yang berisi
ketentuan-ketentuan konkret mengenai tindakan yang diperbolehkan dan yang
dilarang. Jika prinsip dasar bersifat umum, maka aturan perilaku bersifat spesifik dan
aplikatif. Bagian ini mengatur berbagai aspek hubungan profesional, seperti hubungan
dengan klien, rekan sejawat, institusi, dan masyarakat. Selain itu, aturan perilaku juga
mencakup pengaturan mengenai konflik kepentingan, kerahasiaan informasi, serta
standar pelayanan.

Menurut Duska, Ronald F. — Accounting Ethics, aturan perilaku diperlukan
karena “prinsip etika yang bersifat umum harus diterjemahkan ke dalam tindakan
konkret agar dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik profesional” (Duska et

al., 2011). Dengan adanya aturan perilaku yang jelas, anggota profesi memiliki
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pedoman vyang konkret dalam bertindak, sehingga dapat meminimalkan
penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas.
d. Mekanisme Penegakan

Kode etik tidak akan efektif tanpa adanya mekanisme penegakan yang jelas dan
tegas. Oleh karena itu, struktur kode etik harus mencakup prosedur penegakan yang
meliputi mekanisme pelaporan pelanggaran, proses investigasi, serta pengambilan
keputusan. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran
kode etik dapat ditangani secara adil, transparan, dan akuntabel. Tanpa mekanisme
penegakan, kode etik hanya akan menjadi dokumen normatif yang tidak memiliki
kekuatan implementatif.

Menurut De George, Richard T. — Business Ethics, “penegakan etika merupakan
elemen penting dalam menjaga kredibilitas profesi, karena tanpa penegakan, norma
etika akan kehilangan makna praktisnya” (De George, 2010). Selain itu, mekanisme
penegakan juga berfungsi sebagai alat kontrol internal dalam organisasi profesi,
sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran secara sistemik.

2. Substansi Kode Etik

Substansi kode etik profesi adalah seperangkat norma, nilai moral, dan aturan
perilaku yang disepakati oleh kelompok profesi untuk mengatur tingkah laku anggotanya.
Isinya mencakup prinsip integritas, objektivitas, kompetensi, serta standar perilaku
profesional yang wajib dipatuhi dalam menjalankan tugas guna menjaga kepercayaan
masyarakat. Keberadaan kode etik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam
menjalankan tugas profesional, tetapi juga sebagai alat kontrol sosial dan mekanisme
penegakan integritas dalam profesi tersebut. Berikut adalah beberapa aspek utama dalam
substansi kode etik:

a. Nilai-Nilai Moral dan Etika

Substansi kode etik pada dasarnya bertumpu pada nilai-nilai moral dan etika
yang bersifat universal dan telah lama menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat.
Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, integritas, serta penghormatan
terhadap martabat manusia bukan hanya menjadi pedoman abstrak, tetapi juga
diterjemahkan ke dalam perilaku konkret dalam praktik profesional.

Kejujuran, misalnya, tidak hanya dimaknai sebagai tidak berbohong, tetapi juga

mencakup keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang relevan kepada klien

81



atau publik. Dalam konteks profesi, kejujuran berkaitan erat dengan transparansi,
akuntabilitas, dan kepercayaan. Tanpa kejujuran, hubungan profesional akan
kehilangan legitimasi moralnya.

Tanggung jawab merupakan nilai yang menuntut setiap profesional untuk siap
menanggung konsekuensi atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Tanggung
jawab tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sosial, karena dampak dari tindakan
profesional seringkali meluas ke masyarakat.

Keadilan menuntut perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif terhadap
semua pihak. Profesional dituntut untuk menghindari bias, baik yang bersifat personal,
sosial, maupun struktural. Dalam praktiknya, keadilan sering kali diuji ketika
profesional harus mengambil keputusan yang melibatkan kepentingan yang saling
bertentangan.

Selain itu, penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi aspek penting
dalam kode etik modern. Setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan secara
bermartabat, dan profesional memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi prinsip
tersebut dalam setiap interaksi. Dengan demikian, nilai-nilai moral dan etika tidak
hanya menjadi dasar normatif, tetapi juga menjadi kompas dalam menghadapi dilema
etika yang kompleks dalam praktik profesional.

b. Standar Profesional

Standar profesional merupakan tolok ukur kualitas dan kompetensi yang harus
dimiliki oleh setiap anggota profesi. Kode etik menetapkan standar ini sebagai bentuk
jaminan kepada masyarakat bahwa layanan yang diberikan oleh profesional memenuhi
kriteria tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Standar profesional mencakup
beberapa aspek utama, di antaranya kompetensi teknis, keterampilan praktis, dan
kemampuan analitis. Seorang profesional dituntut untuk memiliki pengetahuan yang
memadai di bidangnya serta terus memperbarui pengetahuan tersebut sesuai dengan
perkembangan ilmu dan teknologi. Hal ini menegaskan pentingnya prinsip
pembelajaran sepanjang hayat (l/ifelong learning).

Selain itu, standar profesional juga mencakup kualitas kerja, yang meliputi
ketelitian, ketepatan, dan konsistensi dalam menjalankan tugas. Profesional tidak
hanya dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga memastikan bahwa hasil

pekerjaan tersebut memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Tanggung jawab
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terhadap hasil pekerjaan juga menjadi bagian penting dari standar profesional.
Profesional harus siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil, baik
secara moral maupun hukum. Dalam hal terjadi kesalahan, profesional dituntut untuk
bersikap terbuka, melakukan evaluasi, dan mengambil langkah perbaikan.

Dengan adanya standar profesional yang jelas, kode etik berfungsi sebagai alat
untuk menjaga kualitas layanan serta melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang
tidak kompeten atau tidak bertanggung jawab.

c. Tanggung Jawab terhadap Klien atau Pengguna Jasa

Tanggung jawab terhadap klien atau pengguna jasa merupakan salah satu
aspek utama dalam substansi kode etik. Hubungan antara profesional dan klien
didasarkan pada kepercayaan, sehingga profesional memiliki kewajiban untuk menjaga
dan tidak menyalahgunakan kepercayaan tersebut.

Profesional harus memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan
kompetensinya. Hal ini mencakup pemberian informasi yang akurat, pelayanan yang
adil, serta upaya maksimal untuk memenuhi kebutuhan klien. Profesional juga harus
menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan klien, baik secara langsung maupun
tidak langsung.

Kerahasiaan merupakan prinsip penting dalam hubungan profesional dengan
klien. Informasi yang diperoleh selama menjalankan tugas tidak boleh disebarluaskan
tanpa izin, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh hukum atau demi
kepentingan yang lebih besar. Selain itu, profesional harus menghindari konflik
kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas dalam memberikan layanan. Dalam
situasi di mana konflik kepentingan tidak dapat dihindari, profesional harus
mengungkapkan secara transparan kepada klien. Dengan demikian, tanggung jawab
terhadap klien tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga moral, yang menuntut integritas
dan komitmen tinggi dari setiap profesional.

d. Tanggung Jawab terhadap Profesi

Setiap anggota profesi memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan
dan reputasi profesinya. Profesi tidak hanya merupakan pekerjaan, tetapi juga suatu
komunitas yang memiliki nilai, standar, dan identitas bersama. Menjaga reputasi

profesi berarti menghindari tindakan yang dapat merusak citra profesi di mata
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masyarakat. Tindakan tidak etis oleh satu individu dapat berdampak luas terhadap
kepercayaan publik terhadap seluruh profesi tersebut.

Selain itu, anggota profesi juga memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi
dalam pengembangan profesi. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti
mengikuti pelatihan, melakukan penelitian, berbagi pengetahuan, serta terlibat dalam
organisasi profesi. Solidaritas antar sesama profesional juga menjadi bagian dari
tanggung jawab ini. Profesional diharapkan saling menghormati, bekerja sama, dan
tidak menjatuhkan satu sama lain secara tidak etis. Dengan demikian, tanggung jawab
terhadap profesi mencerminkan komitmen kolektif untuk menjaga integritas dan
keberlanjutan profesi tersebut.

e. Tanggung Jawab Sosial

Kode etik tidak hanya mengatur hubungan antara profesional dan klien, tetapi
juga menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat luas. Profesional memiliki
peran strategis dalam kehidupan sosial, sehingga setiap tindakan yang dilakukan dapat
berdampak pada kepentingan publik. Tanggung jawab sosial mencakup kewajiban
untuk bertindak demi kebaikan bersama (public good). Profesional harus
mempertimbangkan dampak sosial dari setiap keputusan yang diambil, termasuk
dampak jangka panjang.

Dalam banyak kasus, profesional dihadapkan pada dilema antara kepentingan
klien dan kepentingan masyarakat. Dalam situasi seperti ini, kode etik biasanya
menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas utama. Selain itu, profesional juga
diharapkan berperan aktif dalam menyelesaikan masalah sosial, seperti ketidakadilan,
diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Peran ini menunjukkan bahwa profesi
tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan.

f. Kerahasiaan dan Privasi

Kerahasiaan dan privasi merupakan elemen fundamental dalam kode etik,
terutama dalam profesi yang berhubungan langsung dengan data dan informasi
sensitif. Profesional memiliki kewajiban untuk menjaga informasi yang diperoleh
selama menjalankan tugas agar tidak disalahgunakan.

Kerahasiaan mencakup segala bentuk informasi, baik yang bersifat pribadi,
bisnis, maupun institusional. Pelanggaran terhadap kerahasiaan tidak hanya merugikan

individu atau organisasi, tetapi juga dapat merusak reputasi profesi secara
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keseluruhan. Dalam era digital, tantangan dalam menjaga privasi semakin kompleks.
Profesional harus memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keamanan informasi,
termasuk perlindungan data dari akses yang tidak sah.
Namun demikian, prinsip kerahasiaan tidak bersifat absolut. Dalam kondisi
tertentu, seperti adanya ancaman terhadap keselamatan publik atau kewajiban
hukum, profesional dapat membuka informasi dengan pertimbangan etis dan prosedur
yang tepat. Dengan demikian, pengaturan kerahasiaan dan privasi tidak hanya
bertujuan untuk melindungi individu, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan sebagai
fondasi utama hubungan profesion
C. Mekanisme Penegakan dan Sanksi

Penegakan kode etik profesi merupakan aspek krusial dalam menjaga integritas,
kredibilitas, dan kepercayaan publik terhadap suatu profesi. Kode etik tidak hanya berfungsi
sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian perilaku profesional.
Oleh karena itu, keberadaan mekanisme penegakan yang jelas dan sistematis menjadi
kebutuhan mendasar agar kode etik tidak sekadar menjadi dokumen formal tanpa
implementasi nyata.

1. Hakikat Penegakan Kode Etik

Penegakan kode etik merupakan jantung dari keberlangsungan suatu profesi yang
bermartabat. Tanpa adanya mekanisme penegakan yang efektif, kode etik berpotensi
menjadi sekadar dokumen normatif yang tidak memiliki daya ikat dalam praktik nyata.
Oleh karena itu, penegakan kode etik tidak hanya dimaknai sebagai tindakan korektif
terhadap pelanggaran, tetapi juga sebagai proses berkelanjutan yang menanamkan
kesadaran etis dalam setiap aktivitas profesional.

Secara konseptual, penegakan kode etik dapat dipahami sebagai proses sistematis,
terstruktur, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap anggota profesi
menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sesuai dengan nilai, norma, serta
standar moral yang telah disepakati bersama. Proses ini tidak bersifat reaktif semata,
melainkan juga proaktif melalui pembentukan budaya etika dalam lingkungan profesi.

Lebih jauh, penegakan kode etik memiliki dimensi moral, sosial, dan institusional.
Dimensi moral berkaitan dengan kesadaran individu dalam bertindak sesuai nilai etika;
dimensi sosial berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap profesi; sedangkan

dimensi institusional berkaitan dengan sistem dan mekanisme formal yang mengatur serta
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mengawasi perilaku profesional. Ketiga dimensi ini saling berkaitan dan menentukan
efektivitas penegakan kode etik secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, penegakan kode etik mencakup tiga spektrum utama, yaitu
pencegahan (preventive), penindakan (repressive), dan pemulihan (rehabilitative). Ketiga
fungsi ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam menciptakan sistem
etika yang utuh dan berkelanjutan.

a. Fungsi preventif

Fungsi preventif merupakan upaya awal yang bertujuan untuk mencegah
terjadinya pelanggaran kode etik sebelum hal tersebut benar-benar terjadi.
Pendekatan ini menekankan pentingnya pembentukan kesadaran dan komitmen etis
sejak dini melalui berbagai strategi, seperti sosialisasi kode etik, pendidikan dan
pelatihan etika profesi, serta internalisasi nilai-nilai moral dalam budaya kerja.

Dalam konteks ini, organisasi profesi memiliki tanggung jawab untuk
memastikan bahwa setiap anggota memahami secara mendalam substansi kode etik,
bukan hanya secara tekstual tetapi juga secara kontekstual. Internalisasi nilai-nilai etika
dapat dilakukan melalui pembiasaan, keteladanan pimpinan, serta integrasi prinsip
etika dalam setiap kebijakan dan prosedur kerja.

Fungsi preventif juga mencakup penciptaan lingkungan kerja yang kondusif,
transparan, dan akuntabel, sehingga potensi terjadinya pelanggaran dapat
diminimalkan. Dengan demikian, penegakan kode etik tidak hanya bergantung pada
pengawasan eksternal, tetapi juga pada kontrol diri (self-regulation) dari setiap individu
profesional.

b. Fungsi represif

Represif berkaitan dengan tindakan yang diambil ketika terjadi pelanggaran
terhadap kode etik. Fungsi ini bertujuan untuk menegakkan aturan, memberikan efek
jera, serta menjaga integritas profesi di mata publik. Dalam hal ini, penegakan kode etik
dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan, persidangan etik, hingga pemberian sanksi
yang proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran.

Penting untuk ditekankan bahwa fungsi represif harus dilaksanakan
berdasarkan prinsip keadilan, objektivitas, dan transparansi. Setiap individu yang
diduga melakukan pelanggaran berhak mendapatkan proses yang adil (due process),

termasuk hak untuk membela diri. Keputusan yang diambil harus didasarkan pada
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bukti yang valid dan pertimbangan yang rasional, bukan pada tekanan atau
kepentingan tertentu.

Selain itu, fungsi represif juga berperan sebagai sarana edukatif bagi anggota
profesi lainnya. Setiap kasus pelanggaran yang ditangani secara terbuka dan
profesional dapat menjadi pembelajaran kolektif, sehingga mendorong peningkatan
kesadaran etis di lingkungan profesi.

c. Fungsi rehabilitatif

Fungsi rehabilitatif merupakan aspek yang sering kali kurang mendapat
perhatian, padahal memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan profesi.
Fungsi ini bertujuan untuk memulihkan nama baik individu yang telah menjalani sanksi,
serta mengembalikan kepercayaan terhadap profesi secara keseluruhan.

Rehabilitasi dapat dilakukan melalui berbagai bentuk pembinaan, seperti
pelatihan ulang (retraining), pendampingan profesional, serta evaluasi kinerja secara
berkala. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penegakan kode etik tidak semata-mata
bersifat menghukum, tetapi juga mendidik dan memperbaiki.

Dalam perspektif yang lebih luas, fungsi rehabilitatif mencerminkan nilai
kemanusiaan dalam penegakan kode etik. Setiap individu memiliki potensi untuk
berubah dan memperbaiki diri, sehingga sistem penegakan yang baik harus
memberikan ruang bagi proses tersebut. Dengan demikian, penegakan kode etik tidak
hanya menjaga aturan, tetapi juga membangun karakter profesional yang berintegritas.

2. Struktur Lembaga Penegak Kode Etik

Penegakan kode etik yang efektif tidak dapat dilepaskan dari keberadaan struktur
kelembagaan yang kuat, independen, dan akuntabel. Lembaga penegak kode etik
berfungsi sebagai pilar utama dalam memastikan bahwa nilai-nilai etika profesi tidak hanya
dipahami, tetapi juga dijalankan secara konsisten oleh setiap anggota. Tanpa dukungan
kelembagaan yang jelas, proses penegakan kode etik berpotensi menjadi tidak terarah,
subjektif, dan rentan terhadap konflik kepentingan.

Secara umum, struktur lembaga penegak kode etik dirancang untuk menciptakan
sistem checks and balances, sehingga setiap tahapan penegakan—mulai dari pengawasan,
pemeriksaan, hingga penjatuhan sanksi—dapat berjalan secara objektif dan profesional.

Struktur ini biasanya terdiri atas beberapa komponen utama yang memiliki fungsi dan
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kewenangan yang saling melengkapi, yaitu Dewan Kehormatan Profesi, Majelis Etik, dan
Komisi Pengawas.
a. Dewan Kehormatan Profesi

Dewan Kehormatan Profesi merupakan lembaga tertinggi dalam struktur
penegakan kode etik yang memiliki otoritas strategis dalam menjaga martabat dan
integritas profesi. Lembaga ini berfungsi sebagai penjaga nilai (guardian of values) yang
memastikan bahwa setiap anggota profesi bertindak sesuai dengan standar etika yang
telah ditetapkan.

Secara operasional, Dewan Kehormatan Profesi memiliki beberapa
kewenangan utama, antara lain:

e Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik;

¢ Menyelenggarakan persidangan etik secara formal;

e Menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran;

e Memberikan rekomendasi kebijakan terkait penguatan etika profesi.

Keanggotaan dewan ini umumnya terdiri dari individu-individu yang memiliki
pengalaman panjang, rekam jejak integritas yang tinggi, serta pemahaman mendalam
terhadap nilai-nilai profesi. Dalam banyak kasus, anggota Dewan Kehormatan juga
dipilih melalui mekanisme seleksi yang ketat untuk menjamin independensi dan
kredibilitasnya.

Lebih jauh, Dewan Kehormatan Profesi tidak hanya berperan dalam aspek
penindakan, tetapi juga dalam pengembangan etika profesi. Lembaga ini seringkali
terlibat dalam penyusunan, revisi, dan sosialisasi kode etik agar tetap relevan dengan
dinamika perkembangan zaman.

b. Majelis Etik

Majelis Etik merupakan forum adjudikatif yang secara khusus menangani
proses persidangan terhadap pelanggaran kode etik. Lembaga ini berfungsi sebagai
“pengadilan etik” yang bertugas menilai, mengadili dan memutuskan perkara
pelanggaran secara objektif, adil, dan transparan.

Dalam menjalankan fungsinya, Majelis Etik memiliki karakteristik sebagai
berikut:

o Bersifat kolegial, yaitu terdiri dari beberapa anggota yang bersama-sama

mengambil keputusan;
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¢ Mengedepankan prinsip due process of ethics, yaitu memberikan kesempatan
yang sama kepada pihak terlapor untuk memberikan pembelaan;

e Menggunakan pendekatan berbasis bukti (evidence-based decision making)
dalam menentukan putusan.

Maijelis Etik biasanya terdiri dari unsur profesional senior, pakar etika, serta
perwakilan organisasi profesi. Komposisi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa
setiap keputusan yang diambil tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga memiliki
legitimasi moral dan profesional.

Proses persidangan dalam Majelis Etik umumnya meliputi beberapa tahapan,
seperti pembacaan laporan, pemeriksaan saksi dan bukti, pembelaan dari terlapor,
hingga musyawarah majelis untuk menentukan putusan. Transparansi dalam proses ini
menjadi kunci penting untuk menjaga kepercayaan anggota profesi dan masyarakat.
c. Komisi Pengawas

Komisi Pengawas memiliki peran strategis dalam aspek pengawasan preventif
dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran kode etik. Lembaga ini bertindak
sebagai garda terdepan dalam memantau perilaku profesional anggota serta
memastikan bahwa praktik kerja sehari-hari tetap berada dalam koridor etika.

Fungsi utama Komisi Pengawas meliputi:

a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dan perilaku profesional
anggota;

b. Menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan dari masyarakat;

c. Melakukan klarifikasi awal terhadap dugaan pelanggaran;

d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Kehormatan atau Majelis Etik untuk
penanganan lebih lanjut.

Dalam praktiknya, Komisi Pengawas juga berperan sebagai penghubung antara
masyarakat dan organisasi profesi. Dengan membuka kanal pengaduan yang mudah
diakses, lembaga ini memungkinkan partisipasi publik dalam mengawasi integritas
profesi. Hal ini penting untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam
penegakan kode etik.

Selain itu, Komisi Pengawas dapat melakukan audit etika secara berkala untuk

mengidentifikasi potensi risiko pelanggaran dan memberikan rekomendasi perbaikan
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sistemik. Dengan demikian, fungsi pengawasan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga
proaktif dalam mencegah terjadinya pelanggaran.
3. Prinsip-Prinsip Penegakan Kode Etik

Penegakan kode etik yang efektif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan
dan lembaga, tetapi juga oleh prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam setiap
prosesnya. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman normatif sekaligus standar
operasional moral yang memastikan bahwa penegakan kode etik dilakukan secara adil,
objektif, dan bermartabat.

Tanpa berpegang pada prinsip-prinsip yang kuat, proses penegakan kode etik
berpotensi menjadi bias, diskriminatif, dan kehilangan legitimasi di mata anggota profesi
maupun masyarakat. Oleh karena itu, internalisasi dan implementasi prinsip-prinsip ini
menjadi syarat mutlak dalam membangun sistem etika yang kredibel dan berkelanjutan.
Adapun beberapa prinsip utama dalam penegakan kode etik adalah sebagai berikut:

a. Keadilan (Justice)

Prinsip keadilan menuntut agar setiap individu diperlakukan secara setara di
hadapan kode etik, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jabatan, status sosial,
kedekatan personal, maupun faktor lainnya. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya
berarti kesamaan perlakuan, tetapi juga proporsionalitas dalam pemberian sanksi
sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Penegakan kode etik yang berlandaskan keadilan akan menciptakan rasa
kepercayaan dan kepastian hukum di kalangan anggota profesi. Sebaliknya,
ketidakadilan dalam proses penegakan dapat menimbulkan ketidakpuasan, konflik
internal, serta merusak integritas lembaga profesi itu sendiri.

b. Objektivitas

Objektivitas merupakan prinsip yang mengharuskan setiap keputusan dalam
penegakan kode etik didasarkan pada fakta, data, dan bukti yang dapat diverifikasi,
bukan pada asumsi, opini pribadi, atau tekanan dari pihak tertentu. Prinsip ini
menuntut adanya sikap profesional, netral, dan bebas dari konflik kepentingan.

Dalam praktiknya, objektivitas diwujudkan melalui penggunaan prosedur yang
jelas, pengumpulan bukti yang valid, serta analisis yang rasional dalam setiap tahap
pemeriksaan dan persidangan. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan memiliki

dasar yang kuat dan dapat diterima oleh semua pihak.
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c. Transparansi

Transparansi mengacu pada keterbukaan dalam proses penegakan kode etik,
mulai dari penerimaan laporan hingga pengambilan keputusan. Prinsip ini bertujuan
untuk memastikan bahwa setiap tahapan dapat dipantau, dipahami, dan dievaluasi
oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Keterbukaan informasi tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi
juga mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan.
Namun demikian, transparansi tetap harus dijalankan secara proporsional dengan
memperhatikan aspek kerahasiaan dan perlindungan terhadap pihak yang terlibat.

d. Akuntabilitas

Akuntabilitas menuntut agar setiap keputusan dan tindakan dalam penegakan
kode etik dapat dipertanggungjawabkan secara moral, profesional, dan administratif.
Artinya, setiap proses harus memiliki dasar yang jelas, terdokumentasi dengan baik,
serta dapat diuji kebenarannya.

Prinsip ini juga berkaitan dengan tanggung jawab lembaga penegak kode etik
untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada anggota
profesi maupun masyarakat. Dengan adanya akuntabilitas, kepercayaan terhadap
sistem penegakan kode etik akan semakin meningkat.

e. Kerahasiaan

Kerahasiaan merupakan prinsip yang menekankan pentingnya menjaga privasi
dan martabat pihak-pihak yang terlibat dalam proses penegakan kode etik, baik
pelapor, terlapor, maupun saksi. Informasi yang diperoleh selama proses pemeriksaan
tidak boleh disebarluaskan secara sembarangan, kecuali untuk kepentingan penegakan
kode etik itu sendiri.

Prinsip ini sangat penting untuk mencegah dampak negatif seperti stigma
sosial, tekanan psikologis, atau kerusakan reputasi yang belum tentu terbukti
kebenarannya. Dengan menjaga kerahasiaan, proses penegakan dapat berlangsung
secara lebih aman, profesional, dan beretika.

Kelima prinsip tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan harus
diimplementasikan secara simultan dalam setiap tahapan penegakan kode etik. Keadilan tanpa

objektivitas dapat menghasilkan keputusan yang bias, sementara transparansi tanpa
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kerahasiaan dapat merugikan pihak tertentu. Oleh karena itu, keseimbangan antarprinsip
menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem penegakan yang efektif.
D. Tantangan Penegakan Kode Etik

Penegakan kode etik dalam praktiknya bukanlah proses yang sederhana, melainkan
suatu upaya kompleks yang melibatkan dimensi moral, kelembagaan, dan sosial secara
bersamaan. Meskipun secara normatif berbagai profesi telah memiliki kode etik yang jelas
serta lembaga penegak vyang terstruktur, realitas di lapangan menunjukkan bahwa
implementasinya sering menghadapi berbagai kendala. Tantangan ini muncul tidak hanya dari
kelemahan sistem, tetapi juga dari faktor manusia dan budaya organisasi yang berkembang di
dalamnya. Oleh karena itu, penegakan kode etik perlu dipahami sebagai proses dinamis yang
senantiasa berhadapan dengan berbagai hambatan yang harus diantisipasi secara kritis dan
sistematis.

Salah satu tantangan yang paling mendasar adalah rendahnya kesadaran dan
internalisasi nilai-nilai etika di kalangan anggota profesi. Dalam banyak kasus di Indonesia,
pelanggaran kode etik seringkali bukan disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap aturan,
melainkan karena kurangnya pemahaman mendalam tentang makna dan urgensi etika itu
sendiri. Misalnya, dalam dunia pendidikan, masih ditemukan praktik guru yang melakukan
diskriminasi terhadap siswa berdasarkan latar belakang akademik atau sosial, meskipun secara
formal mereka memahami prinsip keadilan dalam kode etik profesi guru. Hal ini menunjukkan
bahwa kode etik belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai nilai moral, melainkan masih
dipandang sebagai aturan administratif yang bersifat formalitas.

Selain itu, konflik kepentingan juga menjadi tantangan serius dalam penegakan kode
etik. Dalam konteks organisasi profesi di Indonesia, tidak jarang terjadi situasi di mana
pelanggaran melibatkan individu yang memiliki posisi strategis atau kedekatan dengan
pimpinan. Kondisi ini dapat memengaruhi objektivitas dalam proses penegakan, sehingga
keputusan yang diambil cenderung tidak tegas atau bahkan mengabaikan pelanggaran yang
terjadi. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara
(ASN), terdapat kecenderungan perlakuan yang berbeda antara pegawai biasa dan pejabat
struktural, yang mencerminkan adanya bias akibat konflik kepentingan. Situasi seperti ini
berpotensi merusak kepercayaan terhadap sistem penegakan kode etik secara keseluruhan.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan lemahnya independensi lembaga penegak

kode etik. Idealnya, lembaga ini harus bebas dari intervensi pihak manapun agar dapat
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menjalankan tugasnya secara objektif. Namun dalam praktik di Indonesia, tekanan dari
pimpinan organisasi, kepentingan politik, atau bahkan opini publik seringkali memengaruhi
proses pengambilan keputusan. Dalam beberapa kasus di sektor pendidikan maupun birokrasi,
keputusan terhadap pelanggaran etik terkadang dipengaruhi oleh pertimbangan citra institusi,
sehingga penanganannya menjadi kurang transparan dan tidak optimal. Kondisi ini
menunjukkan bahwa independensi lembaga penegak kode etik masih menjadi pekerjaan
rumah yang perlu diperkuat.

Di sisi lain, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan juga
menjadi tantangan yang signifikan. Proses yang tertutup dan minim informasi seringkali
menimbulkan kecurigaan serta persepsi negatif di kalangan anggota profesi maupun
masyarakat. Misalnya, dalam penanganan kasus pelanggaran etik di lembaga pendidikan, hasil
keputusan seringkali tidak disosialisasikan secara jelas, sehingga memunculkan spekulasi dan
ketidakpercayaan. Padahal, transparansi yang proporsional sangat diperlukan untuk
memastikan bahwa proses penegakan berjalan secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Budaya organisasi yang tidak mendukung juga turut memperumit penegakan kode etik.
Dalam beberapa lingkungan kerja di Indonesia, masih terdapat budaya “menjaga nama baik”
yang disalahartikan sebagai upaya menutup-nutupi pelanggaran. Solidaritas yang berlebihan
seringkali membuat anggota organisasi enggan melaporkan pelanggaran yang terjadi, karena
khawatir dianggap tidak loyal. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus pelanggaran etika di
sekolah atau instansi pemerintah, rekan kerja lebih memilih diam daripada melaporkan,
meskipun mengetahui adanya pelanggaran. Budaya seperti ini secara tidak langsung
melemahkan sistem pengawasan dan membuka ruang bagi pelanggaran yang berulang.

Selain faktor budaya, keterbatasan sumber daya juga menjadi hambatan dalam
penegakan kode etik. Banyak lembaga penegak kode etik di Indonesia yang masih menghadapi
keterbatasan dari segi jumlah personel, kompetensi, maupun dukungan anggaran. Hal ini
berdampak pada lambatnya proses penanganan kasus serta kurang optimalnya pengawasan
terhadap anggota profesi. Dalam beberapa kasus, investigasi terhadap pelanggaran etik
memerlukan waktu yang panjang karena keterbatasan tenaga dan fasilitas, sehingga
mengurangi efektivitas penegakan.

Tantangan lainnya adalah lemahnya perlindungan terhadap pelapor pelanggaran atau
whistleblower. Di Indonesia, meskipun telah ada regulasi yang mengatur perlindungan

pelapor, implementasinya masih belum sepenuhnya optimal. Banyak individu yang enggan
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melaporkan pelanggaran karena takut menghadapi tekanan, intimidasi, atau bahkan risiko
terhadap karier mereka. Dalam konteks pendidikan, misalnya, seorang guru atau tenaga
kependidikan yang melaporkan pelanggaran seringkali menghadapi tekanan sosial dari
lingkungan kerja. Kondisi ini menyebabkan banyak pelanggaran tidak terungkap, sehingga
menghambat proses penegakan kode etik secara menyeluruh.

Di era digital, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan baru dalam
penegakan kode etik. Pelanggaran tidak lagi terbatas pada interaksi langsung, tetapi juga
terjadi di ruang digital, seperti penyalahgunaan media sosial, pelanggaran privasi, hingga
penyebaran informasi yang tidak etis. Di Indonesia, kasus guru atau ASN yang terjerat masalah
etika akibat unggahan di media sosial menjadi contoh nyata bagaimana teknologi memperluas
ruang lingkup pelanggaran. Hal ini menuntut adanya pembaruan dalam regulasi serta
peningkatan literasi digital agar penegakan kode etik tetap relevan dengan perkembangan
zaman.

Dengan berbagai tantangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan kode etik
tidak hanya membutuhkan aturan yang jelas, tetapi juga memerlukan komitmen moral,
budaya organisasi yang sehat, serta sistem kelembagaan yang kuat dan adaptif. Upaya
mengatasi tantangan ini harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan
kesadaran etis, penguatan independensi lembaga, hingga pengembangan sistem yang
transparan dan akuntabel. Dengan demikian, penegakan kode etik dapat berfungsi secara
optimal sebagai instrumen dalam menjaga integritas dan profesionalisme di berbagai bidang

kehidupan.
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RINGKASAN

Kode etik profesi merupakan seperangkat norma dan nilai moral yang menjadi
pedoman bagi individu dalam menjalankan tugas profesionalnya. Kode etik tidak hanya
mengatur perilaku, tetapi juga menjaga kualitas, integritas, dan kepercayaan terhadap profesi
di mata masyarakat.

Fungsi kode etik sangat luas, mulai dari pedoman perilaku, alat kontrol sosial,
penegakan disiplin, hingga perlindungan masyarakat. Dengan adanya kode etik, setiap anggota
profesi memiliki batasan yang jelas mengenai tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Struktur kode etik terdiri dari mukadimah, prinsip-prinsip dasar, aturan perilaku, dan
mekanisme penegakan. Sementara itu, substansinya mencakup nilai moral, standar
profesional, serta tanggung jawab terhadap klien, profesi, dan masyarakat.

Penegakan kode etik dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu preventif
(pencegahan), represif (penindakan), dan rehabilitatif (pemulihan). Proses ini didukung oleh
lembaga seperti Dewan Kehormatan Profesi, Majelis Etik, dan Komisi Pengawas, serta harus
berlandaskan prinsip keadilan, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kerahasiaan.

Namun, dalam praktiknya, penegakan kode etik masih menghadapi berbagai
tantangan, seperti rendahnya kesadaran etika, konflik kepentingan, lemahnya independensi
lembaga, serta perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan komitmen

bersama untuk memperkuat budaya etika dalam setiap profesi.
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SOAL DISKUSI

1.
2.
3.

N oo v &

Mengapa kode etik penting dalam menjaga integritas suatu profesi?

Apa perbedaan antara prinsip dasar dan aturan perilaku dalam kode etik?

Bagaimana fungsi preventif, represif, dan rehabilitatif bekerja dalam penegakan kode
etik?

Mengapa independensi lembaga penegak kode etik sangat penting?

Apa saja tantangan terbesar dalam penegakan kode etik di Indonesia saat ini?
Bagaimana cara meningkatkan kesadaran etika di lingkungan profesi?

Bagaimana peran teknologi digital dalam memperkuat atau justru melemahkan kode

etik?

TUGAS REFLEKTIF

Instruksi:

Bacalah studi kasus berikut, lalu jawab pertanyaan di bawahnya.

Studi Kasus:

Seorang pegawai di kantor pelayanan publik sering datang terlambat dan melayani masyarakat

dengan sikap kurang ramah. Selain itu, ia juga terkadang meminta “uang tambahan” agar

proses pelayanan bisa dipercepat.

Pertanyaan:
1. Nilai kode etik apa saja yang dilanggar dalam kasus tersebut?
2. Apa dampak dari perilaku tersebut terhadap masyarakat dan instansi?
3. Bagaimana seharusnya sikap profesional yang benar dalam situasi tersebut?
4. Jika Anda adalah atasan pegawai tersebut, tindakan apa yang akan Anda ambil?
5. lJika Anda adalah masyarakat yang mengalami hal tersebut, apa yang akan Anda

lakukan?
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BAB VII
Dilema Etika dan Pengambilan Keputusan Publik

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Memahami konsep dilema etika dalam konteks pengambilan keputusan publik.
Mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik nilai yang muncul dalam praktik administrasi
publik.

3. Menganalisis model pengambilan keputusan etis secara sistematis dan rasional.
Menjelaskan konsep dan jenis konflik kepentingan serta dampaknya terhadap
integritas keputusan publik.

5. Mengevaluasi kasus kebijakan publik berdasarkan prinsip etika (keadilan, akuntabilitas,
transparansi).

6. Mengambil keputusan secara etis dalam situasi dilematis dengan mempertimbangkan
berbagai aspek moral dan sosial.

7. Menunjukkan sikap reflektif dan bertanggung jawab dalam menghadapi dilema etika
di lingkungan profesional.

publik.

l

Contoh: Bansos, guru
menilai siswa, kepala

prinsip etika (keadilan,
tanggung jawab, kemanfaatan)

!

5. Ambil keputusan terbaik

Dampak:
« Keputusan tidak objektif
* Merugikan pihak lain

* Menurunkan kepercayaan publik

* Merusak budaya organisasi

PETA KONSEP
DILEMA ETIKA DAN
PENGAMBILAN KEPUTUSAN PUBLIK
I
A. PENGERTIAN B. MODEL PENGAMBILAN D. ANALISIS KASUS
C. KONFLIK KEPENTINGAN
DILEMA ETIKA KEPUTUSAN ETIS KEBIJAKAN PUBLIK
! ! 1 I
1 o o e ) ( o y Benturan antara kepentingan publik Contoh Kasus:
Kondisi konflik nilai ketik:
n(:gml;;h ::t;ranéxa.u'a :t;ua (encisammsisiretia dengan kepentingan pribadi/kelompok « Bansos tidak tepat sasaran
lebih pilihan yang sama- l yang memengaruhi objektivitas. ¢ Kebijakan zonasi pendidikan
sama benar namun 2. Kumpulkan informasi relevan ) * Pengadaan barang/jasa
bertentangan. Bentuk Konflik: * Pembangunan infrastruktur
‘ ¢ (relokasi warga)
v ifikasi it i e Pel ika ASN
3. Identifikasi alternatif tindakan « Potensial . ‘eanggaran.etn a
Muncul dalam praktik l « Persepsional di media sosial
profesional dan ¥
pengambilan keputusan 4. Evaluasi alternatif berdasar

Langkah Analisis Etis:

1. Identifikasi masalah etika

2. Identifikasi pihak terdampak

3. Evaluasi alternatif (keadilan,
kemanfaatan, hak asasi)

4. Tentukan keputusan paling

sekolah memilih guru, dan dapat dipertanggungjawabkan ¥ bertanggung jawab
dsb. Al Pencegahan & Pengelolaan: 5. Refleksi dampak kebijakan
l 6. Refleksi terhadap keputusan * Transpar_ansi . = *
— S dan dampaknya ¢ Deklarasi kepentingan Prinsip Kunci:
Ciri: tekanan moral tinggi, « Pembatasan peran « Keadilan

ketidakpastian, konsekuensi

* Regulasi & pengawasan

Kemanfaatan

.
luas. « Pendidikan etika + Transparansi
L J * Akuntabilitas
| ¢ Integritas
KESIMPULAN:

Pengambilan keputusan publik yang etis membutubkan keseimbangan antara aturan, nilai moral, dan kondisi nyata.
Diperlukan integritas individu serta sistem yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
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A. Pengertian Dilema Etika

Dilema etika merupakan salah satu fenomena yang tidak terpisahkan dari praktik
profesional dan pengambilan keputusan publik. Dalam kehidupan nyata, individu seringkali
dihadapkan pada situasi yang tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga
pertimbangan moral yang kompleks. Dalam konteks ini, dilema etika muncul ketika seseorang
harus memilih di antara dua atau lebih pilihan yang sama-sama memiliki nilai moral, namun
saling bertentangan, sehingga tidak ada keputusan yang sepenuhnya benar atau sepenuhnya
salah.

Secara konseptual, dilema etika dapat dipahami sebagai kondisi di mana individu
menghadapi konflik nilai (value conflict) yang menuntut pengambilan keputusan dengan
mempertimbangkan berbagai aspek, seperti norma sosial, prinsip moral, kepentingan publik,
serta konsekuensi dari setiap pilihan yang tersedia. Dilema ini seringkali tidak memiliki solusi
yang ideal, melainkan hanya pilihan yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara etis
dalam situasi tertentu.

Dalam konteks pengambilan keputusan publik, dilema etika menjadi semakin kompleks
karena keputusan yang diambil tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada
masyarakat luas. Seorang pengambil kebijakan, seperti pejabat publik, guru, atau tenaga
profesional lainnya, sering dihadapkan pada situasi di mana kepentingan individu harus
dihadapkan dengan kepentingan kolektif. Misalnya, seorang kepala sekolah di Indonesia
mungkin menghadapi dilema ketika harus menentukan apakah akan mempertahankan
seorang guru yang memiliki kedekatan personal namun memiliki kinerja rendah, atau
mengambil keputusan tegas demi kualitas pendidikan. Dalam situasi seperti ini, keputusan
yang diambil tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga menyentuh dimensi
etika dan keadilan.

Dilema etika juga dapat muncul akibat benturan antara aturan formal dengan nilai
kemanusiaan. Dalam praktik birokrasi di Indonesia, misalnya, seorang Aparatur Sipil Negara
(ASN) dapat menghadapi situasi di mana aturan administratif tidak sepenuhnya mampu
mengakomodasi kondisi sosial masyarakat. Sebagai contoh, dalam penyaluran bantuan sosial,
terdapat kasus di mana seseorang yang secara administratif tidak memenuhi syarat justru
sangat membutuhkan bantuan secara faktual. Kondisi ini menempatkan petugas pada posisi
dilematis antara menjalankan aturan secara ketat atau mempertimbangkan aspek

kemanusiaan.
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Lebih jauh, dilema etika tidak hanya berkaitan dengan konflik antara benar dan salah,
tetapi juga antara benar dengan benar (right vs right dilemma). Artinya, setiap pilihan yang
diambil memiliki dasar moral yang kuat, namun tidak dapat dijalankan secara bersamaan.
Dalam konteks pendidikan, seorang guru mungkin dihadapkan pada pilihan antara menjaga
kerahasiaan siswa (confidentiality) atau melaporkan kondisi siswa yang berpotensi
membahayakan dirinya kepada pihak lain. Kedua pilihan tersebut sama-sama benar secara
etis, namun menuntut keputusan yang bijaksana berdasarkan situasi yang dihadapi.

Karakteristik utama dari dilema etika adalah adanya tekanan moral yang tinggi,
ketidakpastian dalam hasil keputusan, serta potensi konsekuensi yang luas. Individu yang
menghadapi dilema etika seringkali mengalami kebingungan, keraguan, bahkan tekanan
psikologis karena harus mempertimbangkan berbagai nilai yang saling bertentangan. Oleh
karena itu, kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengambil keputusan
dalam situasi dilematis menjadi kompetensi penting bagi setiap profesional, khususnya dalam
sektor publik.

Dalam perspektif yang lebih luas, dilema etika mencerminkan kompleksitas kehidupan
sosial yang tidak selalu dapat diselesaikan dengan pendekatan normatif semata. Diperlukan
kebijaksanaan (wisdom), integritas, serta sensitivitas moral dalam menghadapi situasi
tersebut. Dengan demikian, pemahaman terhadap dilema etika tidak hanya membantu
individu dalam mengambil keputusan yang tepat, tetapi juga berkontribusi dalam membangun
tata kelola publik yang lebih adil, manusiawi, dan berintegritas.

B. Model Pengambilan Keputusan Etis

Pengambilan keputusan etis merupakan proses yang kompleks dan reflektif, terutama
dalam konteks publik yang sarat dengan kepentingan, nilai, dan konsekuensi sosial. Dalam
menghadapi dilema etika, seorang profesional tidak cukup hanya mengandalkan intuisi atau
pengalaman semata, melainkan memerlukan kerangka berpikir yang sistematis agar
keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral, rasional, dan profesional.
Oleh karena itu, berbagai model pengambilan keputusan etis dikembangkan sebagai panduan
dalam menganalisis situasi dilematis dan menentukan pilihan yang paling tepat.

Secara umum, model pengambilan keputusan etis berfungsi sebagai alat bantu untuk
mengidentifikasi masalah, mengevaluasi alternatif, serta mempertimbangkan dampak dari

setiap pilihan. Model ini juga membantu individu untuk tetap konsisten dengan prinsip-prinsip
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etika, sekaligus menghindari keputusan yang bersifat impulsif atau bias. Dalam praktiknya,
model pengambilan keputusan etis tidak bersifat kaku, tetapi fleksibel dan dapat disesuaikan
dengan konteks situasi yang dihadapi.

Salah satu model yang banyak digunakan adalah model rasional yang menekankan
pada tahapan sistematis dalam pengambilan keputusan. Proses ini biasanya diawali dengan
identifikasi masalah etika yang dihadapi, yaitu mengenali adanya konflik nilai atau
kepentingan. Dalam konteks Indonesia, misalnya, seorang kepala desa yang harus menentukan
prioritas pembangunan antara infrastruktur jalan dan bantuan sosial kepada warga miskin
sedang menghadapi dilema etika yang memerlukan analisis mendalam terhadap kebutuhan
masyarakat.

Tahap berikutnya adalah pengumpulan informasi yang relevan. Informasi ini dapat
berupa fakta lapangan, data administratif, aturan yang berlaku, serta nilai-nilai sosial yang
hidup di masyarakat. Dalam praktik birokrasi Indonesia, pengambilan keputusan yang baik
harus didasarkan pada data yang valid agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau kesalahan
kebijakan. Misalnya, dalam penyaluran bantuan sosial, data penerima harus diverifikasi secara
akurat agar bantuan tepat sasaran.

Setelah informasi terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi alternatif
tindakan yang mungkin diambil. Pada tahap ini, individu perlu mempertimbangkan berbagai
opsi yang tersedia, termasuk konsekuensi positif dan negatif dari masing-masing pilihan.
Dalam konteks pendidikan, seorang guru yang menghadapi siswa yang melakukan pelanggaran
disiplin perlu mempertimbangkan apakah akan memberikan sanksi tegas, melakukan
pendekatan pembinaan, atau mengombinasikan keduanya.

Tahap berikutnya adalah evaluasi alternatif berdasarkan prinsip-prinsip etika, seperti
keadilan, tanggung jawab, dan kemanfaatan. Pada tahap ini, individu dapat menggunakan
pendekatan etika tertentu, seperti etika deontologi yang menekankan pada kewajiban dan
aturan, atau etika utilitarianisme yang menekankan pada manfaat terbesar bagi banyak orang.
Misalnya, dalam pengambilan keputusan publik, seorang pejabat dapat mempertimbangkan
apakah kebijakan yang diambil memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat atau hanya
menguntungkan kelompok tertentu.

Setelah melalui proses evaluasi, individu kemudian mengambil keputusan yang
dianggap paling tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Keputusan ini idealnya merupakan

hasil dari pertimbangan rasional dan moral yang matang, bukan sekadar tekanan situasional
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atau kepentingan pribadi. Dalam praktiknya, keputusan etis seringkali tidak menghasilkan
kepuasan bagi semua pihak, tetapi harus tetap berpegang pada prinsip keadilan dan integritas.

Tahap terakhir adalah refleksi terhadap keputusan yang telah diambil. Refleksi ini
penting untuk mengevaluasi apakah keputusan tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai etika
dan apakah terdapat dampak yang perlu diperbaiki di masa depan. Dalam konteks Indonesia,
refleksi juga dapat menjadi bagian dari budaya evaluasi kinerja dalam organisasi, sehingga
proses pengambilan keputusan terus mengalami perbaikan.

Selain model rasional, terdapat pula pendekatan lain yang menekankan pada intuisi
moral dan pengalaman, terutama dalam situasi yang membutuhkan keputusan cepat. Namun
demikian, dalam konteks profesional dan publik, penggunaan model yang sistematis tetap
lebih diutamakan karena memberikan dasar yang kuat dalam mempertanggungjawabkan
keputusan.

Dengan demikian, model pengambilan keputusan etis tidak hanya membantu individu
dalam menghadapi dilema etika, tetapi juga berperan dalam membangun budaya profesional
yang berintegritas. Dalam konteks Indonesia, penerapan model ini menjadi semakin penting
mengingat kompleksitas permasalahan sosial dan tuntutan terhadap transparansi serta
akuntabilitas dalam pengambilan keputusan publik. Oleh karena itu, setiap profesional
dituntut untuk memiliki kemampuan analitis dan sensitivitas moral agar mampu mengambil
keputusan yang tidak hanya benar secara administratif, tetapi juga bermakna secara etis.

C. Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan merupakan salah satu isu sentral dalam kajian etika profesi dan
pengambilan keputusan publik. Dalam praktiknya, konflik kepentingan terjadi ketika seseorang
yang memiliki tanggung jawab profesional atau jabatan publik dihadapkan pada situasi di
mana kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu berpotensi memengaruhi
objektivitas dan independensi dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini tidak selalu identik
dengan pelanggaran, namun jika tidak dikelola dengan baik, konflik kepentingan dapat
berkembang menjadi tindakan yang tidak etis bahkan koruptif.

Dalam konteks administrasi publik dan profesi di Indonesia, konflik kepentingan
seringkali muncul dalam berbagai bentuk, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.
Misalnya, seorang pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa memiliki

hubungan keluarga dengan salah satu penyedia. Meskipun tidak secara eksplisit melanggar
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aturan, situasi ini berpotensi memengaruhi keputusan yang diambil dan menimbulkan
ketidakpercayaan publik terhadap integritas proses tersebut.

Secara konseptual, konflik kepentingan dapat dipahami sebagai benturan antara dua
kepentingan yang sama-sama memiliki pengaruh terhadap keputusan seseorang, vyaitu
kepentingan publik yang seharusnya diutamakan dan kepentingan pribadi atau kelompok yang
bersifat sekunder. Ketika kepentingan pribadi lebih dominan, maka keputusan yang dihasilkan
cenderung menyimpang dari prinsip keadilan, objektivitas, dan akuntabilitas.

Untuk memahami konflik kepentingan secara lebih komprehensif, berikut beberapa

bentuk yang umum terjadi:

1. Konflik Kepentingan Aktual (Actual Conflict of Interest)

Terjadi ketika seseorang secara nyata berada dalam posisi di mana kepentingan
pribadinya memengaruhi keputusan profesional. Contohnya, seorang kepala sekolah yang
memberikan proyek pembangunan kepada kerabat dekat tanpa proses seleksi yang
transparan.

2. Konflik Kepentingan Potensial (Potential Conflict of Interest)

Terjadi ketika terdapat kemungkinan konflik di masa depan, meskipun belum
berdampak langsung. Misalnya, seorang ASN yang memiliki usaha sampingan di bidang
yang berkaitan dengan tugas jabatannya.

3. Konflik Kepentingan Persepsional (Perceived Conflict of Interest)

Terjadi ketika publik atau pihak lain menilai adanya konflik kepentingan, meskipun
secara faktual belum tentu terjadi. Contohnya, seorang pejabat yang sering berinteraksi
dengan pihak tertentu sehingga menimbulkan kecurigaan adanya keberpihakan.

Dalam praktiknya, konflik kepentingan memiliki dampak yang signifikan terhadap
kualitas pengambilan keputusan. Keputusan yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi
cenderung tidak objektif, berpotensi merugikan pihak lain, serta menurunkan kepercayaan
masyarakat terhadap institusi. Dalam konteks Indonesia, berbagai kasus korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN) seringkali berakar dari konflik kepentingan yang tidak dikelola dengan baik.

Selain itu, konflik kepentingan juga dapat merusak budaya organisasi. Ketika praktik-
praktik yang tidak etis dibiarkan, hal ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang permisif

terhadap pelanggaran. Dalam dunia pendidikan, misalnya, praktik pemberian nilai yang tidak
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objektif karena kedekatan personal antara guru dan siswa dapat merusak prinsip keadilan dan
integritas akademik.
Untuk mencegah dan mengelola konflik kepentingan, diperlukan beberapa langkah

strategis yang dapat diterapkan dalam organisasi profesi maupun lembaga publik, antara lain:

1. Transparansi dalam Pengambilan Keputusan

Setiap proses keputusan harus dilakukan secara terbuka dan dapat
dipertanggungjawabkan untuk meminimalkan kecurigaan dan penyalahgunaan
wewenang.
2. Deklarasi Kepentingan (Disclosure of Interest)

Individu yang memiliki potensi konflik kepentingan wajib mengungkapkan secara
jujur kepada pihak terkait agar dapat dilakukan langkah mitigasi.
3. Pembatasan Peran (Recusal)

Seseorang yang memiliki konflik kepentingan sebaiknya tidak dilibatkan dalam
proses pengambilan keputusan yang terkait.
4. Penguatan Regulasi dan Pengawasan

Diperlukan aturan yang jelas serta mekanisme pengawasan yang efektif untuk
mencegah terjadinya konflik kepentingan.
5. Pendidikan dan Internalisasi Etika

Penanaman nilai-nilai integritas sejak dini menjadi kunci utama dalam mencegah
konflik kepentingan.

Sebagai contoh nyata di Indonesia, dalam proses pengadaan barang dan jasa
pemerintah, telah diterapkan berbagai sistem seperti e-procurement untuk meningkatkan
transparansi dan mengurangi potensi konflik kepentingan. Meskipun demikian, masih terdapat
kasus di mana pejabat memanfaatkan celah sistem untuk kepentingan pribadi atau kelompok,
yang menunjukkan bahwa teknologi saja tidak cukup tanpa integritas individu.

Dengan demikian, konflik kepentingan merupakan tantangan serius dalam penegakan
etika dan pengambilan keputusan publik. Pengelolaan yang baik terhadap konflik kepentingan
tidak hanya akan meningkatkan kualitas keputusan, tetapi juga memperkuat kepercayaan

publik terhadap institusi dan profesi. Oleh karena itu, setiap individu yang berada dalam posisi
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profesional dituntut untuk memiliki kesadaran etis yang tinggi serta komitmen untuk

mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi.

D. Analisis Kasus Kebijakan Publik

Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik seringkali dihadapkan pada tantangan yang
melibatkan keterbatasan sumber daya, keberagaman kondisi sosial, serta tuntutan keadilan
yang tinggi. Oleh karena itu, analisis kasus menjadi sarana penting untuk mengevaluasi apakah
suatu kebijakan telah diambil secara etis, transparan, dan akuntabel, atau justru mengandung
potensi pelanggaran nilai-nilai tersebut.

Salah satu contoh yang relevan adalah kebijakan penyaluran bantuan sosial (bansos)
kepada masyarakat kurang mampu. Dalam praktiknya, kebijakan ini seringkali menghadapi
berbagai dilema etika, terutama terkait dengan validitas data penerima dan keadilan distribusi.
Misalnya, terdapat kasus di mana individu yang secara administratif tidak terdaftar sebagai
penerima justru berada dalam kondisi ekonomi yang sangat membutuhkan bantuan.
Sebaliknya, terdapat pula penerima yang secara ekonomi relatif mampu, tetapi tetap
mendapatkan bantuan karena tercatat dalam data resmi. Kondisi ini menimbulkan dilema bagi
petugas di lapangan, apakah harus berpegang pada aturan administratif atau
mempertimbangkan kondisi faktual masyarakat.

Dari sudut pandang etika, situasi tersebut mencerminkan konflik antara prinsip
keadilan prosedural dan keadilan substantif. Keadilan prosedural menekankan pentingnya
mengikuti aturan yang telah ditetapkan, sementara keadilan substantif lebih menekankan
pada hasil yang adil berdasarkan kondisi nyata. Dalam kasus ini, keputusan yang diambil oleh
pelaksana kebijakan harus mampu menyeimbangkan kedua prinsip tersebut agar tidak
menimbulkan ketimpangan baru di masyarakat.

Contoh lain dapat ditemukan dalam kebijakan zonasi pendidikan di Indonesia.
Kebijakan ini bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan dengan mengatur penerimaan
siswa berdasarkan jarak tempat tinggal. Namun dalam implementasinya, kebijakan ini
menimbulkan berbagai dilema etika, terutama bagi orang tua dan siswa yang memiliki prestasi
tinggi tetapi tidak dapat masuk ke sekolah yang diinginkan karena keterbatasan zonasi. Di sisi
lain, kebijakan ini juga memberikan kesempatan bagi siswa di sekitar sekolah untuk

mendapatkan akses pendidikan yang lebih merata.
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Dalam perspektif etika, kebijakan zonasi mencerminkan upaya pemerintah untuk
mewujudkan keadilan distributif, yaitu pemerataan akses terhadap sumber daya pendidikan.
Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga memunculkan pertanyaan mengenai keadilan individual,
terutama bagi siswa yang merasa dirugikan. Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan publik
seringkali melibatkan pertukaran nilai (trade-off) yang tidak dapat sepenuhnya memuaskan
semua pihak.

Kasus lain yang juga relevan adalah pengambilan keputusan dalam pembangunan
infrastruktur. Pemerintah seringkali dihadapkan pada pilihan antara mempercepat
pembangunan demi kepentingan ekonomi atau mempertimbangkan dampak sosial dan
lingkungan terhadap masyarakat sekitar. Misalnya, pembangunan jalan atau bendungan yang
memerlukan relokasi warga dapat menimbulkan dilema antara kepentingan pembangunan
nasional dan hak-hak masyarakat lokal. Dalam konteks ini, pengambil kebijakan dituntut untuk
mempertimbangkan aspek keadilan, keberlanjutan, serta partisipasi masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan.

Dalam menganalisis kasus-kasus tersebut, terdapat beberapa langkah yang dapat
digunakan sebagai kerangka berpikir etis. Pertama, mengidentifikasi masalah etika yang
muncul dalam kebijakan. Kedua, mengidentifikasi pihak-pihak yang terdampak dan
kepentingannya masing-masing. Ketiga, mengevaluasi alternatif kebijakan berdasarkan
prinsip-prinsip etika, seperti keadilan, kemanfaatan, dan hak asasi. Keempat, menentukan
keputusan yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Kelima, melakukan refleksi
terhadap dampak kebijakan yang telah diambil.

Melalui pendekatan ini, analisis kasus kebijakan publik tidak hanya berfungsi sebagai
alat evaluasi, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan kualitas
pengambilan keputusan di masa depan. Dalam konteks Indonesia, penguatan analisis etis
dalam kebijakan publik menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya tuntutan
masyarakat terhadap transparansi, keadilan, dan akuntabilitas pemerintah.

Analisis kasus kebijakan publik memberikan kontribusi signifikan dalam menjembatani
antara teori etika dan praktik nyata. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap berbagai
kasus, diharapkan para pengambil kebijakan dan profesional dapat mengambil keputusan yang
tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai etika yang kuat dan

berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Tabel 6. 1 Contoh Kasus Kebijakan Publik
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Kasus

. . Pihak L Alternatif ..
No Kebijakan Masalah Etika Konflik Nilai Analisis Etis
. Terdampak Keputusan
Publik
1 Penyaluran Ketidaksesuaian | Masyarakat Keadilan (1) Tetap | Secara etis perlu
Bantuan antara data | miskin, prosedural vs | berdasarkan keseimbangan
Sosial administratif pemerintah, keadilan data, (2) | antara aturan dan
(Bansos) tidak | dan kondisi | aparat desa substantif Verifikasi ulang | kondisi riil
tepat sasaran | nyata lapangan
masyarakat
2 Kebijakan Siswa Siswa, orang | Keadilan (1) Tetap zonasi | Zonasi adil secara
Zonasi berprestasi tua, sekolah, | distributif vs | penuh, (2) | pemerataan, namun
Pendidikan tidak dapat | pemerintah keadilan Kombinasi perlu fleksibilitas
masuk sekolah individual zonasi dan
favorit prestasi
3 | Pengadaan Potensi konflik | Pemerintah, Integritas vs | (1) Penunjukan | Transparansi  dan
Barang dan | kepentingan penyedia jasa, | kepentingan | langsung, (2) | akuntabilitas
Jasa dan nepotisme | masyarakat pribadi Tender terbuka | menjadi prinsip
Pemerintah utama
4 Pembangunan | Pengorbanan Masyarakat Kepentingan | (1) Lanjut tanpa | Harus
Infrastruktur | masyarakat terdampak, umum vs hak | kompensasi, (2) | mempertimbangkan
(Relokasi demi pemerintah individu Relokasi dengan | keadilan sosial dan
Warga) pembangunan ganti rugi kemanusiaan
5 Pelanggaran Penyalahgunaan | ASN, instansi, | Kebebasan (1) Membiarkan, | ASN harus menjaga

Etika ASN di
Media Sosial

kebebasan
berekspresi

masyarakat

individu s
tanggung
jawab profesi

(2) Memberikan
sanksi

netralitas dan citra
institusi

Berdasarkan tabel analisis kasus kebijakan publik yang telah disajikan, dapat

disimpulkan bahwa setiap kebijakan pada dasarnya tidak pernah berada dalam ruang yang

netral secara etika. Seluruh kasus menunjukkan adanya benturan nilai yang tidak dapat

dihindari, baik antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, maupun antara

kepatuhan terhadap aturan dengan tuntutan keadilan substantif. Hal ini menegaskan bahwa

pengambilan keputusan publik bukan sekadar proses administratif, melainkan juga merupakan

proses moral yang menuntut pertimbangan etis yang mendalam.

Salah satu temuan utama dari analisis tersebut adalah bahwa dilema etika dalam

kebijakan publik seringkali berbentuk konflik antara dua nilai yang sama-sama penting, seperti

keadilan prosedural dan keadilan substantif dalam penyaluran bantuan sosial, atau keadilan

106




distributif dan keadilan individual dalam kebijakan zonasi pendidikan. Kondisi ini menunjukkan
bahwa pengambil kebijakan tidak dihadapkan pada pilihan antara benar dan salah, melainkan
antara dua pilihan yang sama-sama memiliki legitimasi moral. Oleh karena itu, keputusan yang
diambil harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan secara proporsional.

Selain itu, tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan
integritas merupakan prinsip yang konsisten muncul sebagai solusi dalam berbagai kasus.
Dalam pengadaan barang dan jasa, misalnya, penerapan sistem yang terbuka seperti e-
procurement menjadi langkah strategis untuk meminimalkan konflik kepentingan. Demikian
pula dalam kasus pelanggaran etika ASN, penegakan disiplin yang disertai edukasi menjadi
pendekatan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Hal ini menunjukkan
bahwa solusi etis tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang
dijalankan.

Lebih jauh, analisis ini juga menegaskan pentingnya pendekatan yang humanis dalam
kebijakan publik, terutama dalam kasus yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti
relokasi akibat pembangunan infrastruktur. Keputusan yang hanya berorientasi pada
kepentingan pembangunan tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan berpotensi
menimbulkan ketidakadilan dan resistensi sosial. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dan
pemberian kompensasi yang layak menjadi bagian penting dari keputusan yang etis.

Dari keseluruhan kasus, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan
publik yang etis memerlukan keseimbangan antara aturan formal, nilai moral, dan kondisi
faktual di lapangan. Tidak cukup bagi pengambil kebijakan untuk sekadar mematuhi regulasi,
tetapi juga harus memiliki sensitivitas etis dalam memahami dampak keputusan terhadap
berbagai pihak. Dengan demikian, kualitas suatu kebijakan tidak hanya diukur dari
efektivitasnya, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan prinsip
keadilan, kemanfaatan, dan tanggung jawab sosial.

Pada akhirnya, analisis ini menegaskan bahwa dilema etika dalam kebijakan publik
merupakan realitas yang tidak dapat dihindari, namun dapat dikelola melalui pendekatan yang
sistematis dan berlandaskan nilai. Dengan memperkuat kapasitas analisis etis, integritas
individu, serta sistem kelembagaan yang transparan dan akuntabel, diharapkan pengambilan
keputusan publik di Indonesia dapat semakin berkualitas, adil, dan berorientasi pada
kepentingan masyarakat luas.

RINGKASAN
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Dilema etika merupakan kondisi ketika individu dihadapkan pada dua pilihan yang
sama-sama benar secara moral, namun saling bertentangan. Dalam konteks publik, dilema ini
menjadi lebih kompleks karena berdampak luas pada masyarakat.

Pengambilan keputusan etis memerlukan pendekatan sistematis melalui tahapan
seperti identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis alternatif, evaluasi berdasarkan
prinsip etika, hingga refleksi. Model ini membantu memastikan bahwa keputusan tidak hanya
rasional tetapi juga bermoral.

Konflik kepentingan menjadi tantangan utama dalam etika publik, yang dapat berupa
konflik aktual, potensial, maupun persepsional. Jika tidak dikelola, hal ini dapat merusak
integritas dan kepercayaan publik.

Berbagai kasus kebijakan publik menunjukkan adanya benturan nilai seperti keadilan
prosedural vs substantif, atau kepentingan umum vs hak individu. Oleh karena itu,
pengambilan keputusan harus menyeimbangkan aturan formal dengan kondisi nyata
masyarakat.

Secara keseluruhan, keputusan publik yang baik adalah keputusan yang tidak hanya
efektif secara administratif, tetapi juga adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan

masyarakat.
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SOAL DISKUSI

1.

Mengapa dilema etika sering disebut sebagai konflik “benar vs benar”? Berikan contoh
konkret dalam dunia pendidikan atau pemerintahan.

Bagaimana cara menyeimbangkan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif
dalam kebijakan publik?

Menurut Anda, apakah semua konflik kepentingan pasti berujung pada pelanggaran
etika? Jelaskan.

Bandingkan pendekatan deontologi dan utilitarianisme dalam pengambilan keputusan
publik. Mana yang lebih relevan di Indonesia?

Dalam kasus bansos tidak tepat sasaran, apa keputusan paling etis menurut Anda?
Jelaskan alasannya.

Apakah kebijakan zonasi pendidikan sudah mencerminkan keadilan? Jelaskan dari
sudut pandang etika.

Bagaimana peran integritas individu dalam mencegah konflik kepentingan di sektor

publik?

TUGAS REFLEKTIF

Petunjuk:

Tuliskan refleksi pribadi (+300-500 kata) berdasarkan pengalaman atau pengamatan Anda.

Pilihan Tema:

1.

Ceritakan pengalaman Anda (atau yang Anda ketahui) ketika menghadapi dilema etika.
Apa keputusan yang diambil dan mengapa?

Jika Anda menjadi seorang pejabat publik, bagaimana Anda akan mengambil
keputusan dalam situasi konflik kepentingan?

Pilih satu kasus kebijakan publik di Indonesia, lalu analisis dari sudut pandang etika
(nilai yang bertentangan, keputusan, dan dampaknya).

Bagaimana Anda akan bersikap jika harus memilih antara mengikuti aturan atau
membantu seseorang yang membutuhkan tetapi tidak memenuhi syarat?

BAB VIII
Korupsi, Konflik Kepentingan, dan Penyalahgunaan Wewenang

CAPAIAN PEMBELAJARAN
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1. Memahami konsep korupsi serta berbagai bentuknya dalam kehidupan nyata.

Mengidentifikasi faktor penyebab korupsi baik dari aspek individu, sistem, maupun

lingkungan.

3. Menjelaskan konsep kolusi dan nepotisme serta hubungan keduanya dalam praktik

KKN.

4. Menganalisis dampak perilaku tidak etis terhadap kepercayaan publik dan stabilitas

sosial.

5. Menentukan strategi pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme secara tepat.

6. Menunjukkan sikap integritas dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari

sebagai bentuk pencegahan korupsi.

PETA KONSEP

KORUPSI, KONFLIK KEPENTINGAN,
DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG

[

| !

|

|

l

' ~ s N

D. DAMPAK TERHADAP

- Mark-up anggaran
- Kickback
- Konflik kepentingan

Kesempatan / peluang

Gaya hidup konsumtif

Lingkungan sosial
- Penyalahgunaan

wewenang

Keteladanan
pimpinan

- Bagian dari KKN

aturan
Terganggunya stabilitas sosial

Hambatan implementasi
kebijakan

Citra pemerintah menurun

A. KORUPSI B. FAKTOR PENYEBAB C. KOLUSIDAN E. STRATEGI PENCEGAHAN
L ) L ) NEPOTISME KEPERCAYAAN PUBLIK
4 l N 4 l ' & l N l l
* Pengertian * Integritas lemah * Kolusi ¢ Penurunan legitimasi « Penguatan integritas & etika
« Bentuk-bentuk: « Faktor ekonomi « Nepotisme pemerintah aparatur _ -
- Suap « Sistem pengawasan B . « Pelayanan publik menurun ¢ Transparansi & akuntabilitas
« Dampak: .
“IFangelapn e Tidak adil ¢ Apatis masyarakat e P:ntgawi;an (internal &
- eksterna
- Gratifikasi ¢ Budaya organisasi N . isipasi i
- Pemerasan perm)ilsif . - Merusak sistem Redtismpybii el « Penerapan sistem merit ASN
- M kan kualitas SDM * Ketidakpatuhan terhadap @
- Nepotisme « Pendidikan moral rendah gk e ke Penegakan hukum tegas

dan konsisten
Partisipasi masyarakat

Digitalisasi & keterbukaan
informasi

Pendidikan karakter

T

dan moral

A

TUJUAN AKHIR

« Mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, dan berintegritas
* Meningkatkan kepercayaan publik dan kualitas pelayanan

A. Definisi dan Bentuk Korupsi

Korupsi

merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk

keuntungan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu yang merugikan kepentingan umum.

Dalam konteks pemerintahan dan organisasi, korupsi sering terjadi ketika seseorang yang
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memiliki wewenang memanfaatkan posisinya untuk memperoleh keuntungan secara tidak
sah. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral
dan etika. Oleh karena itu, korupsi menjadi salah satu masalah serius yang harus diberantas
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara umum, korupsi tidak hanya terbatas pada pencurian uang negara, tetapi juga
mencakup berbagai bentuk perilaku tidak etis seperti suap, gratifikasi, dan manipulasi
kebijakan. Praktik ini dapat terjadi di berbagai sektor, baik di pemerintahan, swasta, maupun
lembaga pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi memiliki cakupan yang luas dan tidak
terbatas pada satu bidang tertentu saja. Oleh sebab itu, pemahaman yang komprehensif
tentang korupsi sangat diperlukan untuk mencegah dan mengatasinya.

Bentuk korupsi yang paling umum adalah suap (bribery), yaitu pemberian sesuatu
kepada pejabat untuk mempengaruhi keputusan yang diambil. Selain itu, terdapat pula
penggelapan (embezzlement) yang dilakukan dengan menyalahgunakan dana atau aset yang
dipercayakan. Tindakan pemerasan (extortion) juga termasuk dalam bentuk korupsi karena
melibatkan tekanan atau ancaman untuk mendapatkan keuntungan. Semua bentuk ini
menunjukkan adanya penyimpangan dari aturan yang berlaku.

Korupsi juga dapat berbentuk nepotisme dan kolusi yang menyebabkan ketidakadilan
dalam proses pengambilan keputusan. Praktik ini sering mengabaikan prinsip meritokrasi dan
profesionalisme. Akibatnya, individu yang kompeten tidak mendapatkan kesempatan yang
semestinya. Hal ini tentu berdampak negatif terhadap kualitas kinerja organisasi atau

pemerintahan.

Tabel 8. 1 Bentuk-bentuk korupsi:

Bentuk Korupsi Penjelasan

Memberi atau menerima sesuatu untuk mempengaruhi

Suap

keputusan
Penggelapan Mengambil dana atau aset secara ilegal
Gratifikasi Pemberian hadiah yang berkaitan dengan jabatan
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Pemerasan Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu

Nepotisme Mengutamakan keluarga dalam jabatan

Selain bentuk-bentuk korupsi yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa
bentuk lain yang sering terjadi dalam praktik kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah
konflik kepentingan (conflict of interest), yaitu kondisi di mana seorang pejabat memiliki
kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambilnya. Konflik
kepentingan ini sering menjadi pintu masuk terjadinya korupsi apabila tidak dikelola dengan
baik. Oleh karena itu, penting untuk adanya aturan yang tegas dalam mengatur potensi konflik
kepentingan.

Bentuk korupsi lainnya adalah penyalahgunaan wewenang (abuse of power), yaitu
penggunaan jabatan atau kekuasaan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan aturan. Tindakan
ini biasanya dilakukan oleh pejabat yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan.
Penyalahgunaan wewenang dapat berdampak luas karena berkaitan langsung dengan
kebijakan publik. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap penggunaan wewenang harus
dilakukan secara ketat.

Selanjutnya, terdapat praktik mark-up anggaran yang sering terjadi dalam pengelolaan
keuangan. Mark-up dilakukan dengan cara menaikkan nilai anggaran dari yang seharusnya
untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Praktik ini sering ditemukan dalam proyek
pengadaan barang dan jasa. Akibatnya, negara mengalami kerugian yang cukup besar.

Selain itu, ada pula praktik kickback atau komisi ilegal yang diberikan oleh pihak tertentu
kepada pejabat sebagai imbalan atas suatu proyek atau keputusan. Praktik ini biasanya
dilakukan secara tersembunyi dan sulit dibuktikan. Kickback merupakan salah satu bentuk
korupsi yang sangat merugikan karena melibatkan kesepakatan antara dua pihak. Oleh karena
itu, transparansi dalam proses pengadaan sangat diperlukan.

B. Faktor Penyebab Korupsi

Korupsi tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang
saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah lemahnya integritas individu yang membuat
seseorang mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Nilai moral yang rendah dan
kurangnya kesadaran akan tanggung jawab menjadi pemicu utama terjadinya penyimpangan.

Oleh karena itu, pembentukan karakter yang kuat sangat penting dalam mencegah korupsi.
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Selain itu, faktor ekonomi juga sering menjadi alasan seseorang melakukan korupsi.
Kebutuhan hidup yang tinggi dan penghasilan yang dianggap tidak mencukupi dapat
mendorong individu untuk mencari jalan pintas. Namun, dalam kenyataannya banyak pelaku
korupsi berasal dari kalangan yang sudah berkecukupan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor
ekonomi bukan satu-satunya penyebab korupsi.

Faktor sistem juga berperan besar dalam terjadinya korupsi, terutama jika sistem
pengawasan lemah dan tidak transparan. Kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan
keuangan membuka peluang bagi individu untuk melakukan penyimpangan. Sistem yang tidak
jelas dan prosedur yang berbelit-belit juga dapat memicu praktik korupsi. Oleh sebab itu,
perbaikan sistem sangat diperlukan untuk menutup celah terjadinya korupsi.

Budaya organisasi yang permisif terhadap korupsi juga menjadi faktor penting. Jika
lingkungan kerja menganggap korupsi sebagai hal yang biasa, maka praktik tersebut akan terus
berlangsung. Selain itu, lemahnya penegakan hukum membuat pelaku tidak jera. Kondisi ini
dapat memperparah situasi dan membuat korupsi semakin sulit diberantas.

Faktor lain yang turut mempengaruhi terjadinya korupsi, yaitu lemahnya sistem
pendidikan moral dan karakter. Pendidikan yang kurang menekankan nilai kejujuran dan
tanggung jawab dapat membentuk individu yang tidak memiliki integritas. Hal ini membuat
seseorang lebih mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi ketika memiliki
kesempatan. Oleh karena itu, pendidikan karakter menjadi sangat penting dalam upaya
pencegahan korupsi sejak dini.

Adanya kesempatan atau peluang yang terbuka lebar juga merupakan faktor untuk
melakukan korupsi. Kesempatan ini biasanya muncul akibat lemahnya sistem pengawasan dan
kontrol dalam suatu organisasi. Ketika tidak ada pengawasan yang ketat, individu cenderung
merasa aman untuk melakukan penyimpangan. Dengan demikian, memperkecil peluang
merupakan langkah penting dalam pencegahan korupsi.

Selanjutnya, gaya hidup konsumtif juga menjadi salah satu penyebab korupsi yang
cukup signifikan. Individu yang memiliki gaya hidup tinggi cenderung ingin memenubhi
kebutuhan dan keinginannya secara instan. Ketika penghasilan yang dimiliki tidak mencukupi,
maka korupsi sering dijadikan jalan pintas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian diri
sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah pengaruh lingkungan sosial. Lingkungan

yang terbiasa dengan praktik korupsi akan membentuk pola pikir bahwa tindakan tersebut
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merupakan hal yang wajar. Hal ini dapat menurunkan sensitivitas moral seseorang terhadap
tindakan korupsi. Oleh sebab itu, lingkungan yang sehat dan berintegritas sangat diperlukan
untuk mencegah berkembangnya praktik korupsi.

Selain itu, kurangnya keteladanan dari pimpinan juga menjadi faktor penyebab korupsi.
Pemimpin yang tidak memberikan contoh yang baik akan mempengaruhi perilaku
bawahannya. Ketika pemimpin terlibat dalam praktik korupsi, maka hal tersebut dapat
dianggap sebagai hal yang biasa. Oleh karena itu, pemimpin harus menjadi teladan dalam
menjunjung tinggi nilai integritas.

C. Kolusi dan Nepotisme

1. Kolusi

Kolusi merupakan kerja sama ilegal antara dua pihak atau lebih untuk memperoleh
keuntungan tertentu dengan cara yang melanggar aturan. Praktik ini biasanya melibatkan
pejabat dan pihak swasta dalam proyek atau pengadaan barang dan jasa. Kolusi sering
dilakukan secara tersembunyi sehingga sulit terdeteksi. Hal ini menjadikan kolusi sebagai
salah satu bentuk penyimpangan yang merugikan negara.

Dalam praktiknya, kolusi dapat merugikan banyak pihak karena menghilangkan
prinsip persaingan yang sehat. Pihak yang seharusnya memiliki kesempatan yang sama
menjadi tersingkir akibat adanya kesepakatan tersembunyi. Kondisi ini tidak hanya
merugikan secara ekonomi, tetapi juga merusak sistem keadilan dalam suatu organisasi
atau pemerintahan. Oleh karena itu, kolusi menjadi ancaman serius bagi tata kelola yang
baik.

Kolusi juga sering kali berkaitan erat dengan praktik korupsi lainnya, seperti suap
dan gratifikasi. Dalam banyak kasus, kolusi menjadi pintu masuk bagi terjadinya tindakan
korupsi yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa kolusi memiliki dampak yang luas
dan tidak berdiri sendiri. Oleh sebab itu, upaya pencegahan kolusi harus dilakukan secara
sistematis dan menyeluruh.

Selain itu, lemahnya pengawasan dan transparansi menjadi faktor utama yang
memungkinkan terjadinya kolusi. Tanpa sistem yang kuat, praktik ini akan terus
berkembang dan sulit dihentikan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sistem
pengawasan serta keterbukaan informasi publik. Dengan demikian, potensi terjadinya

kolusi dapat diminimalisir.
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2. Nepotisme

Nepotisme adalah tindakan mengutamakan keluarga atau kerabat dalam
pemberian jabatan atau kesempatan tanpa mempertimbangkan kompetensi. Praktik ini
sering terjadi dalam proses rekrutmen atau promosi jabatan di berbagai instansi.
Nepotisme mengabaikan prinsip keadilan dan profesionalisme. Akibatnya, kualitas
sumber daya manusia menjadi menurun.

Dampak dari nepotisme sangat merugikan karena dapat menurunkan kualitas
sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Individu yang tidak memiliki kompetensi
dapat menduduki posisi penting hanya karena hubungan kedekatan. Hal ini akan
berdampak pada menurunnya kinerja organisasi secara keseluruhan. Selain itu, pegawai
yang berkompeten dapat kehilangan motivasi karena merasa tidak dihargai.

Nepotisme juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan di lingkungan kerja maupun
masyarakat luas. Ketika masyarakat mengetahui adanya praktik ini, mereka akan
meragukan keadilan dalam sistem yang berjalan. Hal ini dapat memperburuk citra institusi
atau organisasi yang bersangkutan. Oleh sebab itu, nepotisme harus dicegah agar
kepercayaan publik tetap terjaga.

Selain itu, nepotisme sering kali menjadi bagian dari praktik KKN (Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme) yang saling berkaitan satu sama lain. Ketiga praktik ini menciptakan
sistem yang tidak sehat dan merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, diperlukan aturan
yang tegas serta komitmen bersama untuk menolak segala bentuk nepotisme. Dengan
demikian, tercipta lingkungan kerja yang profesional dan berintegritas.

3. Hubungan Kolusi dan Nepotisme

Kolusi dan nepotisme merupakan dua bentuk penyimpangan etika yang sering
terjadi dalam administrasi publik dan memiliki dampak serius terhadap kualitas tata kelola
pemerintahan. Keduanya termasuk dalam praktik yang bertentangan dengan prinsip good
governance, seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan profesionalisme. Dalam
konteks Indonesia, kolusi dan nepotisme menjadi bagian dari fenomena yang lebih luas,
yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang secara tegas dilarang dalam berbagai
peraturan perundang-undangan.

Kolusi dapat dipahami sebagai kerja sama yang tidak sah antara dua pihak atau

lebih untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara melanggar
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aturan yang berlaku. Dalam praktik administrasi publik, kolusi sering terjadi antara pejabat
pemerintah dengan pihak swasta, misalnya dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Sementara itu, nepotisme adalah tindakan yang memberikan keuntungan atau perlakuan
istimewa kepada keluarga, kerabat, atau orang dekat tanpa mempertimbangkan prinsip
meritokrasi atau kompetensi. Nepotisme biasanya terjadi dalam proses rekrutmen,
promosi jabatan, atau pemberian fasilitas tertentu.

Kedua praktik ini sangat merugikan karena dapat merusak sistem birokrasi yang
seharusnya berjalan secara profesional dan objektif. Kolusi menyebabkan kebijakan dan
keputusan publik tidak lagi didasarkan pada kepentingan umum, melainkan pada
kepentingan tertentu yang bersifat tersembunyi. Sementara itu, nepotisme menghambat
terciptanya sistem yang adil karena individu yang tidak kompeten dapat memperoleh
posisi strategis hanya karena hubungan personal.

Dalam praktiknya, kolusi dapat terlihat dalam kasus pengadaan proyek
pemerintah. Misalnya, seorang pejabat bekerja sama dengan perusahaan tertentu untuk
memenangkan tender proyek dengan cara mengatur spesifikasi teknis yang hanya dapat
dipenuhi oleh perusahaan tersebut. Sebagai imbalannya, pejabat tersebut menerima
keuntungan pribadi, seperti komisi atau fasilitas tertentu. Praktik ini tidak hanya
merugikan negara secara finansial, tetapi juga menurunkan kualitas hasil pekerjaan karena
tidak melalui proses seleksi yang kompetitif dan transparan.

Contoh nepotisme dapat ditemukan dalam proses rekrutmen pegawai atau
pengangkatan jabatan di instansi pemerintah. Misalnya, seorang pejabat menggunakan
kewenangannya untuk meloloskan anggota keluarga atau kerabatnya dalam seleksi
pegawai, meskipun yang bersangkutan tidak memenubhi kualifikasi yang ditetapkan. Dalam
kasus lain, promosi jabatan diberikan kepada orang dekat tanpa mempertimbangkan
kinerja dan kompetensi. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan serta menurunkan
motivasi pegawai lain yang lebih kompeten.

Kolusi dan nepotisme juga dapat terjadi dalam skala yang lebih luas, seperti dalam
pengambilan kebijakan publik. Misalnya, kebijakan tertentu dibuat untuk menguntungkan
kelompok usaha tertentu yang memiliki kedekatan dengan pengambil keputusan. Praktik
semacam ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menciptakan ketimpangan

ekonomi dan sosial.
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Dari perspektif etika administrasi publik, kolusi dan nepotisme jelas bertentangan
dengan nilai-nilai integritas, keadilan, dan tanggung jawab. Aparatur negara seharusnya
bertindak berdasarkan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.
Oleh karena itu, pencegahan terhadap praktik ini memerlukan komitmen yang kuat dari
seluruh elemen pemerintahan, termasuk melalui penegakan hukum yang tegas,
penguatan sistem pengawasan, serta penerapan prinsip meritokrasi dalam manajemen
sumber daya manusia.

Selain itu, penting juga untuk membangun budaya organisasi yang menjunjung
tinggi nilai-nilai etika dan profesionalisme. Pendidikan dan pelatihan etika bagi aparatur
negara dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya
integritas dalam menjalankan tugas. Transparansi dalam setiap proses pemerintahan serta
partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga menjadi faktor penting dalam mencegah
terjadinya kolusi dan nepotisme.

Secara keseluruhan, kolusi dan nepotisme merupakan bentuk pelanggaran etika
yang serius dalam administrasi publik. Praktik ini tidak hanya merugikan negara dan
masyarakat, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena
itu, upaya pencegahan dan penindakan terhadap kolusi dan nepotisme harus dilakukan
secara konsisten untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, dan berintegritas.

D. Dampak terhadap Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik merupakan salah satu modal sosial yang sangat penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, kebijakan publik
akan sulit diterima, implementasi program menjadi tidak efektif, serta legitimasi pemerintah
dapat melemah. Dalam konteks administrasi publik, perilaku tidak etis seperti korupsi, kolusi,
dan nepotisme (KKN) memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap menurunnya tingkat
kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Salah satu dampak utama dari praktik tidak etis adalah menurunnya legitimasi
pemerintah. Ketika masyarakat melihat adanya penyalahgunaan wewenang atau ketidakadilan
dalam pelayanan publik, maka persepsi terhadap pemerintah menjadi negatif. Hal ini dapat
memunculkan ketidakpuasan, kritik, bahkan resistensi terhadap kebijakan yang dikeluarkan.
Pemerintah yang kehilangan legitimasi akan mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi-

fungsi pemerintahan secara efektif.
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Selain itu, praktik tidak etis juga berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan
publik. Ketika aparatur lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok, maka
orientasi pelayanan kepada masyarakat menjadi terabaikan. Hal ini dapat terlihat dari
pelayanan yang lambat, diskriminatif, dan tidak profesional. Akibatnya, masyarakat menjadi
enggan berinteraksi dengan institusi pemerintah dan cenderung mencari alternatif di luar
sistem formal.

Dampak lainnya adalah meningkatnya sikap apatis dan ketidakpercayaan masyarakat
terhadap institusi publik. Masyarakat yang berulang kali mengalami ketidakadilan atau melihat
praktik KKN akan kehilangan harapan terhadap perubahan. Sikap apatis ini berbahaya karena
dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, seperti pemilihan umum,
pengawasan kebijakan, maupun keterlibatan dalam program pembangunan.

Lebih jauh, rendahnya kepercayaan publik juga dapat menghambat efektivitas
kebijakan publik. Kebijakan yang sebenarnya baik dapat mengalami penolakan apabila
masyarakat tidak percaya kepada pemerintah yang mengeluarkannya. Kurangnya kepercayaan
ini menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan, sehingga tujuan
kebijakan sulit tercapai secara optimal.

Selain itu, dampak jangka panjang dari menurunnya kepercayaan publik adalah
terganggunya stabilitas sosial dan politik. Ketidakpercayaan yang meluas dapat memicu konflik
sosial, protes, bahkan ketidakstabilan politik. Dalam kondisi ekstrem, hal ini dapat mengancam
keberlangsungan sistem pemerintahan itu sendiri.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya yang serius dalam
membangun kembali kepercayaan publik. Salah satu langkah penting adalah dengan
memperkuat integritas dan etika aparatur negara. Pemerintah harus menunjukkan komitmen
nyata dalam memberantas praktik KKN melalui penegakan hukum yang tegas dan transparan.
Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi kunci dalam membangun
kembali kepercayaan masyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas juga harus terus ditingkatkan agar masyarakat dapat
mengawasi kinerja pemerintah secara langsung. Partisipasi masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan juga perlu didorong, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih
responsif terhadap kebutuhan publik. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat dapat

dibangun kembali secara bertahap.
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Secara keseluruhan, kepercayaan publik merupakan elemen yang sangat penting
dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Praktik tidak etis seperti kolusi dan
nepotisme memiliki dampak yang serius terhadap menurunnya kepercayaan tersebut. Oleh
karena itu, penerapan etika dalam administrasi publik bukan hanya menjadi kewajiban moral,
tetapi juga merupakan kebutuhan strategis dalam menciptakan pemerintahan yang efektif,
stabil, dan berkelanjutan.

berikut disajikan berbagai dampak utama perilaku tidak etis terhadap kepercayaan

publik dalam bentuk tabel.

Tabel 8. 2 Dampak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

No | Dampak Utama Penjelasan
1 | Penurunan Legitimasi | Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah
Pemerintah akibat praktik tidak etis seperti KKN, sehingga kebijakan
sulit diterima.
2 | Menurunnya Kualitas | Aparatur lebih mementingkan kepentingan
Pelayanan Publik pribadi/kelompok sehingga pelayanan menjadi lambat,
diskriminatif, dan tidak profesional.
3 | Meningkatnya Sikap | Masyarakat menjadi tidak peduli terhadap kebijakan dan
Apatis Masyarakat program pemerintah karena merasa tidak ada perubahan
yang signifikan.
4 | Rendahnya Partisipasi | Kepercayaan yang menurun menyebabkan masyarakat
Publik enggan terlibat dalam proses demokrasi dan pengawasan
kebijakan.
5 | Menurunnya Kepatuhan | Masyarakat cenderung tidak mematuhi aturan karena tidak
terhadap Kebijakan percaya pada integritas pemerintah.
6 | Terganggunya Stabilitas | Ketidakpercayaan dapat memicu konflik sosial, protes, dan
Sosial ketegangan antara masyarakat dan pemerintah.
7 Hambatan dalam | Kebijakan publik menjadi tidak efektif karena kurangnya
Implementasi Kebijakan | dukungan dan kepercayaan dari masyarakat.
8 | Menurunnya Citra dan | Pemerintah dipandang negatif baik di dalam negeri
Reputasi Pemerintah maupun secara internasional.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa perilaku tidak etis dalam

penyelenggaraan pemerintahan memiliki dampak yang multidimensional terhadap

kepercayaan publik. Penurunan legitimasi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta
terganggunya stabilitas sosial menunjukkan bahwa etika bukan hanya persoalan moral, tetapi
juga faktor strategis dalam keberhasilan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, penguatan
etika publik menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan
efektivitas kebijakan dan keberlanjutan pembangunan.

E. Strategi Pencegahan
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Pencegahan terhadap perilaku tidak etis dalam administrasi publik, seperti korupsi,
kolusi, dan nepotisme, merupakan langkah strategis dalam menjaga kepercayaan publik serta
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya pencegahan tidak cukup hanya
melalui penegakan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan yang komprehensif,
mencakup penguatan sistem, peningkatan integritas aparatur, serta partisipasi masyarakat.
Strategi pencegahan harus dirancang secara sistematis agar mampu mengatasi akar
permasalahan sekaligus meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan.

Salah satu strategi utama adalah penguatan integritas dan etika aparatur negara
melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Aparatur publik perlu dibekali pemahaman
yang kuat tentang nilai-nilai etika, tanggung jawab moral, serta konsekuensi dari pelanggaran
etika. Selain itu, internalisasi nilai-nilai integritas dalam budaya organisasi juga menjadi kunci
agar etika tidak hanya menjadi aturan formal, tetapi menjadi kebiasaan dalam bekerja.

Strategi berikutnya adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah perlu membuka akses informasi kepada publik
secara luas agar masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja
aparatur. Transparansi ini dapat dilakukan melalui digitalisasi layanan, publikasi laporan
kinerja, serta sistem informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Selanjutnya, penguatan sistem pengawasan baik internal maupun eksternal juga
menjadi langkah penting. Pengawasan internal dapat dilakukan oleh inspektorat dan unit
pengawasan di masing-masing instansi, sedangkan pengawasan eksternal melibatkan lembaga
independen serta masyarakat. Dengan adanya pengawasan yang efektif, potensi
penyimpangan dapat dideteksi sejak dini dan segera ditindaklanjuti.

Selain itu, penerapan sistem merit dalam manajemen ASN sangat penting untuk
mencegah nepotisme. Rekrutmen, promosi, dan mutasi pegawai harus didasarkan pada
kompetensi, kinerja, dan kualifikasi, bukan pada kedekatan personal atau kepentingan
tertentu. Sistem ini akan menciptakan birokrasi yang profesional dan adil.

Strategi lainnya adalah penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap
pelanggaran etika. Sanksi yang jelas dan diterapkan secara adil akan memberikan efek jera
serta menjadi pembelajaran bagi aparatur lainnya. Penegakan hukum juga harus dilakukan
secara transparan agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Partisipasi masyarakat juga menjadi elemen penting dalam pencegahan.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan publik dapat dilakukan melalui mekanisme
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pengaduan, keterlibatan dalam perencanaan kebijakan, serta akses terhadap informasi publik.
Masyarakat yang aktif akan menjadi kontrol sosial yang efektif terhadap penyelenggaraan
pemerintahan.

Untuk memperjelas hubungan antara dampak dan strategi pencegahan, berikut

disajikan tabel yang mengaitkan dampak perilaku tidak etis dengan upaya penanganannya:

Tabel 8. 3 Strategi Pencegahan

No | Dampak Strategi Pencegahan
1 | Penurunan legitimasi pemerintah | Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan
komunikasi publik
2 | Menurunnya kualitas pelayanan | Peningkatan kompetensi ASN dan standar
publik pelayanan publik
3 | Meningkatnya sikap apatis | Mendorong partisipasi publik dan keterlibatan
masyarakat masyarakat
4 | Rendahnya partisipasi publik Membuka akses informasi dan ruang partisipasi
yang luas
5 | Menurunnya kepatuhan terhadap | Penegakan hukum yang konsisten dan edukasi
kebijakan publik
6 | Terganggunya stabilitas sosial Kebijakan yang adil, inklusif, dan responsif
7 | Hambatan implementasi kebijakan | Perbaikan tata kelola dan koordinasi antar
lembaga
8 | Menurunnya citra pemerintah Penguatan integritas, reformasi birokrasi, dan
publikasi kinerja

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa setiap dampak negatif yang timbul
akibat perilaku tidak etis dapat diatasi melalui strategi yang tepat dan terintegrasi. Pencegahan
bukan hanya tanggung jawab individu aparatur, tetapi juga merupakan tanggung jawab sistem
pemerintahan secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama antara
pemerintah, aparatur, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang berintegritas.

Secara keseluruhan, strategi pencegahan terhadap perilaku tidak etis harus dilakukan
secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika dalam setiap
aspek tata kelola pemerintahan, diharapkan dapat tercipta birokrasi yang profesional, bersih,
dan berorientasi pada kepentingan publik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah dapat terus terjaga dan meningkat.
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RINGKASAN

Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang
merugikan kepentingan umum. Bentuknya beragam, seperti suap, penggelapan, gratifikasi,
hingga nepotisme dan penyalahgunaan wewenang. Korupsi tidak hanya terjadi karena faktor
individu, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem yang lemah, budaya organisasi, dan lingkungan
sosial.

Kolusi dan nepotisme merupakan bagian dari praktik KKN yang merusak keadilan dan
profesionalisme. Kolusi melibatkan kerja sama ilegal, sedangkan nepotisme mengutamakan
hubungan keluarga dibanding kompetensi.

Dampak dari perilaku tidak etis ini sangat luas, terutama menurunnya kepercayaan
publik, kualitas pelayanan yang buruk, hingga terganggunya stabilitas sosial. Oleh karena itu,
diperlukan strategi pencegahan seperti penguatan integritas, transparansi, pengawasan,

penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat.
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SOAL DISKUSI

1. Mengapa korupsi tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga faktor moral
dan sistem?

2. Bagaimana hubungan antara konflik kepentingan dengan munculnya korupsi?

3. Menurut Anda, mana yang lebih berbahaya: kolusi atau nepotisme? Jelaskan
alasannya.

4. Mengapa kepercayaan publik sangat penting dalam pemerintahan?

5. Bagaimana peran masyarakat dalam mencegah praktik KKN di lingkungan sekitar?

TUGAS REFLEKTIF

1. Pernahkah Anda melihat atau mendengar praktik yang mengarah pada korupsi, kolusi,
atau nepotisme di lingkungan sekitar? Jelaskan secara singkat.

2. Bagaimana perasaan Anda terhadap praktik tersebut?

3. Jika Anda berada dalam posisi memiliki kekuasaan, bagaimana cara Anda mencegah
terjadinya penyalahgunaan wewenang?

4. Nilai apa yang paling penting untuk dimiliki agar terhindar dari perilaku korupsi?

5. Tuliskan komitmen pribadi Anda untuk menjaga integritas dalam kehidupan sehari-

hari.
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BAB IX

Etika Pelayanan Publik dan Akuntabilitas

CAPAIAN PEMBELAJARAN

S A T o

PETA KONSEP

Menganalisis pentingnya etika komunikasi birokrasi.

Menjelaskan konsep pelayanan publik dan prinsip-prinsipnya.
Mengidentifikasi komponen standar pelayanan publik.
Memahami hak dan kewajiban warga negara dalam pelayanan publik.

Menjelaskan hubungan antara kepuasan dan kepercayaan publik.

ETIKA PELAYANAN PUBLIK

Menunjukkan sikap bertanggung jawab, adil, dan etis dalam kehidupan sehari-hari.

e a N C =3
A. KONSEP B. STANDAR C. HAK DAN D. ETIKA KOMUNIKASI E. KEPUASAN DAN
PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PUBLIK KEWAJIBAN WARGA BIROKRASI KEPERCAYAAN PUBLIK
L. ) NEGARA R )
v ) ‘ o ! - I} .
¢ Pengertian * Pengertian ¢ Hak warga negara: * Bahasa jelas dan sopan * Kepuasan publik:
e Prinsip: * Komponen: =P o Sikap ramah dan empati - Pelayanan cepat
; - Pendidikan
= - Prosed dah
Keadilan - Prosedur - PakstissniR o Mendengarkan aktif Tose ur muda
- Transparansi - Waktu B e 4 - Biaya transparan
- Akuntabilitas - Biaya I er;?en ap * Komunikasi dua arah - Sikap petugas baik
e - Perlindungan hukum o ResBOoNEH
- Profesionalisme - Produk layanan - Partisipasi SFROTSH » Kepercayaan publik:
- Responsivitas & : ikasi diaital 2
P! Sarana prasarana B T e Etika komunikasi digital - Integritas
o Kualitas layanan * Tujuan - Taat hukum » Menghindari sikap - Transparansi
¢ Perkembangan: o Landasan hukum - Membayar pajak diskriminatif - Konsistensi
- Menghormati orang lain :
- E-government » Faktor yang mempengaruhi
* Pengawasan - Menjaga ketertiban e
* Tantangan « Evaluasi - Bela negara * Dampak
- Menjaga persatuan
. J (. J .

TUJUAN AKHIR

¢ Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel
¢ Meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat
¢ Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
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A. Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat secara menyeluruh. Pelayanan ini mencakup penyediaan barang,
jasa, dan administrasi yang menjadi hak setiap warga negara tanpa terkecuali. Dalam
praktiknya, pelayanan publik tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga pada proses
yang adil dan transparan. Oleh karena itu, pelayanan publik harus dilaksanakan secara
profesional agar mampu memberikan manfaat yang maksimal. Keberhasilan pelayanan publik
menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pemerintahan.

Konsep pelayanan publik juga menekankan pentingnya kualitas layanan yang diberikan
kepada masyarakat. Kualitas tersebut dapat diukur melalui kepuasan pengguna layanan,
kecepatan pelayanan, serta ketepatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Aparatur
pemerintah dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai agar dapat memberikan
pelayanan secara optimal. Selain itu, sikap ramah dan tanggap juga menjadi faktor penting
dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan demikian, pelayanan publik tidak hanya
bersifat administratif, tetapi juga humanis.

Prinsip keadilan dalam pelayanan publik menuntut agar setiap warga negara
mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Hal ini berarti tidak boleh ada
perbedaan pelayanan berdasarkan status sosial, ekonomi, maupun latar belakang lainnya.
Transparansi juga menjadi prinsip penting yang harus diterapkan dalam setiap proses
pelayanan. Informasi mengenai prosedur, biaya, dan waktu pelayanan harus disampaikan
secara terbuka kepada masyarakat. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat
mengawasi jalannya pelayanan secara langsung.

Akuntabilitas dalam pelayanan publik mengharuskan setiap aparatur bertanggung
jawab atas tindakan yang dilakukan. Setiap keputusan yang diambil harus dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral. Hal ini penting untuk mencegah
terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan. Selain itu, akuntabilitas juga
mendorong aparatur untuk bekerja lebih profesional dan berhati-hati. Dengan demikian,
pelayanan publik akan menjadi lebih terpercaya.

Pelayanan publik juga berkaitan erat dengan konsep tata kelola pemerintahan yang
baik atau good governance. Dalam konsep ini, pemerintah dituntut untuk menjalankan

pelayanan secara efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Partisipasi
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masyarakat juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Masyarakat
diharapkan dapat memberikan masukan dan kritik yang konstruktif. Dengan adanya kolaborasi
antara pemerintah dan masyarakat, pelayanan publik dapat terus ditingkatkan.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam
pelayanan publik. Layanan berbasis digital atau e-government memungkinkan masyarakat
untuk mengakses pelayanan dengan lebih mudah dan cepat. Hal ini juga membantu
mengurangi praktik birokrasi yang berbelit-belit dan tidak efisien. Selain itu, teknologi juga
meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik. Dengan demikian, pelayanan publik
menjadi lebih modern dan adaptif.

Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam penyelenggaraan
pelayanan publik. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia,
kurangnya fasilitas, serta budaya birokrasi yang belum sepenuhnya profesional. Tantangan ini
perlu diatasi melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Pemerintah juga perlu
meningkatkan kualitas pelatihan bagi aparatur. Dengan upaya tersebut, kualitas pelayanan
publik dapat terus meningkat. Dengan demikian, konsep pelayanan publik tidak hanya
berfokus pada penyediaan layanan semata. Pelayanan publik juga mencakup nilai-nilai etika,
tanggung jawab, dan profesionalisme dalam melayani masyarakat. Hal ini menjadikan
pelayanan publik sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional. Oleh karena
itu, peningkatan kualitas pelayanan publik harus menjadi prioritas utama pemerintah. Dengan
pelayanan yang baik, kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Dalam melihat kualitas pelayanan publik, data empiris menjadi salah satu alat penting
untuk menilai kinerja pemerintah. Salah satu indikator yang sering digunakan adalah Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan
yang diberikan. Berdasarkan berbagai laporan nasional, nilai IKM di banyak instansi
pemerintah menunjukkan tren peningkatan, meskipun masih terdapat kesenjangan antar
daerah. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan pelayanan publik telah dilakukan, namun
belum merata. Oleh karena itu, data IKM menjadi dasar penting dalam evaluasi pelayanan
publik.

Selain IKM, indikator lain yang sering digunakan adalah Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
yang menggambarkan tingkat transparansi dan integritas dalam pelayanan publik. Data
menunjukkan bahwa praktik korupsi dalam pelayanan publik masih menjadi tantangan di

beberapa sektor. Hal ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan yang diterima
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masyarakat. Semakin rendah tingkat korupsi, maka semakin tinggi kualitas pelayanan yang
diberikan. Dengan demikian, upaya peningkatan pelayanan publik harus diiringi dengan
penguatan integritas aparatur.

Data dari survei pelayanan publik juga menunjukkan bahwa faktor utama yang
mempengaruhi kepuasan masyarakat adalah kecepatan pelayanan, kemudahan prosedur, dan
sikap petugas. Masyarakat cenderung merasa puas apabila pelayanan diberikan secara cepat
dan tidak berbelit-belit. Sebaliknya, prosedur yang rumit menjadi salah satu keluhan utama
dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, penyederhanaan birokrasi menjadi kebutuhan yang
mendesak. Data ini menunjukkan bahwa reformasi pelayanan harus difokuskan pada aspek
yang langsung dirasakan masyarakat.

Dalam konteks digitalisasi, data menunjukkan peningkatan penggunaan layanan
berbasis elektronik atau e-government. Banyak masyarakat mulai beralih menggunakan
layanan online karena dianggap lebih praktis dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa
transformasi digital dalam pelayanan publik memberikan dampak positif. Namun demikian,
masih terdapat kesenjangan akses teknologi di beberapa daerah. Oleh karena itu, pemerintah
perlu memastikan bahwa digitalisasi pelayanan dapat diakses secara merata.

Data juga menunjukkan adanya hubungan antara kualitas pelayanan publik dengan
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Semakin baik pelayanan yang
diberikan, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat. Kepercayaan ini penting
untuk menjaga stabilitas sosial dan mendukung keberhasilan program pemerintah. Sebaliknya,
pelayanan yang buruk dapat menurunkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Oleh
karena itu, peningkatan pelayanan publik harus menjadi prioritas utama.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia
sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Aparatur yang memiliki kkmampuan dan
keterampilan yang baik cenderung memberikan pelayanan yang lebih profesional. Sebaliknya,
kurangnya pelatihan dan pengembangan SDM dapat menurunkan kualitas pelayanan. Data ini
menunjukkan bahwa investasi dalam pengembangan SDM sangat penting. Dengan SDM yang
berkualitas, pelayanan publik dapat ditingkatkan secara signifikan.

Dalam perspektif global, data menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem
pelayanan publik yang baik cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Hal ini
menunjukkan bahwa pelayanan publik memiliki peran strategis dalam pembangunan. Negara

yang mampu memberikan pelayanan yang berkualitas akan lebih mampu memenuhi
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kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itu, peningkatan pelayanan publik harus menjadi
bagian dari strategi pembangunan nasional. Data ini memperkuat pentingnya pelayanan
publik dalam konteks yang lebih luas.

B. Standar Pelayanan Publik

Standar pelayanan publik merupakan pedoman vyang digunakan dalam
penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Standar ini bertujuan untuk menjamin bahwa
pelayanan yang diberikan memiliki kualitas yang konsisten dan dapat diukur. Dengan adanya
standar pelayanan, masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam proses
pelayanan. Hal ini juga membantu menciptakan transparansi dalam pelayanan publik. Oleh
karena itu, standar pelayanan menjadi bagian yang sangat penting.

Komponen dalam standar pelayanan publik meliputi berbagai aspek yang saling
berkaitan. Aspek tersebut antara lain prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya yang
diperlukan, serta produk layanan yang dihasilkan. Setiap komponen harus disusun secara jelas
dan mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman
dalam proses pelayanan. Dengan demikian, pelayanan dapat berjalan dengan lebih efektif.

Penyusunan standar pelayanan harus melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini
penting agar standar yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain
itu, keterlibatan masyarakat juga meningkatkan rasa memiliki terhadap pelayanan tersebut.
Pemerintah harus membuka ruang dialog dengan masyarakat dalam proses penyusunan
standar. Dengan demikian, standar pelayanan menjadi lebih relevan.

Sosialisasi standar pelayanan juga menjadi hal yang sangat penting. Informasi
mengenai standar harus disampaikan melalui berbagai media agar mudah diakses oleh
masyarakat. Media tersebut dapat berupa papan pengumuman, website, maupun aplikasi
digital. Dengan adanya sosialisasi yang baik, masyarakat akan lebih memahami prosedur
pelayanan. Hal ini akan mengurangi kesalahan dalam proses pelayanan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan harus dilakukan secara
konsisten. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan juga dapat mencegah
terjadinya penyimpangan dalam pelayanan. Lembaga pengawas internal maupun eksternal
memiliki peran penting dalam hal ini. Dengan pengawasan yang baik, kualitas pelayanan dapat

terjaga.
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Evaluasi terhadap standar pelayanan perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi ini
bertujuan untuk mengetahui kekurangan dalam pelayanan dan melakukan perbaikan. Hasil
evaluasi dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan. Selain itu, evaluasi juga
membantu meningkatkan efisiensi pelayanan. Dengan demikian, pelayanan publik dapat terus
berkembang. Standar pelayanan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah. Masyarakat akan merasa lebih aman dan nyaman dalam menerima
pelayanan. Selain itu, standar juga dapat mencegah praktik korupsi dalam pelayanan publik.
Hal ini karena setiap proses telah diatur secara jelas dan transparan. Dengan demikian,

pelayanan menjadi lebih akuntabel.

Tabel 9. 1 komponen standar pelayanan publik:

Komponen Penjelasan

Prosedur Langkah-langkah pelayanan
Waktu Penyelesaian Lama waktu pelayanan

Biaya Tarif atau biaya yang dikenakan
Produk Layanan Hasil pelayanan yang diterima
Sarana Prasarana Fasilitas pendukung pelayanan

Dengan adanya standar pelayanan publik, diharapkan pelayanan menjadi lebih
terstruktur dan berkualitas. Standar ini juga membantu meningkatkan efisiensi dalam
pelayanan. Selain itu, masyarakat dapat lebih mudah memahami proses pelayanan. Hal ini
akan menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian,
pelayanan publik menjadi lebih optimal.

Standar pelayanan publik memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem
pemerintahan di Indonesia. Salah satu dasar utama adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur kewajiban penyelenggara layanan dalam
menetapkan dan menerapkan standar pelayanan. Undang-undang ini menegaskan bahwa
setiap instansi wajib menyusun standar pelayanan sebagai bentuk komitmen terhadap kualitas
layanan. Standar tersebut harus memuat unsur-unsur yang jelas, terukur, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Dengan adanya landasan hukum ini, standar pelayanan tidak lagi

bersifat opsional, melainkan menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan.
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Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa standar pelayanan harus
disusun dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, serta
kondisi lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa standar pelayanan tidak boleh dibuat secara
sembarangan, melainkan harus melalui kajian yang matang. Standar yang baik harus realistis
dan dapat diterapkan secara konsisten. Selain itu, standar pelayanan juga harus mudah
dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui hak dan
kewajibannya dalam proses pelayanan.

Lebih lanjut, standar pelayanan publik juga berfungsi sebagai alat kontrol terhadap
kinerja aparatur pemerintah. Dengan adanya standar yang jelas, masyarakat dapat menilai
apakah pelayanan yang diberikan sudah sesuai atau belum. Hal ini memberikan ruang bagi
masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik. Selain itu, standar
pelayanan juga dapat digunakan sebagai dasar dalam pemberian sanksi apabila terjadi
pelanggaran. Dengan demikian, standar pelayanan memiliki peran penting dalam menciptakan
akuntabilitas.

Standar pelayanan juga berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum dalam
pelayanan publik. Kepastian ini mencakup kejelasan prosedur, waktu, dan biaya yang harus
dipenuhi oleh masyarakat. Tanpa adanya kepastian, pelayanan publik berpotensi
menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan. Oleh karena itu, standar pelayanan harus
dirumuskan secara rinci dan tidak multitafsir. Kepastian dalam pelayanan akan meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selain itu, standar pelayanan publik juga mendorong terciptanya budaya kerja yang
profesional di lingkungan birokrasi. Aparatur pemerintah dituntut untuk bekerja sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan. Hal ini akan meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dalam
bekerja. Dengan adanya standar yang jelas, aparatur memiliki pedoman dalam menjalankan
tugasnya. Dengan demikian, kualitas pelayanan dapat meningkat secara signifikan.

Dalam konteks reformasi birokrasi, standar pelayanan publik menjadi salah satu
instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Pemerintah terus mendorong
penyederhanaan standar pelayanan agar lebih efisien dan tidak berbelit-belit. Upaya ini
dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan. Selain
itu, penyederhanaan standar juga bertujuan untuk mengurangi potensi praktik penyimpangan.

Dengan demikian, pelayanan publik menjadi lebih transparan dan akuntabel.

130



Standar pelayanan publik juga harus bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan dengan
perkembangan zaman. Perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi
menuntut adanya pembaruan standar pelayanan. Oleh karena itu, evaluasi dan revisi standar
pelayanan harus dilakukan secara berkala. Hal ini bertujuan agar standar tetap relevan dengan
kondisi yang ada. Dengan demikian, pelayanan publik dapat terus berkembang dan memenuhi
harapan masyarakat.

Pada akhirnya, standar pelayanan publik bukan hanya sekadar dokumen administratif,
tetapi merupakan komitmen nyata pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada
masyarakat. Standar ini menjadi tolok ukur keberhasilan pelayanan publik sekaligus alat untuk
meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, implementasi standar
pelayanan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pemerintah dan masyarakat harus
bersama-sama menjaga kualitas pelayanan. Dengan demikian, tujuan pelayanan publik dapat
tercapai secara optimal.

C. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua konsep fundamental dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya menjadi dasar
hubungan antara individu dengan negara, sekaligus mencerminkan adanya keseimbangan
antara kebebasan dan tanggung jawab. Dalam konteks negara demokratis seperti Indonesia,
hak warga negara dijamin oleh konstitusi, sementara kewajiban menjadi bentuk kontribusi
aktif warga negara dalam menjaga keberlangsungan negara.

Selain itu, masyarakat juga berhak mendapatkan informasi yang jelas terkait
pelayanan. Informasi tersebut meliputi prosedur, biaya, dan waktu pelayanan. Keterbukaan
informasi ini sangat penting untuk menciptakan transparansi. Masyarakat juga berhak untuk
mengajukan keluhan apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai. Mekanisme pengaduan
harus disediakan secara mudah dan responsif.

Di sisi lain, warga negara juga memiliki kewajiban dalam pelayanan publik. Salah satu
kewajiban tersebut adalah mematuhi aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Masyarakat
juga harus melengkapi dokumen yang diperlukan dalam proses pelayanan. Kepatuhan
terhadap aturan akan memperlancar proses pelayanan. Dengan demikian, pelayanan dapat
berjalan dengan efektif. Partisipasi masyarakat juga merupakan bagian dari kewajiban warga
negara. Masyarakat diharapkan aktif dalam memberikan masukan terhadap pelayanan publik.

Kritik yang konstruktif dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan. Selain itu,
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partisipasi juga mencerminkan kepedulian masyarakat terhadap pelayanan publik. Hal ini akan
menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban sangat penting dalam pelayanan publik. Jika
salah satu pihak tidak menjalankan perannya dengan baik, maka pelayanan akan terganggu.
Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk menjalankan hak dan kewajiban secara
seimbang. Pemerintah dan masyarakat harus saling bekerja sama. Dengan demikian,
pelayanan publik dapat berjalan dengan optimal.

Hak dan kewajiban warga negara dalam pelayanan publik juga dapat dilihat dari
perspektif sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, pelayanan publik menjadi sarana untuk
menciptakan keadilan sosial dan keseimbangan antar kelompok masyarakat. Ketika hak warga
negara terpenuhi dengan baik, maka akan tercipta rasa keadilan dan kebersamaan. Sebaliknya,
jika terjadi ketimpangan dalam pelayanan, maka dapat menimbulkan kecemburuan sosial.
Oleh karena itu, pemenuhan hak dan kewajiban harus dilakukan secara adil dan merata.

1. Hak Warga Negara

Hak warga negara adalah segala sesuatu yang berhak diperoleh oleh setiap individu
sebagai anggota suatu negara. Hak ini bersifat melekat sejak seseorang diakui sebagai
warga negara dan dilindungi oleh hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), berbagai hak warga negara telah diatur secara jelas,
seperti hak untuk hidup, hak memperoleh pendidikan, hak atas pekerjaan yang layak, serta
hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Hak-hak tersebut mencerminkan prinsip penghormatan terhadap martabat
manusia dan menjadi indikator penting dalam negara hukum. Negara memiliki kewajiban
untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut tanpa diskriminasi. Hak
Warga Negara antara lain:

a. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan

b. Hak memperoleh pendidikan

c. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

d. Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi

e. Hak mendapatkan perlindungan hukum

f. Hak berpartisipasi dalam pemerintahan

2. Kewajiban Warga Negara
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Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap
warga negara sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara. Kewajiban ini bertujuan
untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta keberlangsungan kehidupan berbangsa dan
bernegara. Kewajiban warga negara juga diatur dalam UUD 1945, seperti kewajiban
menaati hukum, membayar pajak, serta ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Kewajiban mencerminkan adanya tanggung jawab moral dan hukum yang harus
dipenuhi oleh setiap individu agar tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan tertib.
Kewajiban Warga Negara antara lain:

a. Menaati hukum dan peraturan yang berlaku

b. Membayar pajak

c. Menghormati hak orang lain

d. Menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan
e. lkut serta dalam pembelaan negara

f. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

D. Etika Komunikasi Birokrasi

Etika komunikasi birokrasi merupakan pedoman dalam berinteraksi antara aparatur
pemerintah dengan masyarakat. Komunikasi yang baik akan menciptakan pelayanan yang
efektif dan efisien. Aparatur pemerintah harus mampu menyampaikan informasi dengan jelas
dan mudah dipahami. Selain itu, penggunaan bahasa yang sopan juga sangat penting. Hal ini
akan menciptakan suasana pelayanan yang nyaman.

Sikap ramah dan empati menjadi bagian penting dalam komunikasi birokrasi. Aparatur
harus mampu memahami kondisi masyarakat yang dilayani. Dengan sikap empati, masyarakat
akan merasa dihargai. Hal ini akan meningkatkan kepuasan dalam pelayanan. Oleh karena itu,
etika komunikasi harus selalu dijaga.

Kemampuan mendengarkan juga menjadi bagian dari etika komunikasi. Aparatur harus
mampu mendengarkan keluhan masyarakat dengan baik. Hal ini penting agar solusi yang
diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Komunikasi yang efektif memerlukan interaksi
dua arah. Dengan demikian, pelayanan menjadi lebih responsif.

Dalam era digital, komunikasi birokrasi juga dilakukan melalui media elektronik. Oleh

karena itu, etika komunikasi harus tetap dijaga dalam komunikasi digital. Aparatur harus tetap
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profesional dalam merespons pesan masyarakat. Respons yang cepat dan tepat akan
meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, pelayanan menjadi lebih modern.
Pelanggaran etika komunikasi dapat berdampak buruk terhadap citra pemerintah. Sikap yang
tidak sopan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan
komunikasi bagi aparatur. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Dengan komunikasi yang baik, pelayanan publik akan lebih berkualitas.

E. Kepuasan dan Kepercayaan Publik

Kepuasan publik merupakan indikator utama dalam menilai kualitas pelayanan publik.
Kepuasan ini menunjukkan sejauh mana pelayanan mampu memenuhi harapan masyarakat.
Pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah akan meningkatkan kepuasan masyarakat. Selain itu,
biaya yang transparan juga menjadi faktor penting. Dengan demikian, kepuasan masyarakat
dapat meningkat.

Kepercayaan publik merupakan bentuk keyakinan masyarakat terhadap pemerintah.
Kepercayaan ini dibangun melalui pelayanan yang konsisten dan berkualitas. Pemerintah harus
mampu menjaga integritas dalam pelayanan. Selain itu, transparansi juga menjadi faktor
penting dalam membangun kepercayaan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat dapat
terjaga.

Survei kepuasan masyarakat menjadi salah satu alat untuk mengukur kualitas
pelayanan. Hasil survei dapat digunakan sebagai bahan evaluasi. Pemerintah dapat
mengetahui kekurangan dalam pelayanan melalui survei tersebut. Selain itu, survei juga
membantu dalam pengambilan kebijakan. Dengan demikian, pelayanan dapat terus
diperbaiki. Pelayanan yang buruk akan menurunkan tingkat kepuasan dan kepercayaan
masyarakat. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya citra pemerintah. Oleh karena itu,
pemerintah harus terus meningkatkan kualitas pelayanan. Upaya ini harus dilakukan secara
berkelanjutan. Dengan demikian, pelayanan publik dapat berkembang.

Kepuasan dan kepercayaan publik merupakan dua hal yang saling berkaitan. Kepuasan
yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, kepercayaan yang tinggi
akan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, kedua aspek
ini harus menjadi perhatian utama. Dengan demikian, pelayanan publik dapat berjalan dengan

baik.

134



Kepuasan dan kepercayaan publik dapat dikaji dari perspektif psikologi sosial.
Kepuasan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh hasil pelayanan, tetapi juga oleh
pengalaman selama proses pelayanan. Pengalaman yang menyenangkan akan membentuk
persepsi positif terhadap pemerintah. Sebaliknya, pengalaman buruk akan meninggalkan
kesan negatif yang sulit dihilangkan. Oleh karena itu, kualitas interaksi menjadi faktor penting
dalam pelayanan publik.

Dari sudut pandang manajemen, kepuasan publik merupakan hasil dari pengelolaan
pelayanan yang efektif. Instansi pemerintah harus mampu mengelola sumber daya, proses,
dan hasil pelayanan secara optimal. Kepuasan masyarakat dapat dijadikan sebagai indikator
kinerja organisasi. Oleh karena itu, manajemen pelayanan harus dilakukan secara sistematis
dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik, kepuasan publik dapat ditingkatkan.
Kepercayaan publik juga berkaitan erat dengan reputasi institusi pemerintah. Reputasi yang
baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.
Reputasi ini dibangun melalui konsistensi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas.
Selain itu, transparansi dan kejujuran juga menjadi faktor penting dalam membangun reputasi.
Dengan reputasi yang baik, masyarakat akan lebih percaya kepada pemerintah.

Selain itu, faktor komunikasi juga berperan dalam membentuk kepuasan dan
kepercayaan publik. Informasi yang jelas dan mudah dipahami akan membantu masyarakat
dalam memahami pelayanan. Komunikasi yang baik juga dapat mengurangi kesalahpahaman
antara masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian, hubungan antara kedua pihak menjadi
lebih harmonis. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya kepuasan dan kepercayaan.

Dalam konteks yang lebih luas, kepuasan dan kepercayaan publik memiliki dampak
terhadap stabilitas sosial dan pembangunan nasional. Masyarakat yang percaya kepada
pemerintah cenderung lebih mendukung kebijakan yang dibuat. Sebaliknya, rendahnya
kepercayaan dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, pemerintah harus
terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan demikian, kepuasan dan

kepercayaan publik dapat terjaga.
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Untuk memperjelas pemahaman mengenai tingkat kepuasan dan kepercayaan publik
terhadap kinerja pemerintah dan lembaga negara, data hasil survei berikut disajikan dalam
bentuk infografis. Visualisasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih
komprehensif, ringkas, dan mudah dipahami terkait kondisi empiris persepsi masyarakat di

Indonesia.
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Berdasarkan infografis tersebut, terlihat bahwa tingkat kepuasan dan kepercayaan
publik di Indonesia secara umum berada pada kategori cukup baik hingga tinggi, meskipun
terdapat variasi antar sektor dan lembaga. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
menunjukkan tren positif, terutama pada layanan dasar seperti administrasi kependudukan
dan kesehatan, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam kualitas layanan pemerintah.
Namun demikian, masih terdapat sektor yang memerlukan perhatian lebih, seperti perizinan
dan layanan pertanahan.

Di sisi lain, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara menunjukkan
perbedaan yang cukup signifikan. Lembaga yang berkaitan dengan stabilitas dan keamanan,
seperti TNI, memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan lembaga politik
seperti DPR. Hal ini mencerminkan persepsi masyarakat yang cenderung menilai kinerja
berdasarkan dampak langsung terhadap keamanan dan kesejahteraan. Selain itu, data global
menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam kategori negara dengan tingkat kepercayaan
publik yang relatif baik, meskipun tetap menghadapi tantangan seperti transparansi dan
disinformasi.

Secara keseluruhan, infografis tersebut menegaskan bahwa upaya peningkatan kualitas
pelayanan publik, penguatan integritas, serta transparansi kebijakan merupakan faktor kunci
dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, etika publik
dan reformasi birokrasi memiliki peran strategis dalam membangun hubungan yang harmonis

antara pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan.
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RINGKASAN

Pelayanan publik merupakan fungsi utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat secara adil, transparan, dan profesional. Kualitas pelayanan dipengaruhi oleh
kecepatan, ketepatan, serta sikap aparatur. Standar pelayanan publik menjadi pedoman
penting agar layanan berjalan terstruktur, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hak dan kewajiban warga negara harus berjalan seimbang agar pelayanan publik
efektif. Etika komunikasi birokrasi juga berperan penting dalam menciptakan pelayanan yang
nyaman dan responsif.

Kepuasan dan kepercayaan publik menjadi indikator keberhasilan pelayanan.
Pelayanan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, sedangkan pelayanan buruk
dapat menurunkan legitimasi pemerintah. Oleh karena itu, pelayanan publik harus terus

ditingkatkan melalui profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas.

SOAL DISKUSI

1. Mengapa pelayanan publik harus berlandaskan prinsip keadilan dan transparansi?

2. Bagaimana standar pelayanan publik dapat mencegah praktik korupsi?

3. Mengapa keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara penting dalam
pelayanan publik?

4. Bagaimana peran komunikasi birokrasi dalam meningkatkan kepuasan masyarakat?

5. Apa hubungan antara kepuasan publik dan kepercayaan terhadap pemerintah?

TUGAS REFLEKTIF

1. Pernahkah Anda mendapatkan pelayanan publik yang baik atau buruk? Jelaskan.

2. Apayang membuat Anda merasa puas atau tidak puas terhadap pelayanan tersebut?

3. Menurut Anda, sikap apa yang harus dimiliki petugas pelayanan publik?

4. Jika Anda menjadi petugas pelayanan, apa yang akan Anda lakukan agar masyarakat
puas?

5. Tuliskan komitmen Anda dalam bersikap tertib dan bertanggung jawab sebagai

warga negara.
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BAB X
Etika Kepemimpinan dan Keteladanan Aparatur

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Menjelaskan konsep dan karakteristik kepemimpinan publik.

Menganalisis pentingnya integritas dalam kepemimpinan.

Mengidentifikasi peran moral courage dalam birokrasi.

Mendeskripsikan konsep dan implementasi kepemimpinan transformasional.

vk N e

Menunjukkan sikap kepemimpinan yang beretika, bertanggung jawab, dan

berorientasi pada pelayanan publik.
atau satuan
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¢ Pelayanan publik yang berkualitas
¢ Organisasi berintegritas
* Kepercayaan masyarakat meningkat
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A. Konsep Kepemimpinan Publik

Kepemimpinan publik merupakan kemampuan untuk mempengaruhi dan
mengarahkan aparatur dalam mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan ini berorientasi
pada kepentingan masyarakat sebagai penerima layanan publik. Seorang pemimpin publik
harus mampu mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Hal ini bertujuan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kepemimpinan publik juga menuntut
adanya akuntabilitas dalam setiap tindakan yang dilakukan. Pemimpin harus mampu
mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil kepada masyarakat. Transparansi menjadi
salah satu prinsip penting dalam kepemimpinan publik. Dengan demikian, kepercayaan
masyarakat dapat terjaga dengan baik.

Selain itu, pemimpin publik harus memiliki kekmampuan adaptasi terhadap perubahan
lingkungan. Perubahan ini dapat berupa perkembangan teknologi, kebijakan, maupun
kebutuhan masyarakat. Pemimpin yang adaptif akan mampu menghadapi tantangan dengan
lebih baik. Hal ini akan meningkatkan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan.
Kepemimpinan publik juga berkaitan erat dengan nilai-nilai demokrasi. Pemimpin harus
mampu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat
akan meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan. Dengan demikian, kebijakan tersebut
lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Komunikasi yang efektif menjadi salah satu kunci
keberhasilan kepemimpinan publik. Pemimpin harus mampu menyampaikan visi dan misi
organisasi dengan jelas. Hal ini penting agar seluruh anggota organisasi memiliki pemahaman
yang sama. Dengan komunikasi yang baik, koordinasi kerja akan berjalan lebih lancar.

Kepemimpinan publik juga berperan dalam membangun budaya organisasi yang
positif. Budaya ini mencakup nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, dan profesionalisme.
Pemimpin harus menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai tersebut. Dengan budaya yang
kuat, organisasi akan lebih mudah mencapai tujuan. Dalam praktiknya, kepemimpinan publik
sering menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan tersebut meliputi tekanan
politik, keterbatasan anggaran, dan birokrasi yang rumit. Pemimpin harus mampu mengambil
keputusan yang tepat dalam situasi tersebut. Hal ini membutuhkan kemampuan analisis dan
pertimbangan yang matang.

Pada akhirnya, kepemimpinan publik yang baik akan berdampak pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas akan meningkatkan kepuasan
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masyarakat. Kepercayaan terhadap pemerintah juga akan semakin meningkat. Oleh karenaiitu,
kepemimpinan publik harus terus dikembangkan.
B. Kepemimpinan Berintegritas

Kepemimpinan berintegritas adalah kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai moral
dan etika yang kuat. Integritas mencerminkan kesesuaian antara perkataan dan tindakan
seorang pemimpin. Hal ini menjadi dasar dalam membangun kepercayaan dalam organisasi.
Tanpa integritas, kepemimpinan akan kehilangan legitimasi. Pemimpin yang berintegritas
selalu mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. la tidak mudah
terpengaruh oleh tekanan atau godaan yang dapat merusak moralitas. Sikap ini mencerminkan
komitmen terhadap nilai-nilai kebenaran. Dengan demikian, pemimpin dapat menjadi teladan
bagi bawahan.

Kejujuran merupakan salah satu aspek utama dalam kepemimpinan berintegritas.
Pemimpin harus bersikap terbuka dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber
daya. Transparansi akan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Hal ini juga
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, pemimpin yang
berintegritas harus memiliki keberanian untuk menegakkan aturan. la tidak ragu memberikan
sanksi kepada pelanggar meskipun memiliki hubungan dekat. Sikap tegas ini penting untuk
menjaga keadilan dalam organisasi. Dengan demikian, disiplin kerja dapat terjaga dengan baik.
Integritas juga berkaitan dengan tanggung jawab terhadap setiap keputusan yang diambil.

Pemimpin harus siap menerima konsekuensi dari tindakannya. Hal ini menunjukkan
kedewasaan dalam kepemimpinan. Sikap tanggung jawab akan meningkatkan kredibilitas
pemimpin. Pemimpin yang berintegritas akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan
profesional. Bawahan akan merasa aman dan nyaman dalam bekerja. Hal ini akan
meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Budaya kerja yang positif juga akan
terbentuk.

Kepemimpinan berintegritas juga berperan dalam mencegah praktik korupsi.
Pemimpin yang jujur akan menolak segala bentuk penyimpangan. la juga akan mendorong
transparansi dalam setiap proses kerja. Dengan demikian, organisasi akan lebih bersih dan
terpercaya. Pada akhirnya, kepemimpinan berintegritas akan memberikan dampak positif bagi
organisasi dan masyarakat. Kepercayaan publik akan meningkat secara signifikan. Pelayanan
publik juga akan menjadi lebih berkualitas. Oleh karena itu, integritas harus menjadi prioritas

utama dalam kepemimpinan.
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Tabel 10. 1 Ciri-ciri Kepemimpinan Berintegritas

No | Ciri-ciri Penjelasan

1 Kejujuran Bertindak sesuai fakta dan tidak manipulatif
2 Konsistensi Selaras antara ucapan dan tindakan

3 Transparansi Terbuka dalam proses dan keputusan

4 Tanggung jawab Siap menerima konsekuensi

5 Ketegasan Berani menegakkan aturan

6 Anti korupsi Menolak penyimpangan

C. Moral Courage dalam Birokrasi

Moral courage merupakan keberanian untuk bertindak sesuai nilai etika meskipun
menghadapi risiko. Dalam birokrasi, hal ini menjadi sangat penting karena banyak tekanan
yang dapat mempengaruhi keputusan. Pemimpin harus mampu mempertahankan prinsip
kebenaran. Sikap ini menunjukkan komitmen terhadap etika.Pemimpin yang memiliki moral
courage tidak takut menyampaikan kebenaran. la berani mengambil keputusan yang tidak
populer jika itu benar. Hal ini seringkali membutuhkan pengorbanan pribadi. Namun, tindakan
tersebut akan memberikan dampak positif jangka panjang.

Moral courage juga diperlukan dalam menolak praktik yang tidak etis. Pemimpin harus
berani mengatakan tidak terhadap korupsi dan nepotisme. Sikap ini akan melindungi
organisasi dari kerusakan moral. Dengan demikian, integritas organisasi tetap terjaga. Selain
itu, pemimpin harus mampu melindungi bawahannya dari tekanan yang tidak adil. la harus
memastikan bahwa lingkungan kerja tetap aman dan etis. Hal ini akan meningkatkan
kepercayaan bawahan terhadap pemimpin. Dengan demikian, kerja sama tim menjadi lebih
baik.

Dalam situasi krisis, moral courage menjadi sangat penting. Pemimpin harus mampu
mengambil keputusan yang tepat berdasarkan nilai etika. Keputusan ini seringkali tidak mudah
dan penuh risiko. Namun, keberanian moral akan membantu dalam menentukan pilihan yang
benar.Moral courage juga berperan dalam membangun budaya organisasi yang kuat. Ketika
pemimpin menunjukkan keberanian moral, bawahan akan meneladaninya. Hal ini akan

menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas. Budaya organisasi akan menjadi lebih positif.
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Mengembangkan moral courage membutuhkan proses yang panjang. Diperlukan
pendidikan dan pembinaan karakter yang berkelanjutan. Lingkungan organisasi juga harus
mendukung nilai-nilai etika. Dengan demikian, keberanian moral dapat tumbuh dengan baik.
Pada akhirnya, moral courage akan memperkuat kualitas kepemimpinan dalam birokrasi.
Pemimpin akan lebih dihormati dan dipercaya. Organisasi juga akan lebih kuat dalam
menghadapi tantangan. Oleh karena itu, moral courage harus terus dikembangkan.

D. Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan transformasional merupakan gaya kepemimpinan yang berfokus pada
perubahan positif dalam organisasi. Pemimpin berperan sebagai agen perubahan yang
menginspirasi bawahan. la mendorong peningkatan kinerja melalui motivasi yang kuat. Hal ini
bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal. Pemimpin transformasional
memiliki visi yang jelas dan terarah. Visi tersebut menjadi panduan dalam setiap tindakan dan
kebijakan. Pemimpin harus mampu mengkomunikasikan visi tersebut dengan baik. Dengan
demikian, seluruh anggota organisasi memiliki arah yang sama.

Selain itu, pemimpin transformasional juga memperhatikan kebutuhan individu
bawahan. la memberikan dukungan dan motivasi untuk pengembangan diri. Hal ini akan
meningkatkan loyalitas dan kinerja bawahan. Hubungan kerja yang harmonis juga akan
terbentuk. Kepemimpinan ini juga menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas. Pemimpin
mendorong bawahan untuk berpikir kritis dan mencari solusi baru. Hal ini penting dalam
menghadapi tantangan yang kompleks. Dengan inovasi, organisasi dapat berkembang lebih
baik.

Dalam birokrasi, kepemimpinan transformasional sangat dibutuhkan untuk reformasi.
Pemimpin harus mampu mengubah sistem yang tidak efektif menjadi lebih baik. Perubahan
ini harus dilakukan secara bertahap dan terencana. Dengan demikian, hasilnya dapat
berkelanjutan. Pemimpin transformasional juga berperan dalam meningkatkan motivasi kerja.
la memberikan inspirasi dan teladan bagi bawahan. Hal ini akan mendorong semangat kerja
yang tinggi. Kinerja organisasi pun akan meningkat secara signifikan.

Selain itu, kepemimpinan ini menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif. Bawahan
didorong untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan. Komunikasi yang terbuka akan
meningkatkan koordinasi. Dengan demikian, organisasi menjadi lebih solid. Pada akhirnya,

kepemimpinan transformasional akan membawa perubahan yang positif. Organisasi akan
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menjadi lebih adaptif dan inovatif. Pelayanan publik juga akan meningkat kualitasnya. Oleh

karena itu, gaya kepemimpinan ini sangat relevan diterapkan.
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RINGKASAN

Kepemimpinan publik adalah kemampuan mempengaruhi dan mengarahkan
organisasi untuk mencapai tujuan dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Prinsip
utama meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi, komunikasi efektif, dan adaptasi
terhadap perubahan. Pemimpin juga berperan dalam membangun budaya organisasi yang
positif.

Kepemimpinan berintegritas menekankan keselarasan antara ucapan dan tindakan.
Nilai utama meliputi kejujuran, konsistensi, transparansi, tanggung jawab, ketegasan, dan anti
korupsi. Integritas menjadi dasar kepercayaan dan legitimasi kepemimpinan.
Moral courage adalah keberanian bertindak sesuai nilai etika meskipun berisiko.

Hal ini mencakup keberanian menolak praktik tidak etis, mengambil keputusan benar
meski tidak populer, dan menjaga nilai moral organisasi.
Kepemimpinan transformasional berfokus pada perubahan positif melalui visi, inspirasi,
inovasi, dan pengembangan bawahan. Pemimpin menjadi agen perubahan yang mampu

meningkatkan kinerja dan membangun organisasi yang adaptif dan kolaboratif.

146



SOAL DISKUSI

1.

v ok N

Apa perbedaan utama antara kepemimpinan publik dan kepemimpinan pada sektor
privat?

Mengapa integritas menjadi faktor paling penting dalam kepemimpinan publik?
Bagaimana cara seorang pemimpin menunjukkan keteladanan dalam organisasi?
Apakah mungkin seorang pemimpin sukses tanpa moral courage? Jelaskan.

Berikan contoh situasi di mana seorang pemimpin harus menunjukkan keberanian
moral.

Bagaimana kepemimpinan transformasional dapat membantu reformasi birokrasi di

Indonesia?

TUGAS REFLEKTIF

Menurut Anda, apa arti pemimpin yang baik?

Apakah Anda pernah melihat atau merasakan kepemimpinan yang tidak adil atau tidak
jujur? Ceritakan secara singkat.

Jika Anda menjadi seorang pemimpin (di sekolah atau tempat kerja), apa yang akan

Anda lakukan agar bisa menjadi teladan yang baik?

BAB XI
Etika Digital dan E-Government

CAPAIAN PEMBELAJARAN
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1. Menjelaskan konsep transformasi digital dalam administrasi publik.
2. Memahami pentingnya privasi dan keamanan data dalam e-government.
3. Menganalisis isu etika dalam penggunaan teknologi dan kecerdasan buatan (Al).
4. Mengidentifikasi tantangan dalam penerapan digital governance.
5. Menunjukkan sikap kritis terhadap penggunaan teknologi dalam pemerintahan.
PETA KONSEP
ETIKA DIGITAL DAN E-GOVERNMENT
'3 l N s l N i l N - l N
A. Transformasi Digital B. Privasi dan C. Etika Penggunaan D. Tantangan Digital
dalam Administrasi Publik Keamanan Data Teknologi dan Al Governance
¢ Pemanfaatan teknologi * Hak privasi warga negara * Bias algoritma ¢ Kesenjangan digital
¢ Pelayanan lebih efisien, ¢ Perlindungan data pribadi * Transparansi dan akuntabilitas ¢ Keamanan siber
transparan, dan cepat ¢ Ancaman: kebocoran data, ¢ Dampak sosial dan keadilan  Regulasi belum memadai
* Integrasi data antarinstansi peretasan, penyalahgunaan « Tanggung jawab penggunaan * Koordinasi antarinstansi
* Perubahan budaya dan * Keamanan sistem dan teknologi « Kepercayaan dan literasi
kompetensi digital literasi digital « Menghormati hak digital masyarakat
asasi manusia
. J \ J \ J . J

'

TUJUAN AKHIR
Mewujudkan pemerintahan digital yang efektif,
aman, etis, dan berorientasi pada pelayanan publik.

A. Transformasi Digital dalam Administrasi Publik

Transformasi digital dalam administrasi publik merupakan proses perubahan yang
memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari
pelayanan publik, manajemen data, hingga proses pengambilan keputusan strategis. Dengan

adanya teknologi digital, pemerintah dapat memberikan layanan yang lebih cepat, transparan,
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dan mudah diakses oleh masyarakat. Transformasi ini juga memungkinkan terjadinya integrasi
antarinstansi yang sebelumnya berjalan secara terpisah. Oleh karena itu, transformasi digital
menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam era modern.

Transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga
menyangkut perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam birokrasi. Aparatur sipil negara
dituntut untuk memiliki kkmampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang terus
berubah. Hal ini memerlukan peningkatan kompetensi digital melalui pelatihan dan
pendidikan yang berkelanjutan. Selain itu, perubahan budaya kerja menuju sistem yang lebih
fleksibel dan inovatif juga menjadi hal yang penting. Dengan demikian, transformasi digital
harus dipahami sebagai perubahan menyeluruh, bukan sekadar penggunaan alat teknologi.

Dalam implementasinya, transformasi digital menghadapi berbagai tantangan yang
cukup kompleks di lingkungan administrasi publik. Salah satu tantangan utama adalah
keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi.
Banyak aparatur yang masih belum terbiasa menggunakan sistem digital dalam menjalankan
tugasnya. Hal ini dapat menghambat efektivitas implementasi teknologi dalam pelayanan
publik. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama
dalam transformasi digital.

Selain sumber daya manusia, infrastruktur teknologi juga menjadi faktor penting dalam
keberhasilan transformasi digital. Ketersediaan jaringan internet yang stabil dan cepat sangat
dibutuhkan untuk mendukung layanan berbasis digital. Di beberapa wilayah, terutama daerah
terpencil, akses terhadap teknologi masih terbatas. Kondisi ini menyebabkan terjadinya
kesenjangan digital antarwilayah. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pemerataan
pembangunan infrastruktur teknologi agar transformasi digital dapat berjalan secara merata.

Transformasi digital juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan
transparansi dalam pemerintahan. Dengan sistem berbasis digital, informasi dapat disajikan
secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk
melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Transparansi ini juga dapat mengurangi
potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, digitalisasi berperan
penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Namun demikian, transformasi digital juga membawa berbagai risiko yang perlu
diantisipasi secara serius. Risiko tersebut antara lain kebocoran data, serangan siber, dan

penyalahgunaan teknologi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika tidak dikelola dengan
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baik, risiko ini dapat merugikan pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan
sistem keamanan yang kuat dalam setiap implementasi teknologi digital. Dengan demikian,
manfaat transformasi digital dapat dirasakan tanpa menimbulkan dampak negatif.

Transformasi digital juga memungkinkan terjadinya integrasi data antarinstansi
pemerintah secara lebih efektif. Integrasi ini akan mempermudah dalam pengelolaan
informasi dan pengambilan keputusan berbasis data. Dengan data yang terintegrasi,
pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, integrasi data
juga dapat mengurangi duplikasi informasi yang sering terjadi dalam birokrasi. Oleh karena itu,
pengelolaan data menjadi aspek penting dalam transformasi digital.

Peran kepemimpinan sangat menentukan keberhasilan transformasi digital dalam
administrasi publik. Pemimpin harus memiliki visi yang jelas dalam mengarahkan penggunaan
teknologi dalam organisasi. Selain itu, pemimpin juga harus mampu mendorong inovasi dan
perubahan budaya kerja. Kepemimpinan yang adaptif akan mempercepat proses transformasi
digital. Dengan demikian, keberhasilan transformasi tidak hanya bergantung pada teknologi,
tetapi juga pada kualitas kepemimpinan.

Transformasi digital juga berdampak pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam
proses pemerintahan. Masyarakat dapat memberikan masukan dan kritik melalui berbagai
platform digital yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini menciptakan komunikasi dua arah
antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya partisipasi tersebut, kebijakan yang
dihasilkan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu,
digitalisasi juga memperkuat prinsip demokrasi dalam administrasi publik.

B. Privasi dan Keamanan Data

Privasi dan keamanan data merupakan isu yang sangat penting dalam era digital,
terutama dalam konteks administrasi publik. Pemerintah mengelola berbagai jenis data
masyarakat, mulai dari identitas pribadi hingga informasi sensitif lainnya. Data tersebut harus
dijaga dengan baik agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Perlindungan data menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap
pemerintah. Oleh karena itu, privasi dan keamanan data harus menjadi prioritas utama dalam
sistem e-government.

Privasi data berkaitan dengan hak individu untuk mengendalikan informasi pribadinya.
Setiap warga negara memiliki hak untuk mengetahui bagaimana data mereka dikumpulkan,

disimpan, dan digunakan oleh pemerintah. Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan
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data dilakukan secara transparan dan sesuai dengan tujuan yang jelas. Pelanggaran terhadap
privasi dapat menimbulkan dampak negatif, seperti hilangnya kepercayaan masyarakat. Oleh
karena itu, kebijakan perlindungan data harus dirancang secara hati-hati.

Keamanan data berkaitan dengan upaya teknis dalam melindungi data dari ancaman
eksternal maupun internal. Ancaman tersebut dapat berupa peretasan, pencurian data,
maupun kebocoran informasi. Oleh karena itu, sistem keamanan harus dilengkapi dengan
teknologi yang memadai, seperti enkripsi dan firewall. Selain itu, pengawasan terhadap akses
data juga perlu diperketat. Dengan demikian, risiko penyalahgunaan data dapat diminimalisir.
Dalam praktiknya, banyak kasus kebocoran data yang terjadi akibat lemahnya sistem
keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan data masih menjadi tantangan besar
bagi pemerintah. Kebocoran data dapat merugikan masyarakat secara langsung maupun tidak
langsung. Selain itu, kejadian tersebut juga dapat merusak reputasi pemerintah. Oleh karena
itu, peningkatan sistem keamanan harus menjadi prioritas.

Selain aspek teknis, faktor manusia juga memegang peranan penting dalam keamanan
data. Aparatur pemerintah harus memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya
menjaga data. Kesalahan manusia, seperti kelalaian dalam menjaga password, dapat menjadi
celah bagi pelanggaran keamanan. Oleh karena itu, pelatihan dan edukasi mengenai
keamanan data sangat diperlukan. Dengan demikian, risiko kebocoran data dapat dikurangi.
Transparansi dalam pengelolaan data juga menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan
publik. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana data mereka digunakan oleh pemerintah.
Pemerintah harus menyediakan kebijakan yang jelas terkait pengelolaan data. Hal ini akan
meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan data. Dengan demikian, kepercayaan
masyarakat dapat terjaga.

Namun, terdapat dilema antara keterbukaan informasi dan perlindungan privasi. Di
satu sisi, transparansi diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Namun di sisi
lain, data pribadi harus tetap dilindungi dari penyalahgunaan. Oleh karena itu, diperlukan
keseimbangan antara kedua aspek tersebut. Kebijakan yang tepat akan membantu mengatasi
dilema ini.

Perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru dalam keamanan data.
Teknologi yang semakin canggih juga dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab

untuk melakukan kejahatan siber. Oleh karena itu, sistem keamanan harus terus diperbarui
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agar mampu menghadapi ancaman yang berkembang. Pemerintah harus proaktif dalam
mengantisipasi risiko tersebut. Dengan demikian, keamanan data dapat tetap terjaga.

Peran masyarakat juga tidak kalah penting dalam menjaga keamanan data. Masyarakat
harus berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi, terutama di platform digital. Edukasi
mengenai literasi digital sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat melindungi data mereka sendiri. Hal ini akan
membantu menciptakan ekosistem digital yang aman.

C. Etika Penggunaan Teknologi dan Al

Penggunaan teknologi dan kecerdasan buatan dalam administrasi publik telah
membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek pelayanan. Teknologi ini
memungkinkan pemerintah untuk bekerja lebih cepat, efisien, dan akurat dalam mengambil
keputusan. Namun, penggunaan teknologi tidak terlepas dari berbagai persoalan etika yang
kompleks. Tanpa pengelolaan yang baik, teknologi dapat menimbulkan dampak negatif bagi
masyarakat. Oleh karena itu, etika menjadi aspek penting dalam penggunaan teknologi dan Al.
Salah satu isu utama dalam etika Al adalah bias algoritma yang dapat mempengaruhi hasil
keputusan. Algoritma yang digunakan dalam sistem Al sering kali didasarkan pada data yang
tidak sepenuhnya netral. Hal ini dapat menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu
dalam masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan Al harus dilakukan secara hati-hati dan
transparan. Dengan demikian, keadilan dalam penggunaan teknologi dapat terjaga.

Transparansi dalam penggunaan teknologi juga menjadi prinsip penting dalam etika
digital. Masyarakat harus memahami bagaimana sistem bekerja dan bagaimana keputusan
diambil. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap teknologi yang
digunakan oleh pemerintah. Tanpa transparansi, penggunaan teknologi dapat menimbulkan
kecurigaan dan ketidakpercayaan. Oleh karena itu, sistem Al harus dirancang agar dapat
dipahami oleh pengguna.

Penggunaan teknologi juga harus mempertimbangkan dampak sosial yang
ditimbulkan. Teknologi dapat menggantikan peran manusia dalam beberapa pekerjaan
tertentu. Hal ini dapat menyebabkan pengangguran dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu,
pemerintah harus mengantisipasi dampak tersebut melalui kebijakan yang tepat. Dengan
demikian, penggunaan teknologi dapat memberikan manfaat yang lebih luas.

Selain itu, tanggung jawab dalam penggunaan teknologi juga menjadi aspek penting

dalam etika digital. Pemerintah harus bertanggung jawab atas setiap keputusan yang
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dihasilkan oleh sistem teknologi. Hal ini penting untuk menjaga akuntabilitas dalam
administrasi publik. Tanpa tanggung jawab yang jelas, penggunaan teknologi dapat
menimbulkan masalah hukum dan etika. Oleh karena itu, regulasi yang jelas sangat diperlukan.
Keamanan dalam penggunaan teknologi juga harus menjadi perhatian utama. Sistem
teknologi harus dilindungi dari ancaman seperti peretasan dan manipulasi data. Jika sistem
tidak aman, maka hasil yang dihasilkan juga tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu,
pengamanan sistem harus dilakukan secara maksimal. Dengan demikian, integritas data dapat
terjaga.

Pendidikan etika digital bagi aparatur pemerintah menjadi hal yang sangat penting
dalam era teknologi. Aparatur harus memahami bagaimana menggunakan teknologi secara
bijak dan bertanggung jawab. Tanpa pemahaman yang baik, teknologi dapat disalahgunakan.
Oleh karena itu, pelatihan mengenai etika digital perlu dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini
akan meningkatkan kualitas penggunaan teknologi dalam pemerintahan.

Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan praktisi teknologi juga diperlukan dalam
pengembangan sistem Al. Kolaborasi ini akan membantu menciptakan sistem yang lebih baik
dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kolaborasi juga dapat meningkatkan
kualitas inovasi dalam teknologi. Dengan demikian, teknologi dapat dimanfaatkan secara
optimal. Hal ini juga akan membantu mengurangi risiko kesalahan dalam penggunaan
teknologi.

Penggunaan teknologi harus tetap menghormati hak asasi manusia sebagai prinsip
utama. Teknologi tidak boleh digunakan untuk melanggar privasi atau kebebasan individu.
Oleh karena itu, regulasi yang melindungi hak masyarakat harus ditegakkan. Hal ini penting
untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan
demikian, teknologi dapat digunakan secara etis.

Teknologi dan Al merupakan alat yang sangat berguna dalam administrasi publik. Namun,
penggunaannya harus didasarkan pada prinsip-prinsip etika yang kuat. Tanpa etika, teknologi
dapat menjadi ancaman bagi masyarakat. Oleh karena itu, etika harus menjadi dasar dalam
setiap penggunaan teknologi. Dengan demikian, manfaat teknologi dapat dirasakan secara
maksimal.

D. Tantangan Digital Governance
Digital governance merupakan konsep yang mengacu pada penggunaan teknologi

digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan
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efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Namun,
implementasi digital governance tidak terlepas dari berbagai tantangan yang kompleks.
Tantangan tersebut dapat berasal dari aspek teknologi, sumber daya manusia, maupun
kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk mengatasi berbagai tantangan
tersebut.

Salah satu tantangan utama dalam digital governance adalah kesenjangan digital yang
masih terjadi di masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap
teknologi dan internet. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam pemanfaatan
layanan digital. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya untuk mengatasi kesenjangan
tersebut. Dengan demikian, seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat digitalisasi.

Perkembangan teknologi yang sangat cepat juga menjadi tantangan dalam digital
governance. Pemerintah harus mampu mengikuti perubahan tersebut agar tidak tertinggal.
Hal ini membutuhkan kemampuan adaptasi yang tinggi dari aparatur pemerintah. Selain itu,
kebijakan yang fleksibel juga diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan
teknologi. Dengan demikian, sistem pemerintahan dapat tetap relevan.

Keamanan siber menjadi tantangan serius dalam digital governance. Ancaman siber

seperti peretasan dan pencurian data semakin meningkat seiring dengan perkembangan
teknologi. Oleh karena itu, sistem keamanan harus diperkuat untuk melindungi data
pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus memiliki strategi yang jelas dalam menghadapi
ancaman tersebut. Dengan demikian, sistem digital dapat berjalan dengan aman.
Regulasi yang belum memadai juga menjadi kendala dalam implementasi digital governance.
Banyak regulasi yang belum mampu mengakomodasi perkembangan teknologi yang cepat. Hal
ini dapat menghambat inovasi dalam pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan
regulasi yang lebih adaptif. Dengan demikian, kebijakan dapat mendukung perkembangan
digital.

Koordinasi antarinstansi juga menjadi tantangan dalam digital governance.
Implementasi sistem digital membutuhkan kerja sama yang baik antara berbagai instansi
pemerintah. Tanpa koordinasi yang efektif, sistem tidak dapat berjalan dengan optimal. Oleh
karena itu, integrasi antarinstansi harus ditingkatkan. Hal ini akan meningkatkan efisiensi
dalam pelayanan publik.

Kepercayaan publik terhadap sistem digital juga menjadi faktor penting dalam

keberhasilan digital governance. Masyarakat harus yakin bahwa sistem yang digunakan aman
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dan dapat dipercaya. Tanpa kepercayaan, masyarakat akan enggan menggunakan layanan
digital. Oleh karena itu, transparansi dan keamanan harus terus ditingkatkan. Dengan
demikian, kepercayaan masyarakat dapat terbangun.

Pendidikan dan literasi digital masyarakat juga menjadi tantangan yang tidak kalah
penting. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi digital.
Hal ini dapat menghambat pemanfaatan layanan e-government. Oleh karena itu, edukasi
mengenai literasi digital sangat diperlukan. Dengan demikian, masyarakat dapat
memanfaatkan teknologi secara optimal.

Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam pengembangan digital
governance. Implementasi teknologi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu,
pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efisien dan efektif. Pemerintah harus mampu
memprioritaskan program yang memberikan dampak besar. Dengan demikian, penggunaan
anggaran dapat lebih optimal.

Digital governance merupakan peluang sekaligus tantangan dalam administrasi publik.
Dengan pengelolaan yang baik, berbagai tantangan dapat diatasi. Oleh karena itu, diperlukan
komitmen yang kuat dari pemerintah. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak juga sangat
penting. Dengan demikian, digital governance dapat berjalan dengan sukses dan memberikan

manfaat bagi masyarakat.
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RINGKASAN

Bab ini membahas peran penting teknologi digital dalam administrasi publik melalui
konsep e-government. Transformasi digital memungkinkan peningkatan efisiensi,
transparansi, dan kualitas pelayanan publik, tetapi juga menuntut perubahan budaya kerja dan
peningkatan kompetensi aparatur.

Di sisi lain, penggunaan teknologi membawa tantangan serius terkait privasi dan
keamanan data. Pemerintah harus mampu melindungi data masyarakat sekaligus menjaga
transparansi.

Etika penggunaan teknologi, khususnya Al, menjadi penting karena adanya potensi
bias, dampak sosial, dan risiko penyalahgunaan. Oleh karena itu, diperlukan prinsip tanggung
jawab, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, digital governance menghadapi berbagai tantangan seperti kesenjangan
digital, keamanan siber, keterbatasan regulasi, dan rendahnya literasi digital masyarakat.
Dengan pengelolaan yang tepat, teknologi dapat menjadi alat untuk mewujudkan

pemerintahan yang lebih baik dan responsif.
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SOAL DISKUSI

Mengapa transformasi digital penting dalam administrasi publik?
Bagaimana cara menjaga keseimbangan antara transparansi dan privasi data?
Apa risiko penggunaan Al dalam pelayanan publik?

Mengapa kesenjangan digital menjadi masalah dalam e-government?

v N e

Bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan literasi digital masyarakat?

TUGAS REFLEKTIF

Tuliskan jawaban singkat (1 halaman saja):
1. Layanan digital pemerintah apa yang pernah kamu gunakan?
2. Apa kelebihan layanan tersebut menurut kamu?
3. Apa kekurangannya?
4

. Jika kamu menjadi pemerintah, apa yang akan kamu perbaiki?
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Whistleblowing dan Sistem Pengawasan

CAPAIAN PEMBELAJARAN

BAB XIl

1. Menjelaskan konsep whistleblowing dalam administrasi publik.

2. Memahami pentingnya perlindungan pelapor dalam sistem etika birokrasi.

3. Menganalisis peran sistem pengawasan internal dan eksternal.

4. Menilai kontribusi masyarakat dan media dalam pengawasan publik.

5. Mengaitkan whistleblowing dan pengawasan dengan prinsip good governance
PETA KONSEP

WHISTLEBLOWING DAN SISTEM PENGAWASAN
I
A4 \4 v g v S
A. KONSEP B. PERLINDUNGAN C. SISTEM PENGAWASAN D. PERAN MASYARAKAT
WHISTLEBLOWING PELAPOR DAN MEDIA
1. PENGAWASAN INTERNAL

e Mengungkap pelanggaran e Perlindungan hukum * Masyarakat sebagai pengawas

atau perbuatan melawan hukum
Jalur internal dan eksternal

Wujud loyalitas kepada
kepentingan publik
Mekanisme kontrol efektif
dalam organisasi

Berbasis integritas dan
keberanian moral

Kerahasiaan identitas
pelapor

Keamanan karier

Keselamatan fisik dan
psikologis

Dukungan LPSK, konseling,
dan pendampingan

Penghargaan bagi pelapor
yang berintegritas

o Dilakukan oleh Inspektorat/SPI

o Fokus pada efisiensi dan
kepatuhan prosedur

o Audit kinerja, keuangan,
dan kepatuhan

o Rekomendasi untuk perbaikan
manajemen

2. PENGAWASAN EKSTERNAL

o Dilakukan oleh BPK, Ombudsman,
KPK, dan lembaga independen

o Fokus pada akuntabilitas
dan legalitas

e Laporan publik dan sanksi

* Menciptakan checks and balances

J

melalui partisipasi dan
pengaduan

e Media massa sebagai
watchdog (anjing penjaga
kekuasaan)

e Media sosial mempercepat
pengawasan publik

e Literasi dan edukasi publik
sangat penting

* Kolaborasi masyarakat, LSM,
dan media mendorong
transparansi

v

TUJUAN AKHIR
Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan,
akuntabel, dan berintegritas untuk kepentingan publik.
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A. Konsep Whistleblowing

Whistleblowing merupakan tindakan krusial dalam mengungkapkan pelanggaran atau
perbuatan melawan hukum yang terjadi di dalam organisasi publik. Dalam etika administrasi
publik, tindakan ini dipandang sebagai manifestasi tertinggi dari loyalitas seorang aparatur
kepada kepentingan bangsa. Seorang pelapor biasanya mendeteksi adanya praktik korupsi
atau penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara. Pengungkapan ini
bertujuan untuk menghentikan penyimpangan sekaligus memperbaiki integritas institusi
secara sistemik.

Secara etimologis, istilah ini diibaratkan seperti wasit yang meniup peluit saat terjadi
pelanggaran dalam sebuah pertandingan. Dalam konteks birokrasi, peluit tersebut ditiup oleh
orang dalam yang mengetahui adanya rahasia gelap organisasi. Tindakan ini merupakan
mekanisme kontrol yang sangat efektif karena pelanggaran seringkali tersembunyi dari
pengawasan luar. Oleh karena itu, konsep ini menjadi instrumen vital dalam menjaga moralitas
sektor publik.

Secara teoritis, whistleblowing dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yakni jalur
internal dan jalur eksternal. Whistleblowing internal terjadi ketika pegawai melaporkan
penyimpangan melalui saluran pengaduan resmi di dalam instansi yang sama. Sebaliknya,
whistleblowing eksternal dilakukan dengan melaporkan pelanggaran kepada pihak otoritas
luar, seperti media atau lembaga hukum. Kedua jalur ini memiliki konsekuensi etis dan
profesional yang sangat signifikan bagi individu pelapor.

Implementasi konsep ini menuntut keberanian moral karena sering berbenturan
dengan budaya "diam" yang masih mengakar kuat. Pegawai yang melapor seringkali
dipandang sebagai ancaman atau pengkhianat oleh rekan sejawat dan atasan mereka.
Meskipun tindakan mereka bertujuan menyelamatkan organisasi, stigma negatif seringkali
menjadi penghalang utama bagi munculnya pelapor baru. Maka dari itu, instansi publik harus
membangun budaya keterbukaan agar laporan dipandang sebagai perbaikan.

Selain itu, whistleblowing juga berkaitan erat dengan teori agensi dalam manajemen
publik yang menekankan pengawasan. Dalam hal ini, pelapor berperan sebagai penyeimbang
informasi antara agen (birokrat) dan prinsipal (masyarakat atau negara). Dengan adanya
pelapor, risiko terjadinya moral hazard atau perilaku mementingkan diri sendiri dapat ditekan
seminimal mungkin. Konsep ini memastikan bahwa kekuasaan publik tetap dijalankan sesuai

dengan amanah rakyat.
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Sejarah mencatat bahwa banyak skandal besar di sektor publik terungkap berkat
keberanian individu yang bersedia bersuara. Tanpa adanya tindakan pelaporan ini, kerugian
negara mungkin akan terus bertambah secara eksponensial tanpa terdeteksi. Hal ini
membuktikan bahwa sistem formal saja tidak cukup tanpa didukung oleh integritas individu.
Oleh sebab itu, pendidikan etika bagi aparatur sipil negara harus menekankan pentingnya
kejujuran ini.

Tantangan utama dalam konsep ini adalah membedakan antara laporan yang jujur
dengan laporan yang bersifat fitnah. Organisasi perlu memiliki mekanisme penyaringan
laporan yang objektif agar tidak menjadi sarana balas dendam antarpegawai. Verifikasi data
dan bukti awal menjadi syarat mutlak sebelum sebuah laporan ditindaklanjuti lebih jauh.
Dengan demikian, sistem ini tetap kredibel dan tidak mudah disalahgunakan oleh pihak
tertentu.

Peran pimpinan organisasi sangat menentukan keberhasilan sistem pelaporan ini
dalam jangka panjang di instansi. Jika pimpinan memberikan teladan yang baik dan terbuka
terhadap kritik, pegawai akan merasa lebih aman melapor. Namun, jika pimpinan justru
terlibat dalam penyimpangan, maka jalur internal akan macet dan tidak berfungsi.
Kepemimpinan yang berintegritas adalah prasyarat utama agar nilai-nilai whistleblowing dapat
tumbuh subur.

Di banyak negara maju, konsep ini telah diintegrasikan ke dalam sistem manajemen
risiko organisasi yang modern. Setiap potensi kecurangan dipetakan dan disediakan saluran
komunikasi yang anonim bagi siapa saja yang menemukannya. Hal ini membantu organisasi
melakukan deteksi dini sebelum kasus tersebut meledak menjadi krisis kepercayaan publik.
Pencegahan melalui pelaporan dianggap jauh lebih efisien dibandingkan penanganan kasus
setelah terjadi.

Whistleblowing bukan hanya soal hukum, melainkan soal tanggung jawab moral
individu. Setiap aparatur negara harus menyadari bahwa mereka bekerja untuk kepentingan
publik yang lebih luas. Melindungi rahasia yang melanggar hukum bukanlah bentuk loyalitas,
melainkan bentuk partisipasi dalam kejahatan. Dengan kesadaran ini, maka profesionalisme
birokrasi akan senantiasa terjaga pada koridor etika yang benar.

B. Perlindungan Pelapor
Aspek perlindungan pelapor menjadi fondasi mutlak agar sistem whistleblowing dapat

berjalan secara berkelanjutan dan efektif. Tanpa jaminan keamanan, calon pelapor akan
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merasa terintimidasi oleh potensi serangan balik dari pihak dilaporkan. Perlindungan ini
mencakup aspek hukum, keamanan karier, serta keselamatan fisik dan psikologis bagi pelapor
tersebut. Negara wajib hadir melalui payung hukum yang kuat untuk memastikan bahwa
pelapor tidak dikriminalisasi.

Bentuk intimidasi yang sering dialami pelapor di lingkungan birokrasi meliputi mutasi
sepihak hingga penurunan jabatan secara mendadak. Selain itu, tekanan sosial berupa
pengucilan dari lingkaran pertemanan di kantor juga menjadi tantangan yang sangat berat.
Oleh karena itu, identitas pelapor harus dijaga kerahasiaannya dengan sistem teknologi
informasi yang benar-benar terenkripsi. Jika kerahasiaan identitas bocor, maka kepercayaan
terhadap sistem pelaporan akan hancur seketika dalam organisasi.

Perlindungan hukum juga harus memastikan bahwa pelapor tidak dapat dituntut
secara perdata maupun pidana atas laporannya. Seringkali, pihak yang dilaporkan balik
menyerang dengan tuduhan pencemaran nama baik atau pelanggaran rahasia jabatan.
Regulasi harus menegaskan bahwa kepentingan umum yang diselamatkan jauh lebih tinggi
nilainya daripada kerahasiaan tersebut. Tanpa kepastian hukum ini, banyak orang akan
memilih untuk diam demi keselamatan diri sendiri.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memainkan peran vital dalam
memberikan advokasi bagi para pelapor pelanggaran. Perlindungan yang diberikan tidak hanya
bersifat reaktif, tetapi juga harus bersifat preventif sejak laporan diterima. LPSK bekerja sama
dengan aparat penegak hukum untuk memastikan pelapor mendapatkan tempat yang aman
jika diperlukan. Sinergi antarlembaga ini menjadi kunci suksesnya penegakan etika di sektor
administrasi publik.

Selain perlindungan fisik, dukungan psikologis juga sangat dibutuhkan oleh seorang
pelapor yang sedang mengalami tekanan. Menjadi seorang pelapor seringkali menyebabkan
stres berat akibat rasa terancam dan tekanan dari lingkungan sekitarnya. Layanan konseling
dan pendampingan mental harus disediakan oleh organisasi atau lembaga perlindungan
terkait secara gratis. Dukungan ini membantu pelapor tetap teguh pada prinsip kebenaran
yang telah diambilnya sejak awal.

Keamanan karier juga menjadi perhatian utama bagi pegawai negeri yang ingin
melaporkan atasan atau rekan kerja. Harus ada jaminan bahwa pelaporan tidak akan
menghambat kenaikan pangkat atau penilaian kinerja tahunan pegawai tersebut. Jika pelapor

justru mendapatkan sanksi administratif, maka hal itu merupakan kegagalan sistem
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pengawasan internal secara total. Negara harus menjamin bahwa integritas dihargai dengan
perlindungan karier yang sangat jelas dan adil.

Pemberian insentif atau penghargaan bagi pelapor yang laporannya terbukti benar juga
dapat menjadi motivasi tambahan yang positif. Penghargaan ini bukan sekadar uang,
melainkan bentuk apresiasi negara atas keberanian individu dalam menjaga aset bangsa. Hal
ini juga memberikan pesan kuat kepada pegawai lain bahwa kejujuran adalah nilai yang sangat
berharga. Budaya apresiasi ini akan menggeser paradigma lama yang menganggap pelapor
sebagai musuh dalam selimut.

Di tingkat internasional, standar perlindungan pelapor terus berkembang mengikuti
dinamika kejahatan kerah putih yang semakin kompleks. Organisasi seperti PBB dan OECD
telah memberikan panduan mengenai standar minimum perlindungan bagi para
whistleblower. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global harus terus memperbarui
regulasi nasional agar sejalan dengan standar internasional. Adaptasi regulasi ini penting untuk
menciptakan iklim investasi dan tata kelola yang bersih.

Partisipasi aktif dari organisasi masyarakat sipil juga memperkuat jaring pengaman bagi
para pelapor di luar sistem negara. LSM seringkali memberikan bantuan hukum gratis dan
menyuarakan kasus-kasus pelapor yang dikriminalisasi ke publik atau media. Tekanan dari
publik ini biasanya memaksa otoritas untuk bertindak lebih adil terhadap pelapor yang
terdesak. Keberadaan jejaring pendukung ini memberikan rasa aman tambahan bagi mereka
yang ingin bersuara jujur.

Perlindungan pelapor adalah bentuk komitmen negara terhadap nilai-nilai keadilan
dan transparansi yang dijunjung tinggi bersama. Jika negara gagal melindungi mereka yang
jujur, maka kejahatan akan terus tumbuh subur tanpa rasa takut. Perlindungan ini adalah
investasi jangka panjang bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan melayani rakyat. Dengan
pelapor yang terlindungi, etika administrasi publik bukan lagi sekadar teori, melainkan praktik
nyata.

C. Sistem Pengawasan Internal dan Eksternal

Sistem pengawasan dirancang untuk memastikan setiap tindakan birokrasi selaras
dengan standar etika serta regulasi yang berlaku. Pengawasan internal dijalankan oleh unit
seperti Inspektorat Jenderal atau Satuan Pengawas Internal (SPI) di tiap lembaga. Fokus utama

mereka adalah melakukan pemantauan kinerja serta evaluasi terhadap kepatuhan prosedur
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kerja setiap harinya. Pengawasan internal berfungsi sebagai deteksi dini guna mencegah
terjadinya penyimpangan yang lebih besar di masa depan.

Pengawasan internal yang efektif membutuhkan independensi dari unit pengawas agar
tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Meskipun berada di bawah pimpinan instansi,
auditor internal harus memiliki kode etik yang menjunjung tinggi objektivitas tinggi. Mereka
bertugas melakukan audit keuangan, audit kinerja, hingga audit dengan tujuan tertentu sesuai
kebutuhan organisasi. Hasil dari audit ini menjadi bahan evaluasi penting bagi perbaikan
manajemen di masa mendatang.

Di sisi lain, pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga independen di luar struktur
organisasi demi menjaga objektivitas. Lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
memiliki mandat konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara. Hasil pemeriksaan BPK dipublikasikan secara terbuka sehingga masyarakat dapat
mengetahui bagaimana uang pajak mereka dikelola. Pengawasan eksternal memberikan
tekanan dari luar agar organisasi publik tetap disiplin dan transparan.

Ombudsman Republik Indonesia juga berperan sebagai lembaga pengawas eksternal
dalam bidang pelayanan publik dan administrasi negara. Mereka bertugas menerima keluhan
masyarakat terkait maladministrasi, penundaan berlarut, hingga perilaku tidak etis dari
birokrat. Ombudsman berfungsi sebagai jembatan antara aspirasi warga dengan upaya
perbaikan di dalam institusi pemerintahan. Keberadaan lembaga ini memastikan bahwa hak-
hak masyarakat sebagai pengguna layanan tetap terlindungi secara adil.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan pengawas eksternal yang fokus pada
penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi. KPK memiliki kewenangan luas untuk
masuk ke berbagai instansi guna melakukan penggeledahan atau penyadapan jika diperlukan.
Tindakan tegas dari lembaga ini memberikan efek jera yang signifikan bagi para pelaku
pelanggaran etika berat. Keberadaan KPK menjadi simbol perlawanan negara terhadap praktik-
praktik kotor yang merusak tatanan administrasi publik.

Sinergi antara pengawasan internal dan eksternal menciptakan mekanisme checks and
balances yang sangat kuat dan efektif. Pengawas internal memberikan data mentah dan
temuan awal yang dapat ditindaklanjuti oleh lembaga pengawas eksternal jika diperlukan.
Sebaliknya, rekomendasi dari pengawas eksternal harus dilaksanakan oleh unit internal agar
perubahan terjadi secara nyata. Tanpa koordinasi yang baik, sistem pengawasan hanya akan

tumpang tindih dan tidak membuahkan hasil maksimal.
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Tabel 12. 1 Perbedaan karakteristik antara pengawasan internal dan eksternal secara ringkas:

Karakteristik Pengawasan Internal Pengawasan Eksternal
Pelaksana Inspektorat/SPI (Internal) BPK, Ombudsman, KPK
Efisiensi & Kepatuhan
Fokus Utama Akuntabilitas & Legalitas

Prosedur
Sifat Hubungan Hierarkis & Pembinaan Independen & Objektif
Output Rekomendasi Manajemen Laporan Publik & Sanksi

Tantangan pengawasan di era modern adalah perkembangan teknologi yang membuat
modus operandi pelanggaran semakin canggih dan rumit. Auditor harus dibekali dengan
kemampuan forensic accounting dan penguasaan data digital yang mumpuni untuk melacak
aset. Penggunaan Artificial Intelligence dalam mendeteksi anomali transaksi keuangan juga
mulai dikembangkan oleh banyak lembaga pengawas. Digitalisasi pengawasan diharapkan
dapat menutup celah-celah korupsi yang selama ini sulit dideteksi secara manual.

Selain lembaga formal, pengawasan juga dilakukan secara politik oleh lembaga
legislatif seperti DPR atau DPRD masing-masing daerah. Melalui rapat dengar pendapat,
legislatif berhak menanyakan kinerja dan penggunaan anggaran oleh pemerintah sebagai
mitra kerja. Pengawasan politik ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil
selaras dengan janji politik dan kebutuhan rakyat. Dinamika politik dalam pengawasan
memberikan dimensi demokrasi yang lebih kuat dalam administrasi publik kita.

Sistem pengawasan bukan bertujuan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan untuk
menjamin pencapaian tujuan organisasi. Etika administrasi publik menekankan bahwa setiap
rupiah uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya bagi masyarakat luas.
Dengan sistem pengawasan yang terintegrasi, potensi penyimpangan dapat diminimalisir dan
kepercayaan publik dapat terus terjaga. Pengawasan adalah nyawa dari tata kelola

pemerintahan yang baik dan berintegritas tinggi.

D. Peran Masyarakat dan Media
Masyarakat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi yang memiliki hak etis untuk
mengawasi jalannya administrasi publik setiap waktu. Partisipasi warga dalam mengawal

kebijakan dapat dilakukan melalui forum publik, pengaduan daring, maupun aksi partisipatif
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lainnya. Ketika masyarakat aktif bersuara, birokrat cenderung lebih berhati-hati dalam
mengambil keputusan yang berdampak luas bagi publik. Kontrol sosial ini membuktikan bahwa
pengawasan masyarakat adalah instrumen paling organik dalam demokrasi.

Literasi masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai warga negara sangat penting
dalam menunjang pengawasan publik yang efektif. Jika masyarakat tahu standar layanan yang
harus mereka terima, mereka akan lebih mudah mendeteksi adanya maladministrasi.
Pendidikan kewarganegaraan harus terus didorong agar publik tidak apatis terhadap proses
pembangunan yang sedang berlangsung. Masyarakat yang kritis adalah mitra terbaik bagi
pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani.

Media massa sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi yang berperan sebagai
watchdog atau anjing penjaga kekuasaan. Melalui jurnalisme investigasi, media mampu
mengungkap skandal besar yang seringkali luput dari pengawasan lembaga formal negara.
Pemberitaan yang objektif dan mendalam memberikan tekanan moral bagi pelanggar etika
untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Media bertindak sebagai
penyambung lidah bagi mereka yang suaranya tidak terdengar oleh penguasa.

Di era informasi saat ini, media memiliki peran ganda sebagai pengawas sekaligus
edukator etika bagi seluruh lapisan masyarakat. Berita mengenai keberhasilan birokrasi yang
jujur dapat menginspirasi aparatur lain, sementara berita kegagalan menjadi pelajaran
berharga. Media harus menjaga independensinya agar tidak menjadi alat kepentingan politik
tertentu yang justru mengaburkan kebenaran data. Profesionalisme jurnalis adalah syarat
mutlak agar fungsi pengawasan media tetap kredibel dan dihormati publik.

Fenomena media sosial telah mengubah wajah pengawasan publik menjadi lebih
instan, masif, dan bersifat sangat viral. Hanya dalam hitungan menit, sebuah video mengenai
layanan publik yang buruk dapat menyebar ke jutaan orang di seluruh negeri. Tekanan digital
ini seringkali memaksa instansi pemerintah untuk merespons dan memberikan solusi jauh
lebih cepat. Media sosial memberikan kekuatan besar bagi individu biasa untuk melakukan
kontrol terhadap perilaku pejabat publik.

Namun, partisipasi masyarakat dan media juga harus dibarengi dengan tanggung jawab
etis untuk menghindari penyebaran hoaks. Informasi yang disampaikan harus berbasis fakta
dan data yang valid agar tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak produktif. Fitnah yang

disebarkan atas nama pengawasan justru akan merusak kredibilitas gerakan masyarakat sipil
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itu sendiri dalam jangka panjang. Oleh karena itu, etika komunikasi publik menjadi sangat
relevan dalam konteks pengawasan partisipatif ini.

Kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil (LSM) dan media seringkali menghasilkan
dampak perubahan kebijakan yang sangat signifikan. LSM menyediakan data penelitian yang
mendalam, sementara media menyediakan panggung agar isu tersebut menjadi perhatian
utama publik. Sinergi ini terbukti efektif dalam mendorong lahirnya undang-undang baru yang
lebih berpihak pada transparansi dan perlindungan publik. Mereka adalah kekuatan
penyeimbang yang menjaga agar roda pemerintahan tidak keluar dari jalur etika.

Pemerintah juga harus memfasilitasi peran masyarakat dengan menyediakan platform
pengaduan yang mudah diakses dan responsif bagi semua warga. Aplikasi seperti SP4N-
LAPOR! adalah contoh bagaimana negara mencoba mengakomodasi suara masyarakat secara
sistematis dan terstruktur dengan baik. Jika laporan masyarakat ditindaklanjuti dengan cepat,
maka tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin meningkat. Keterbukaan
informasi publik adalah kunci utama dari hubungan yang sehat antara negara dan warganya.

Dalam perspektif etika, keterlibatan masyarakat adalah bentuk kontrol moral yang
paling jujur karena mereka yang merasakan dampak langsung kebijakan. Masyarakat tidak
memiliki kepentingan politik praktis selain mendapatkan layanan yang adil, cepat, dan
terjangkau bagi kehidupan mereka. Suara masyarakat adalah refleksi nyata dari keberhasilan
atau kegagalan sebuah administrasi publik dalam menjalankan nilai-nilai etisnya.
Mendengarkan suara publik adalah kewajiban etis bagi setiap pemangku kebijakan di negeri
ini.

Sebagai kesimpulan, ekosistem etika administrasi publik yang kuat membutuhkan
sinergi antara sistem formal dan pengawasan eksternal masyarakat. Tanpa peran aktif warga
dan media, sistem pengawasan internal negara mungkin tidak akan bekerja secara optimal dan
transparan. Keberanian masyarakat untuk mengkritik dan media untuk memberitakan adalah
napas bagi demokrasi yang sehat dan bersih. Dengan kolaborasi semua pihak, cita-cita

menciptakan pemerintahan yang berintegritas akan lebih mudah untuk diwujudkan.
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RINGKASAN

Whistleblowing merupakan tindakan melaporkan pelanggaran dalam organisasi
sebagai bentuk tanggung jawab moral aparatur terhadap kepentingan publik. Sistem ini
menjadi alat penting dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Agar efektif, whistleblowing harus didukung dengan perlindungan pelapor yang
mencakup aspek hukum, keamanan, dan karier. Tanpa perlindungan, pelapor akan enggan
untuk bersuara.

Pengawasan dalam administrasi publik dilakukan melalui dua mekanisme, vyaitu
internal (inspektorat) dan eksternal (BPK, KPK, Ombudsman). Keduanya harus bersinergi untuk
menciptakan sistem checks and balances.

Selain itu, masyarakat dan media memiliki peran penting sebagai pengawas eksternal
yang memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Kolaborasi semua pihak akan mendorong

terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
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SOAL DISKUSI

1.

v ok N

Mengapa whistleblowing dianggap sebagai bentuk loyalitas kepada negara, bukan
pengkhianatan?

Apa saja risiko yang dihadapi oleh seorang whistleblower di birokrasi?

Bandingkan pengawasan internal dan eksternal dalam administrasi publik!

Bagaimana peran media sosial dalam memperkuat pengawasan publik?

Menurut Anda, mana yang lebih efektif: pengawasan formal atau pengawasan

masyarakat? Jelaskan!

TUGAS REFLEKTIF

1.

Jika Anda mengetahui adanya pelanggaran di tempat kerja, apa yang akan Anda
lakukan?

Apa yang menjadi pertimbangan Anda untuk melapor atau tidak melapor?

Menurut Anda, apakah sistem di Indonesia sudah cukup melindungi pelapor?

Nilai apa yang paling penting dalam menghadapi dilema tersebut?
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CAPAIAN PEMBELAJARAN

No vk wN e

PETA KONSEP

BAB XIiI
Analisis Studi Kasus Pelanggaran Etika

ANALISIS STUDI KASUS
PELANGGARAN ETIKA
DALAM ADMINISTRASI PUBLIK

I

Menjelaskan metode analisis kasus dalam etika administrasi publik
Mengidentifikasi tahapan analisis pelanggaran etika secara sistematis
Menganalisis studi kasus pelanggaran etika di tingkat nasional
Membandingkan pelanggaran etika dalam konteks internasional
Mengidentifikasi faktor penyebab dan dampak pelanggaran etika
Merumuskan solusi berbasis nilai etika dan tata kelola yang baik
Mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui refleksi kasus

v

!

!

!

!

!

4 N\
METODE ANALISIS STUDI KASUS STUDI KASUS FAKTOR PENYEBAB DAMPAK REFLEKSI| &
KASUS NASIONAL INTERNASIONAL ) DISKUSI KRITIS
7 l A l N\ i l N l e l s l

« Pengumpulan data

(- Korupsi pengadaan

Konflik kepentingan

« Faktor Individu:

Kerugian negara

N
« Peran individu vs sistem

« Kronologi barang/jasa * Penyalahgunaan dana _mofl . * Menurunnya + Kepemimpinan etis
i - Motivasi .
* Identifikasi aktor . :’er'\lytalahgunaan publik - Tekanan uepercayaanpublik * Regulasi & implementasi
asilitas negara B i ; ; .
« Analisis etika " Korupsi dan kolusi « Faktor Sistemik: * Citra n'egatnf « Pengaruh politik terhadap
* Nepotisme dalam . K T iK > pemerintah bifokrasi
+ Rekomendasi jabatan OTUpsi ister| - Budaya organisasi - islin
| « Nepotisme dan - Pengawasan lemah * Krisis politik « Tantangan teknologi
* Gratifikasi birokras - Regulasi tidak efektif « Menurunnya & digitalisasi
. Diskriminasi pelayanan 5 Kepentir?gan politik, profesionalisme « Peran serta masyarakat
publik ekonomi, sosial birokrasi
N I J . l /J U I /J I . I \ I J
TUJUAN AKHIR

Mewujudkan administrasi publik yang berintegritas, transparan,
akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
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A. Metode Analisis Kasus

Metode analisis kasus merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami suatu
peristiwa secara mendalam dan sistematis. Dalam konteks etika administrasi publik, metode
ini berfungsi untuk mengkaji pelanggaran etika yang terjadi dalam praktik nyata. Analisis kasus
tidak hanya melihat peristiwa secara permukaan, tetapi juga menggali faktor-faktor yang
melatarbelakanginya. Dengan pendekatan ini, pembaca dapat memahami kompleksitas
masalah etika. Oleh karena itu, metode ini sangat penting dalam pembelajaran etika.

Pendekatan analisis kasus biasanya dimulai dengan pengumpulan data yang relevan.
Data tersebut dapat berupa dokumen resmi, laporan investigasi, maupun sumber media.
Pengumpulan data harus dilakukan secara objektif dan menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk
mendapatkan gambaran yang utuh tentang kasus yang dianalisis. Dengan data yang lengkap,
analisis dapat dilakukan secara lebih akurat.

Langkah selanjutnya adalah menyusun kronologi kejadian secara sistematis. Kronologi
membantu dalam memahami alur peristiwa dari awal hingga akhir. Dengan kronologi yang
jelas, hubungan sebab-akibat dapat diidentifikasi. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan
dalam penafsiran. Oleh karena itu, penyusunan kronologi menjadi tahap penting dalam
analisis kasus.

Setelah itu, dilakukan identifikasi terhadap aktor yang terlibat dalam kasus. Aktor dapat
berupa individu maupun kelompok dalam organisasi. Setiap aktor memiliki peran yang
berbeda dalam peristiwa tersebut. Identifikasi aktor membantu dalam memahami dinamika
yang terjadi. Dengan demikian, analisis menjadi lebih komprehensif.

Tahap berikutnya adalah identifikasi nilai dan prinsip etika yang dilanggar. Dalam hal
ini, peneliti membandingkan tindakan yang terjadi dengan standar etika yang berlaku. Hal ini
memerlukan pemahaman yang baik tentang teori etika. Dengan demikian, pelanggaran dapat
diidentifikasi secara jelas. Proses ini menjadi inti dari analisis etika.

Selanjutnya, analisis diarahkan pada faktor penyebab terjadinya pelanggaran. Faktor
tersebut dapat bersifat individu maupun sistemik. Faktor individu meliputi karakter, motivasi,
dan tekanan yang dialami pelaku. Sementara itu, faktor sistemik meliputi budaya organisasi
dan kelemahan pengawasan. Dengan memahami penyebab, solusi dapat dirumuskan dengan

lebih tepat.
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Analisis dampak juga menjadi bagian penting dalam metode ini. Dampak pelanggaran
etika dapat dirasakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak tersebut tidak
hanya terbatas pada organisasi, tetapi juga masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi dampak
harus dilakukan secara menyeluruh. Hal ini akan memberikan gambaran tentang pentingnya
etika.

Metode analisis kasus juga melibatkan proses refleksi terhadap peristiwa yang terjadi.
Refleksi membantu dalam memahami pelajaran yang dapat diambil dari kasus tersebut. Selain
itu, refleksi juga mendorong pengembangan pemikiran kritis. Dengan demikian, pembelajaran
menjadi lebih bermakna. Hal ini sangat penting dalam pendidikan etika.

Selanjutnya, hasil analisis harus disusun dalam bentuk narasi yang sistematis. Narasi ini
harus mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu, narasi juga harus didukung oleh data yang
valid. Penyusunan narasi yang baik akan meningkatkan kualitas analisis. Dengan demikian,
hasil analisis dapat memberikan kontribusi yang signifikan.

Pada akhirnya, metode analisis kasus tidak hanya bertujuan untuk memahami
peristiwa, tetapi juga untuk memberikan solusi. Solusi yang diberikan harus realistis dan
aplikatif. Selain itu, solusi juga harus mampu mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan.
Dengan demikian, analisis kasus memiliki nilai praktis. Hal ini menjadikan metode ini sangat

relevan dalam administrasi publik.

Tabel 13. 1 Tahapan Analisis Kasus

Tahapan Penjelasan
Pengumpulan Data Mengumpulkan informasi yang relevan
Kronologi Menyusun alur kejadian
Identifikasi Aktor Menentukan pihak yang terlibat
Analisis Etika Mengidentifikasi pelanggaran
Rekomendasi Menyusun solusi

B. Studi Kasus Nasional

Studi kasus nasional mengenai pelanggaran etika dalam administrasi publik merupakan

bagian penting dalam memahami bagaimana nilai-nilai etika diuji dalam praktik nyata. Melalui
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analisis kasus, dapat diidentifikasi bentuk pelanggaran, faktor penyebab, dampak yang
ditimbulkan, serta upaya penanganannya. Pendekatan ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi
juga analitis dan reflektif, sehingga mampu memberikan pembelajaran bagi perbaikan tata
kelola pemerintahan di masa depan.

Dalam konteks Indonesia, berbagai kasus pelanggaran etika yang melibatkan aparatur
negara menunjukkan bahwa persoalan etika bukan sekadar isu individual, tetapi juga berkaitan
dengan sistem, budaya organisasi, serta lemahnya pengawasan. Salah satu contoh yang sering
menjadi sorotan adalah kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam
beberapa kasus, pejabat publik terbukti melakukan kolusi dengan pihak swasta untuk
memenangkan tender tertentu, yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan
akuntabilitas.

Kasus lain yang mencerminkan pelanggaran etika adalah praktik penyalahgunaan
wewenang oleh pejabat publik. Misalnya, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan
pribadi atau kelompok tertentu. Tindakan ini tidak hanya melanggar aturan hukum, tetapi juga
mencederai nilai integritas dan tanggung jawab moral sebagai pelayan publik. Selain itu,
praktik nepotisme dalam pengangkatan jabatan juga menjadi contoh nyata pelanggaran etika
yang masih terjadi di beberapa instansi pemerintah.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, berikut disajikan contoh studi

kasus pelanggaran etika dalam konteks nasional:

Tabel 13. 2 Studi Kasus Pelanggaran Etika di Indonesia

No | Jenis Kasus Deskripsi Singkat Bentuk Dampak
Pelanggaran Etika
1 | Korupsi Pejabat bekerja sama | Kolusi, Kerugian negara,
Pengadaan dengan pihak swasta | penyalahgunaan menurunnya
Barang/Jasa untuk  memenangkan | wewenang kepercayaan
tender publik
2 | Penyalahgunaan | Penggunaan kendaraan | Pelanggaran Citra negatif
Fasilitas Negara dinas untuk kepentingan | integritas dan | pemerintah
pribadi akuntabilitas
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3 | Nepotisme dalam | Pengangkatan kerabat | Ketidakadilan, Menurunnya
Jabatan tanpa pelanggaran merit | profesionalisme
mempertimbangkan system
kompetensi
4 | Gratifikasi Penerimaan hadiah dari | Konflik Potensi  korupsi,
pihak berkepentingan kepentingan hilangnya
objektivitas
5 | Diskriminasi Pelayanan berbeda | Pelanggaran Ketidakpuasan
Pelayanan Publik | berdasarkan status | keadilan dan | masyarakat
sosial profesionalisme

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa pelanggaran etika dalam administrasi
publik memiliki berbagai bentuk yang saling berkaitan. Sebagian besar pelanggaran tersebut
berakar pada lemahnya integritas individu serta kurang efektifnya sistem pengawasan. Selain
itu, budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran juga turut memperburuk kondisi
tersebut.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa faktor penyebab pelanggaran etika tidak
hanya berasal dari individu, tetapi juga dari tekanan eksternal, seperti kepentingan politik,
ekonomi, dan sosial. Dalam beberapa kasus, aparatur negara dihadapkan pada dilema antara
kepentingan pribadi atau kelompok dengan kepentingan publik. Tanpa landasan etika yang
kuat, keputusan yang diambil cenderung menyimpang dari prinsip-prinsip moral. Dampak dari
pelanggaran etika sangat luas, tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga
merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan publik yang menurun
dapat menghambat efektivitas kebijakan serta menurunkan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan secara
komprehensif. Langkah-langkah seperti penguatan sistem pengawasan, penerapan sanksi yang
tegas, serta pendidikan etika bagi aparatur negara perlu terus ditingkatkan. Selain itu,
transparansi dan partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mencegah
terjadinya pelanggaran etika.

Secara keseluruhan, studi kasus nasional memberikan gambaran nyata mengenai
tantangan etika dalam administrasi publik di Indonesia. Melalui analisis yang mendalam,
diharapkan dapat diambil pelajaran integritas dan

berharga untuk memperkuat
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profesionalisme aparatur negara, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, adil, dan
berorientasi pada kepentingan masyarakat.

C. Studi Kasus Internasional

Studi kasus internasional mengenai pelanggaran etika dalam administrasi publik
memberikan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana persoalan etika tidak hanya terjadi
di Indonesia, tetapi juga menjadi tantangan global. Melalui analisis kasus dari berbagai negara,
dapat dipahami bahwa pelanggaran etika memiliki pola yang relatif serupa, seperti
penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, korupsi, serta lemahnya akuntabilitas.
Namun, perbedaan sistem politik, budaya organisasi, serta tingkat penegakan hukum
memengaruhi cara setiap negara menangani permasalahan tersebut.

Salah satu kasus internasional yang banyak dikaji adalah skandal korupsi yang
melibatkan pejabat tinggi pemerintahan di berbagai negara maju. Kasus-kasus ini
menunjukkan bahwa bahkan negara dengan sistem birokrasi yang mapan sekalipun tidak
sepenuhnya terbebas dari pelanggaran etika. Misalnya, praktik conflict of interest yang terjadi
ketika pejabat publik memiliki hubungan dengan sektor swasta yang diatur oleh kebijakan yang
mereka buat. Situasi ini dapat memengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan dan
merugikan kepentingan publik.

Selain itu, terdapat juga kasus penyalahgunaan data dan informasi publik, yang
semakin relevan di era digital. Beberapa negara menghadapi skandal terkait penggunaan data
warga negara secara tidak etis oleh pemerintah maupun pihak ketiga. Hal ini menunjukkan
bahwa perkembangan teknologi membawa tantangan baru dalam etika administrasi publik,
khususnya terkait privasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Kasus lain yang sering dijadikan contoh adalah praktik nepotisme dan penyalahgunaan
kekuasaan dalam pemerintahan. Di beberapa negara, pejabat publik terbukti memberikan
keuntungan kepada keluarga atau kelompok tertentu dalam bentuk kontrak pemerintah atau
jabatan strategis. Praktik ini tidak hanya melanggar prinsip keadilan, tetapi juga merusak
sistem meritokrasi yang seharusnya menjadi dasar dalam birokrasi modern.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, berikut disajikan beberapa contoh

studi kasus pelanggaran etika dalam konteks internasional:

Tabel 13. 3 Studi Kasus Pelanggaran Etika Internasional
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No | Negara | Jenis Kasus Deskripsi Singkat | Bentuk Dampak
Pelanggaran
Etika
1 | Amerika | Konflik Pejabat memiliki | Conflict of | Menurunnya
Serikat | Kepentingan kepentingan bisnis | interest kepercayaan
yang terkait publik
kebijakan publik
2 | Inggris Penyalahgunaan | Anggota parlemen | Pelanggaran Krisis
Dana Publik menyalahgunakan | akuntabilitas kepercayaan
anggaran terhadap
parlemen
3 | Korea Korupsi dan | Skandal antara | Kolusi dan | Pemakzulan
Selatan | Kolusi pejabat dan | korupsi pemimpin,
perusahaan besar instabilitas
politik
4 | Brasil Korupsi Sistemik | Skandal besar | Penyalahgunaan | Kerugian negara
dalam perusahaan | wewenang dan krisis politik
milik negara
5 | India Nepotisme dan | Praktik favoritisme | Nepotisme Menurunnya
Birokrasi dalam jabatan profesionalisme
publik birokrasi

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa pelanggaran etika dalam administrasi
publik merupakan fenomena global dengan karakteristik yang beragam. Meskipun bentuk
pelanggarannya serupa, dampak yang ditimbulkan dapat berbeda tergantung pada sistem
politik dan kekuatan institusi di masing-masing negara. Negara dengan sistem pengawasan
yang kuat cenderung lebih cepat dalam menangani kasus dan memulihkan kepercayaan publik.
Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa faktor penyebab pelanggaran etika di tingkat
internasional meliputi lemahnya regulasi, kurangnya transparansi, serta adanya hubungan
yang tidak sehat antara sektor publik dan swasta. Selain itu, budaya organisasi yang tidak
mendukung integritas juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi tersebut.

Namun demikian, studi kasus internasional juga memberikan pelajaran penting
mengenai praktik terbaik (best practices) dalam penanganan pelanggaran etika. Beberapa

negara telah berhasil memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi melalui
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teknologi digital, serta menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Upaya ini terbukti
efektif dalam meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik.

Secara keseluruhan, studi kasus internasional memberikan wawasan yang berharga
dalam memahami dinamika etika dalam administrasi publik secara global. Pembelajaran dari
berbagai negara dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam memperbaiki sistem tata kelola
pemerintahan. Dengan mengadopsi praktik terbaik dan menyesuaikannya dengan konteks
lokal, diharapkan dapat tercipta birokrasi yang lebih berintegritas, transparan, dan akuntabel.

D. Refleksi dan Diskusi Kritis

Refleksi terhadap berbagai studi kasus pelanggaran etika, baik nasional maupun
internasional, membuka ruang bagi pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai kondisi etika
dalam administrasi publik. Apakah pelanggaran etika semata-mata disebabkan oleh
kelemahan individu, atau justru mencerminkan kegagalan sistem yang lebih luas? Pertanyaan
ini penting karena menentukan arah solusi yang akan diambil—apakah cukup dengan
menghukum pelaku, atau perlu dilakukan reformasi sistem secara menyeluruh?

Dalam banyak kasus, terlihat bahwa pelanggaran etika tidak berdiri sendiri. la sering
kali terjadi dalam lingkungan yang permisif, di mana pengawasan lemah, transparansi rendah,
dan akuntabilitas tidak berjalan efektif. Jika demikian, apakah adil menyalahkan individu
semata tanpa melihat konteks organisasi dan budaya kerja yang melingkupinya? Di sisi lain,
apakah pembenaran atas dasar “tekanan sistem” dapat diterima untuk mengabaikan tanggung
jawab moral individu?

Refleksi juga perlu diarahkan pada peran kepemimpinan. Sejauh mana pemimpin
mampu menjadi teladan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai etika? Apakah kepemimpinan
yang ada saat ini lebih berorientasi pada pencapaian target administratif semata, atau juga
memperhatikan aspek moral dalam prosesnya? Tanpa kepemimpinan yang berintegritas, sulit
membayangkan terciptanya budaya organisasi yang etis.

Selain itu, penting untuk mempertanyakan efektivitas regulasi yang telah ada.
Indonesia memiliki berbagai peraturan yang mengatur etika publik, mulai dari undang-undang
hingga kode etik ASN. Namun, mengapa pelanggaran masih terus terjadi? Apakah masalahnya
terletak pada kurangnya regulasi, atau justru pada lemahnya implementasi dan penegakan
hukum? Pertanyaan ini mengarah pada kebutuhan untuk mengevaluasi tidak hanya isi

kebijakan, tetapi juga mekanisme pelaksanaannya.
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Hubungan antara etika dan kepentingan politik dalam praktiknya, apakah birokrasi
benar-benar netral, atau masih dipengaruhi oleh kepentingan tertentu? Sejauh mana tekanan
politik memengaruhi keputusan administratif yang seharusnya bersifat objektif? Kondisi ini
sering menempatkan aparatur negara dalam dilema etis yang kompleks, di mana pilihan yang
diambil dapat berdampak pada karier maupun integritas pribadi.

Di sisi lain, perkembangan teknologi dan digitalisasi juga menghadirkan tantangan baru
dalam etika administrasi publik. Bagaimana pemerintah menjaga privasi data masyarakat di
tengah tuntutan transparansi? Apakah penggunaan teknologi sudah sepenuhnya berorientasi
pada kepentingan publik, atau justru membuka peluang penyalahgunaan baru? Pertanyaan-
pertanyaan ini menunjukkan bahwa etika publik harus terus beradaptasi dengan perubahan
zaman.

Refleksi juga perlu melibatkan peran masyarakat. Apakah masyarakat hanya menjadi
objek pelayanan, atau juga berperan sebagai pengawas aktif terhadap kinerja pemerintah?
Tanpa partisipasi masyarakat, upaya membangun etika publik akan berjalan tidak optimal.
Namun, sejauh mana masyarakat memiliki akses dan keberanian untuk mengawasi serta
melaporkan pelanggaran etika?

Secara keseluruhan, refleksi dan diskusi kritis terhadap pelanggaran etika dalam
administrasi publik menunjukkan bahwa permasalahan ini bersifat kompleks dan
multidimensional. Tidak ada solusi tunggal yang dapat menyelesaikan seluruh persoalan. Oleh
karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik, mencakup penguatan integritas individu,

perbaikan sistem, peningkatan kualitas kepemimpinan, serta partisipasi aktif masyarakat.

Akhirnya, pertanyaan yang paling mendasar adalah: apakah etika hanya akan tetap menjadi
wacana normatif, atau benar-benar diwujudkan dalam praktik pemerintahan sehari-hari?
Jawaban atas pertanyaan ini sangat bergantung pada komitmen bersama seluruh elemen
bangsa untuk menjadikan integritas sebagai nilai utama dalam penyelenggaraan administrasi

publik.
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RINGKASAN

Metode analisis kasus merupakan pendekatan penting dalam memahami pelanggaran
etika administrasi publik secara sistematis. Proses ini meliputi pengumpulan data, penyusunan
kronologi, identifikasi aktor, analisis nilai etika, hingga penyusunan rekomendasi. Pendekatan
ini memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap akar masalah serta dampak yang
ditimbulkan.

Dalam konteks nasional, pelanggaran etika sering muncul dalam bentuk korupsi,
penyalahgunaan wewenang, nepotisme, gratifikasi, dan diskriminasi pelayanan. Pelanggaran
ini tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga kelemahan sistem dan budaya
organisasi.

Secara internasional, pelanggaran etika memiliki pola yang serupa, seperti konflik
kepentingan, penyalahgunaan dana publik, dan korupsi sistemik. Perbedaannya terletak pada
kekuatan sistem pengawasan dan penegakan hukum di masing-masing negara.

Refleksi kritis menunjukkan bahwa pelanggaran etika merupakan persoalan kompleks
yang melibatkan faktor individu, sistem, kepemimpinan, dan lingkungan politik. Oleh karena
itu, solusi yang diperlukan harus bersifat menyeluruh, mencakup penguatan integritas,

reformasi sistem, dan partisipasi masyarakat.

178



SOAL DISKUSI

1. Mengapa metode analisis kasus penting dalam memahami pelanggaran etika?

2. Apakah pelanggaran etika lebih disebabkan oleh individu atau sistem? Jelaskan!

3. Bagaimana peran budaya organisasi dalam mendorong atau mencegah pelanggaran
etika?

Bandingkan pelanggaran etika di Indonesia dengan negara lain!

Apa dampak terbesar pelanggaran etika terhadap masyarakat?

Bagaimana cara meningkatkan efektivitas pengawasan dalam birokrasi?

N oo v &

Apakah regulasi yang ada sudah cukup untuk mencegah pelanggaran etika?

TUGAS REFLEKTIF

1. Ceritakan satu pengalaman yang berkaitan dengan kejujuran, tanggung jawab, atau
keadilan (di kampus, kerja, atau lingkungan).

Jelaskan apakah dalam pengalaman tersebut terdapat dilema etika.

Analisis keputusan yang diambil (sudah etis atau belum).

Sebutkan nilai etika apa yang seharusnya diterapkan.

LA S

Tuliskan pelajaran yang kamu ambil dari pengalaman tersebut.
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BAB XIV

STRATEGI MEMBANGUN BUDAYA INTEGRITAS DALAM ORGANISASI PUBLIK

CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Memahami konsep budaya organisasi dalam konteks organisasi publik.
2. Mengidentifikasi unsur-unsur budaya organisasi dan perannya.
3. Menganalisis hubungan antara budaya organisasi dan integritas.
4. Menjelaskan proses internalisasi nilai etika dalam organisasi.
5. Memahami pentingnya pendidikan dan pelatihan etika bagi aparatur.
6. Menganalisis konsep reformasi birokrasi berbasis integritas.
7. Menyusun pemahaman tentang roadmap penguatan etika organisasi.
PETA KONSEP
STRATEGI MEMBANGUN BUDAYA INTEGRITAS
DALAM ORGANISASI PUBLIK
v v , , v Y
KONSEP INTERNALISASI PENDIDIKAN DAN REFORMAS| BIROKRASI ROADMAP
BUDAYA ORGANISASI NILAI ETIKA PELATIHAN ETIKA BERBASIS INTEGRITAS PENGUATANIETION
L ORGANISASI
[ « Pengertian budaya » Pengenalan nilai « Pendidikan etika '- Perubahan sistem, « Diagnosis organisasi

organisasi

Unsur-unsur budaya
organisasi:

- Nilai

- Norma

- Simbol dan artefak

- Bahasa dan komunikasi
- Asumsi dasar

Budaya organisasi
mempengaruhi perilaku
dan kinerja organisasi
publik

Pemahaman nilai
Penghayatan nilai

Aktualisasi nilai
dalam perilaku
sehari-hari

Dipengaruhi oleh:
kepemimpinan,
budaya organisasi,
sistem penghargaan
dan sanksi

(pemahaman teori)

Pelatihan etika
(keterampilan praktik)

Metode: studi kasus,
simulasi, diskusi,
role play

Dukungan pimpinan
dan organisasi

Evaluasi efektivitas
program

budaya, dan perilaku
aparatur

Prinsip utama: integritas,
transparansi, akuntabilitas,
profesionalisme,
pelayanan publik
Instrumen: zona
integritas, pengawasan,
reward & punishment

Tujuan: birokrasi bersih,
efektif, dan melayani

Perumusan nilai etika

Penguatan sistem
dan regulasi

Internalisasi dan
implementasi nilai etika

Monitoring dan evaluasi

Penguatan
berkelanjutan

A

TUJUAN AKHIR

Mewujudkan organisasi publik yang berintegritas,
profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi

pada kepentingan masyarakat.
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A. Konsep Budaya Organisasi

1. Pengertian Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan konsep yang kompleks dan multidimensional yang
mencerminkan identitas sekaligus “jiwa” dari suatu organisasi. Secara umum, budaya
organisasi dapat dipahami sebagai sistem nilai, norma, keyakinan, dan asumsi dasar yang
dianut bersama oleh anggota organisasi, yang kemudian membentuk pola perilaku serta
cara kerja dalam mencapai tujuan organisasi. Edgar H. Schein (2010) menegaskan bahwa
budaya organisasi tidak hanya tampak dalam praktik yang terlihat, tetapi juga berakar pada
asumsi-asumsi mendasar yang sering kali tidak disadari, namun sangat menentukan cara
individu memaknai realitas organisasi.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Terrence Deal dan Allan Kennedy (2000) yang
menyatakan bahwa budaya organisasi adalah “cara kita melakukan hal-hal di sini” (the way
we do things around here). Definisi ini menekankan bahwa budaya organisasi tercermin
dalam kebiasaan sehari-hari, rutinitas kerja, serta pola interaksi yang berlangsung secara
berulang dan menjadi karakter khas suatu organisasi. Dengan demikian, budaya organisasi
tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional karena langsung memengaruhi
tindakan nyata para anggotanya.

Lebih lanjut, budaya organisasi dapat dipahami melalui tiga level utama
sebagaimana dijelaskan oleh Edgar H. Schein, yaitu: (1) artefak, berupa simbol, bahasa,
dan praktik yang tampak; (2) nilai-nilai yang dianut (espoused values), yaitu prinsip yang
secara eksplisit diakui dan dijadikan pedoman; serta (3) asumsi dasar (basic underlying
assumptions), yaitu keyakinan mendalam yang menjadi fondasi perilaku organisasi. Ketiga
level ini saling berkaitan dan membentuk struktur budaya yang utuh, di mana perubahan
pada satu level akan berdampak pada level lainnya.

Dalam perspektif administrasi publik, budaya organisasi memiliki dimensi yang
lebih luas karena tidak hanya berkaitan dengan efektivitas internal organisasi, tetapi juga
dengan tanggung jawab sosial dan moral terhadap masyarakat. Organisasi publik dituntut
untuk mengedepankan nilai-nilai seperti akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan
pelayanan prima. Oleh karena itu, budaya organisasi dalam sektor publik tidak dapat
dilepaskan dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (2020) mendefinisikan budaya organisasi sebagai
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kumpulan pola perilaku yang mencerminkan identitas organisasi dalam mencapai tujuan
pelayanan publik yang berintegritas. Definisi ini menegaskan bahwa budaya organisasi
tidak hanya bersifat internal, tetapi juga memiliki implikasi eksternal, terutama dalam
membangun kepercayaan publik (public trust). Dengan kata lain, budaya organisasi
menjadi cerminan kualitas pelayanan dan integritas institusi di mata masyarakat.

Dalam praktiknya, budaya organisasi berfungsi sebagai sistem makna bersama
(shared meaning system) yang memberikan arah dan pedoman bagi anggota organisasi
dalam bertindak. Ketika nilai-nilai organisasi telah terinternalisasi dengan baik, maka
perilaku individu akan secara otomatis selaras dengan tujuan organisasi tanpa harus selalu
dikontrol melalui aturan formal. Hal ini sangat penting dalam konteks organisasi publik, di
mana kompleksitas tugas dan tingginya tuntutan pelayanan sering kali tidak dapat diatur
secara rinci melalui prosedur tertulis.

Selain itu, budaya organisasi juga berperan sebagai mekanisme kontrol sosial yang
bersifat informal namun efektif. Nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, dan tanggung
jawab, jika telah menjadi bagian dari budaya, akan menciptakan tekanan moral bagi
individu untuk bertindak sesuai dengan standar etika yang berlaku. Sebaliknya, jika budaya
organisasi cenderung permisif terhadap pelanggaran, maka berbagai bentuk
penyimpangan, seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang, akan lebih mudah terjadi.

Dalam konteks pembangunan budaya integritas, pemahaman terhadap konsep
budaya organisasi menjadi sangat krusial. Budaya organisasi yang kuat dan positif akan
menjadi fondasi dalam membentuk perilaku aparatur yang profesional dan beretika. Oleh
karena itu, upaya reformasi birokrasi tidak cukup hanya melalui perubahan struktural dan
regulatif, tetapi juga harus menyentuh aspek kultural yang lebih mendalam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi bukan sekadar
konsep abstrak, melainkan realitas sosial yang hidup dan terus berkembang dalam
organisasi. la memengaruhi cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi, serta menjadi faktor
penentu dalam keberhasilan organisasi publik dalam mewujudkan integritas, akuntabilitas,
dan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

2. Unsur-Unsur Budaya Organisasi

Budaya organisasi tidak terbentuk secara tunggal, melainkan tersusun atas

berbagai unsur yang saling terkait dan membentuk suatu sistem yang utuh. Setiap unsur

memiliki peran strategis dalam memengaruhi perilaku individu maupun kolektif dalam
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organisasi. Menurut kerangka konseptual yang dikemukakan oleh Edgar H. Schein, unsur-
unsur budaya organisasi dapat dipahami sebagai lapisan-lapisan yang saling berinteraksi,
mulai dari yang tampak hingga yang paling mendasar dan tidak terlihat. Adapun
pengembangan dari unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

a. Nilai (Values)

Nilai merupakan inti dari budaya organisasi yang berfungsi sebagai pedoman
utama dalam menentukan apa yang dianggap benar, penting, dan diutamakan dalam
organisasi. Nilai-nilai ini biasanya dirumuskan secara eksplisit dalam visi, misi, dan kode
etik organisasi. Contoh nilai dalam organisasi publik meliputi kejujuran, transparansi,
akuntabilitas, profesionalisme, dan pelayanan publik.

b. Norma (Norms)

Norma memiliki kekuatan yang signifikan karena sering kali lebih efektif
dibandingkan aturan formal. Misalnya, jika dalam suatu organisasi berkembang norma
bahwa keterlambatan adalah hal yang biasa, maka aturan disiplin formal menjadi
kurang efektif. Sebaliknya, jika norma yang berkembang adalah budaya disiplin dan
tanggung jawab, maka anggota organisasi akan terdorong untuk mematuhi standar
tersebut secara sukarela.

c. Simbol dan Artefak

Simbol dan artefak merupakan manifestasi nyata dari budaya organisasi yang
dapat dilihat, dirasakan, dan diamati secara langsung. Unsur ini mencakup berbagai
bentuk seperti logo, slogan, seragam, tata ruang kantor, struktur organisasi, hingga
ritual dan upacara organisasi.

d. Bahasa dan Komunikasi

Bahasa dan komunikasi merupakan sarana utama dalam mentransmisikan dan
memperkuat budaya organisasi. Cara berbicara, istilah yang digunakan, gaya
komunikasi, serta pola interaksi antarpegawai mencerminkan nilai dan norma yang
berlaku dalam organisasi.

e. Asumsi Dasar (Basic Underlying Assumptions)

Asumsi dasar merupakan unsur paling mendalam dalam budaya organisasi
yang sering kali tidak disadari oleh anggotanya. Asumsi ini berupa keyakinan yang
dianggap “sudah sewajarnya” dan tidak lagi dipertanyakan, sehingga menjadi dasar

dalam berpikir dan bertindak.
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Contohnya, dalam organisasi publik mungkin terdapat asumsi bahwa “jabatan
adalah amanah untuk melayani” atau sebaliknya, “jabatan adalah sumber kekuasaan”.
Perbedaan asumsi ini akan menghasilkan perilaku yang sangat berbeda. Asumsi yang
positif akan mendorong integritas dan pelayanan, sedangkan asumsi yang negatif
dapat membuka peluang penyimpangan.

3. Budaya Organisasi dan Integritas di Organisasi Publik

Budaya organisasi dan integritas merupakan dua aspek yang saling terkait erat
dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif. Dalam konteks organisasi
publik di Indonesia, hubungan ini secara normatif telah diatur dalam Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersin dan Melayani (WBBM). Regulasi ini
menegaskan bahwa pembangunan integritas tidak hanya dilakukan melalui reformasi
struktural dan administratif, tetapi juga melalui transformasi budaya organisasi yang
berkelanjutan.

Zona Integritas pada dasarnya merupakan miniatur reformasi birokrasi di tingkat
unit kerja, yang menekankan perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set)
aparatur. Dalam kerangka ini, budaya organisasi berfungsi sebagai fondasi utama dalam
membentuk perilaku aparatur yang berintegritas. Tanpa perubahan budaya, berbagai
instrumen formal seperti aturan, pengawasan, dan sanksi akan sulit mencapai efektivitas
yang optimal.

Budaya integritas dalam organisasi publik dapat dipahami sebagai kondisi di mana
nilai-nilai etika, kejujuran, dan tanggung jawab menjadi norma dominan vyang
mengarahkan perilaku individu dan kolektif. Komisi Pemberantasan Korupsi (2022)
menegaskan bahwa budaya integritas terbentuk ketika nilai-nilai anti-korupsi—seperti
kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras,
kesederhanaan, keberanian, dan keadilan—tidak hanya dipahami, tetapi juga
diinternalisasi dan dipraktikkan secara konsisten dalam kehidupan organisasi.

Dalam praktiknya, budaya organisasi yang kuat akan menciptakan mekanisme
kontrol internal yang efektif. Ketika norma anti-korupsi telah menjadi bagian dari budaya,
maka perilaku menyimpang seperti korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), dan gratifikasi tidak

hanya dianggap melanggar hukum, tetapi juga melanggar nilai kolektif organisasi. Hal ini
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menciptakan tekanan sosial dan moral yang kuat bagi individu untuk tetap berada dalam
koridor etika.

Sebaliknya, budaya organisasi yang lemah atau permisif terhadap penyimpangan
akan menjadi lahan subur bagi praktik KKN. Dalam kondisi seperti ini, pelanggaran sering
kali dianggap sebagai hal yang “biasa” atau bahkan menjadi bagian dari sistem informal
yang sulit diubah. Oleh karena itu, transformasi budaya menjadi langkah strategis dalam

upaya pencegahan korupsi di sektor publik.

B. Internalisasi Nilai Etika

Internalisasi nilai etika merupakan proses penanaman dan penghayatan nilai-nilai
moral ke dalam diri individu sehingga nilai tersebut tidak hanya dipahami secara kognitif, tetapi
juga menjadi bagian dari sikap, perilaku, dan budaya kerja sehari-hari. Dalam konteks
organisasi publik, internalisasi nilai etika menjadi strategi fundamental dalam membangun
budaya integritas yang berkelanjutan. Tanpa proses internalisasi yang kuat, nilai-nilai etika
hanya akan berhenti pada tataran normatif dan tidak mampu mengubah perilaku aparatur
secara nyata.

Internalisasi nilai etika tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan melalui proses
yang sistematis dan berkelanjutan. Proses ini dimulai dari pengenalan nilai (value awareness),
di mana aparatur diperkenalkan pada prinsip-prinsip etika seperti integritas, kejujuran,
tanggung jawab, keadilan, dan profesionalisme. Pada tahap ini, organisasi memiliki peran
penting dalam menyampaikan nilai-nilai tersebut melalui pelatihan, sosialisasi kode etik, serta
pendidikan etika publik.

Tahap berikutnya adalah pemahaman nilai (value understanding), di mana individu
tidak hanya mengetahui nilai-nilai tersebut, tetapi juga memahami makna dan implikasinya
dalam konteks pekerjaan. Pemahaman ini penting agar aparatur mampu mengaitkan nilai etika
dengan situasi nyata yang dihadapi dalam tugas sehari-hari, seperti dalam pengambilan
keputusan, pelayanan publik, maupun pengelolaan sumber daya.

Selanjutnya, proses internalisasi berlanjut pada penghayatan nilai (value
internalization), yaitu tahap di mana nilai-nilai etika mulai tertanam dalam diri individu dan
memengaruhi cara berpikir serta bertindak. Pada tahap ini, nilai etika tidak lagi dipandang

sebagai kewajiban eksternal, tetapi sebagai kebutuhan internal yang menjadi bagian dari
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karakter individu. Aparatur yang telah menghayati nilai etika akan cenderung bertindak secara
jujur, adil, dan bertanggung jawab tanpa harus diawasi secara ketat.

Tahap terakhir adalah aktualisasi nilai (value actualization), yaitu penerapan nilai-nilai
etika dalam perilaku nyata. Pada tahap ini, aparatur menunjukkan integritas dalam tindakan
sehari-hari, seperti menolak gratifikasi, menghindari konflik kepentingan, serta memberikan
pelayanan yang adil dan profesional. Aktualisasi nilai ini menjadi indikator keberhasilan
internalisasi etika dalam organisasi.

Dalam organisasi publik, keberhasilan internalisasi nilai etika sangat dipengaruhi oleh
beberapa faktor. Salah satunya adalah kepemimpinan yang berintegritas. Pemimpin memiliki
peran strategis sebagai teladan (role model) dalam menunjukkan perilaku etis. Keteladanan ini
sangat penting karena nilai-nilai etika lebih mudah diinternalisasikan melalui contoh nyata
dibandingkan hanya melalui instruksi formal.

Selain itu, budaya organisasi juga memiliki pengaruh besar dalam proses internalisasi.
Budaya yang menjunjung tinggi nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas akan
mendorong individu untuk berperilaku sesuai dengan nilai tersebut. Sebaliknya, budaya
organisasi yang permisif terhadap pelanggaran etika akan menghambat proses internalisasi.
Faktor lain yang tidak kalah penting adalah sistem penghargaan dan sanksi. Organisasi perlu
memberikan penghargaan kepada aparatur yang menunjukkan perilaku etis serta memberikan
sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Sistem ini akan memperkuat internalisasi nilai dengan
memberikan konsekuensi nyata terhadap setiap tindakan.

Dalam konteks Indonesia, upaya internalisasi nilai etika dalam organisasi publik dapat
dilihat melalui berbagai program reformasi birokrasi, seperti pembangunan zona integritas,
pendidikan anti-korupsi, serta penerapan kode etik ASN. Program-program tersebut bertujuan
untuk membentuk aparatur yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas tinggi
dalam menjalankan tugasnya. Namun demikian, proses internalisasi nilai etika masih
menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya keteladanan pimpinan, budaya organisasi
yang belum sepenuhnya mendukung, serta adanya tekanan eksternal seperti kepentingan
politik. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen organisasi untuk
menjadikan etika sebagai bagian dari budaya kerja.

Secara keseluruhan, internalisasi nilai etika merupakan kunci utama dalam
membangun budaya integritas dalam organisasi publik. Proses ini tidak hanya berfokus pada

aspek pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan perilaku aparatur. Dengan
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internalisasi yang efektif, nilai-nilai etika akan menjadi bagian dari budaya organisasi, sehingga
mampu menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan
masyarakat.

C. Pendidikan dan Pelatihan Etika

Dalam konteks administrasi publik, pendidikan etika berperan menanambkan nilai-nilai
dasar seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab, keadilan, netralitas, serta orientasi pada
kepentingan publik. Nilai-nilai ini penting karena aparatur negara sering dihadapkan pada
situasi kompleks yang tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan aturan formal. Oleh karena
itu, pendidikan etika membantu membentuk landasan moral yang kuat sebagai kompas dalam
pengambilan keputusan.

Sementara itu, pelatihan etika berfungsi untuk meningkatkan kemampuan praktis
aparatur dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan dilema etis. Pelatihan ini
biasanya menggunakan metode yang lebih aplikatif, seperti studi kasus, simulasi, diskusi
kelompok, dan role play. Melalui pendekatan ini, peserta dapat memahami konsekuensi dari
setiap pilihan tindakan serta belajar mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip etika
dan kepentingan publik. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan etika dalam organisasi publik
dapat dilakukan secara terintegrasi dalam sistem pengembangan sumber daya manusia.
Program ini sebaiknya diberikan secara berjenjang, mulai dari tahap orientasi bagi pegawai
baru hingga pelatihan lanjutan bagi pejabat struktural dan pimpinan. Dengan demikian, nilai-
nilai etika dapat ditanamkan sejak awal dan diperkuat secara berkelanjutan.

Efektivitas pendidikan dan pelatihan etika sangat dipengaruhi oleh metode yang
digunakan. Pendekatan yang bersifat partisipatif dan kontekstual cenderung lebih efektif
dibandingkan metode ceramah yang bersifat satu arah. Penggunaan kasus nyata dalam
birokrasi, misalnya terkait konflik kepentingan, gratifikasi, atau penyalahgunaan wewenang,
akan membantu peserta memahami relevansi etika dalam pekerjaan sehari-hari. Selain
metode, keberhasilan program ini juga ditentukan oleh dukungan organisasi, terutama dari
pimpinan. Kepemimpinan yang berkomitmen terhadap etika akan mendorong terciptanya
lingkungan belajar yang kondusif dan memastikan bahwa hasil pelatihan dapat
diimplementasikan dalam praktik. Tanpa dukungan tersebut, pendidikan dan pelatihan etika
berpotensi hanya menjadi formalitas tanpa dampak nyata.

Dalam konteks Indonesia, pendidikan dan pelatihan etika telah menjadi bagian dari

program reformasi birokrasi, seperti pelatihan integritas ASN, pendidikan anti-korupsi, serta
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penguatan nilai-nilai dasar ASN. Lembaga seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan
Lembaga Administrasi Negara (LAN) memiliki peran penting dalam merancang dan
melaksanakan program-program tersebut. Namun demikian, pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan etika masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya,
kurangnya evaluasi terhadap efektivitas program, serta belum optimalnya integrasi antara
pelatihan dan praktik kerja. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam desain pelatihan,
termasuk pemanfaatan teknologi digital dan pendekatan berbasis pengalaman (experiential
learning).

Secara keseluruhan, pendidikan dan pelatihan etika merupakan investasi jangka
panjang dalam membangun aparatur negara yang berintegritas. Melalui proses ini, nilai-nilai
etika tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga diinternalisasikan dan diterapkan dalam
perilaku sehari-hari. Dengan demikian, organisasi publik dapat menciptakan budaya kerja yang
profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Berikut adalah tabel yang menjelaskan bagaimana pendidikan etika dilaksanakan

dalam organisasi publik secara sistematis dan aplikatif:

Tabel 14. 1 Implementasi Pelatihan Etika

No | Tahapan/Aspek

Bentuk Pelaksanaan

Tujuan

1 Perencanaan
Program

Penyusunan kurikulum etika,
identifikasi kebutuhan pelatihan,

analisis kompetensi ASN

Menyesuaikan materi
etika dengan kebutuhan

organisasi

2 Sosialisasi Nilai Etika

Seminar, workshop, dan orientasi
ASN baru

Meningkatkan kesadaran
awal tentang pentingnya
etika

3 | Pendidikan Formal Integrasi materi etika dalam | Memberikan pemahaman
diklat, pelatihan dasar ASN, dan | teoritis tentang etika
pendidikan kedinasan publik

4 | Pelatihan Praktis Studi kasus, simulasi, role play, | Melatih kemampuan
diskusi kelompok menghadapi dilema etis

secara nyata

5 Keteladanan

Role model dari atasan dalam

Membentuk budaya etika

Monitoring

integritas, audit etika

Pimpinan perilaku sehari-hari melalui contoh nyata
6 | Internalisasi Nilai Penguatan nilai melalui budaya | Menanamkan nilai etika
kerja, slogan integritas, dan | sebagai bagian dari
kebiasaan organisasi karakter
7 | Evaluasi dan | Penilaian perilaku, survei | Mengukur efektivitas

program pendidikan etika
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8 | Pemberian Reward bagi ASN berintegritas | Memperkuat  komitmen
Penghargaan dan | dan sanksi bagi pelanggar terhadap etika
Sanksi
9 | Pengembangan Pelatihan lanjutan, e-learning, | Menyesuaikan dengan
Berkelanjutan dan pembaruan materi dinamika dan tantangan
baru

Tabel di atas menunjukkan bahwa pendidikan etika dalam organisasi publik tidak hanya
dilakukan melalui kegiatan pelatihan formal, tetapi juga melalui proses yang berkelanjutan dan
terintegrasi dalam sistem organisasi. Mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi, setiap
aspek memiliki peran penting dalam memastikan bahwa nilai-nilai etika tidak hanya dipahami,
tetapi juga diinternalisasikan dan diterapkan dalam perilaku aparatur negara. Dengan
pelaksanaan yang sistematis, pendidikan etika dapat menjadi instrumen efektif dalam
membangun budaya integritas dan profesionalisme dalam birokrasi.

D. Reformasi Birokrasi Berbasis Integritas

Reformasi birokrasi berbasis integritas dapat didefinisikan sebagai suatu upaya
sistematis dan berkelanjutan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan melalui penguatan
nilai-nilai etika, transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme aparatur negara, dengan
menjadikan integritas sebagai landasan utama dalam setiap proses administrasi publik.
Reformasi ini tidak hanya berfokus pada perubahan struktural dan prosedural, tetapi juga pada
transformasi budaya organisasi dan perilaku aparatur agar selaras dengan prinsip-prinsip
pemerintahan yang baik (good governance).

Dalam perspektif administrasi publik, integritas merupakan kualitas moral yang
mencerminkan kejujuran, konsistensi antara nilai dan tindakan, serta komitmen terhadap
kepentingan publik. Oleh karena itu, reformasi birokrasi berbasis integritas menempatkan
aspek moral sebagai inti dari perubahan birokrasi. Hal ini menjadi penting karena berbagai
permasalahan birokrasi, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, pada dasarnya berakar pada
lemahnya integritas aparatur negara.

Reformasi birokrasi berbasis integritas di Indonesia merupakan bagian dari agenda
nasional yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani. Upaya
ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program, seperti pembangunan zona integritas
menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM),

penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), serta peningkatan kualitas

189



pelayanan publik. Program-program tersebut dirancang untuk mendorong perubahan tidak
hanya pada sistem, tetapi juga pada perilaku aparatur.

Dalam implementasinya, reformasi birokrasi berbasis integritas menuntut adanya
komitmen yang kuat dari seluruh elemen organisasi, terutama pimpinan. Kepemimpinan yang
berintegritas memiliki peran strategis dalam mengarahkan, mengawasi, serta menjadi teladan
bagi aparatur lainnya. Tanpa adanya keteladanan dari pimpinan, upaya reformasi cenderung
tidak berjalan secara efektif karena nilai-nilai integritas tidak terinternalisasi secara optimal.
Selain itu, reformasi ini juga menekankan pentingnya sistem yang mendukung perilaku etis,
seperti mekanisme pengawasan yang efektif, sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing
system), serta penerapan reward and punishment yang adil. Sistem yang baik akan
menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi tumbuhnya integritas, sekaligus
meminimalisir peluang terjadinya penyimpangan.

Dalam konteks pelayanan publik, reformasi birokrasi berbasis integritas bertujuan
untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Aparatur negara
dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan tidak diskriminatif.
Integritas dalam pelayanan publik berarti menempatkan kepentingan masyarakat di atas
kepentingan pribadi atau kelompok, serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan
wewenang.

Namun demikian, pelaksanaan reformasi birokrasi berbasis integritas masih
menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah budaya birokrasi yang belum
sepenuhnya berubah, resistensi terhadap perubahan, serta adanya tekanan dari kepentingan
politik atau ekonomi tertentu. Selain itu, kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di
lapangan juga menjadi hambatan dalam mewujudkan birokrasi yang berintegritas.

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk
memperkuat reformasi birokrasi berbasis integritas. Hal ini mencakup penguatan pendidikan
dan pelatihan etika, peningkatan kualitas pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat dalam
mengawasi kinerja pemerintah. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat
menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Secara keseluruhan, reformasi birokrasi berbasis integritas merupakan langkah strategis dalam
mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dengan menjadikan integritas sebagai fondasi utama, diharapkan birokrasi mampu

menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal serta memperoleh kepercayaan dari masyarakat.
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Reformasi ini bukan hanya tentang perubahan sistem, tetapi juga tentang perubahan nilai dan
perilaku yang menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan
berkelanjutan.

E. Roadmap Penguatan Etika Organisasi

Roadmap penguatan etika organisasi merupakan kerangka strategis yang disusun
secara sistematis untuk mengarahkan proses pembangunan dan penguatan nilai-nilai etika
dalam organisasi publik. Roadmap ini berfungsi sebagai peta jalan (strategic pathway) yang
menggambarkan tahapan, prioritas, serta target yang ingin dicapai dalam membangun budaya
organisasi yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan
adanya roadmap vyang jelas, upaya penguatan etika tidak bersifat sporadis, melainkan
terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Secara konseptual, roadmap penguatan etika organisasi mencakup serangkaian
tahapan yang dimulai dari identifikasi kondisi awal hingga evaluasi berkelanjutan. Tahap
pertama adalah diagnosis organisasi, yaitu proses mengidentifikasi kondisi etika yang ada,
termasuk potensi risiko pelanggaran, tingkat kepatuhan terhadap kode etik, serta budaya kerja
yang berkembang. Diagnosis ini penting untuk memahami titik awal dan menentukan strategi
yang tepat dalam penguatan etika.

Tahap berikutnya adalah perumusan visi dan nilai etika organisasi. Pada tahap ini,
organisasi menetapkan nilai-nilai inti seperti integritas, akuntabilitas, transparansi, dan
profesionalisme sebagai landasan dalam menjalankan tugas. Nilai-nilai ini kemudian
dituangkan dalam kode etik dan kebijakan internal yang menjadi pedoman bagi seluruh
anggota organisasi.

Selanjutnya, dilakukan penguatan sistem dan regulasi etika, yang meliputi penyusunan
atau penyempurnaan kode etik, mekanisme pengawasan, serta sistem pelaporan pelanggaran
(whistleblowing system). Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa nilai-nilai etika tidak
hanya menjadi norma, tetapi juga memiliki mekanisme implementasi yang jelas.

Tahap berikutnya adalah internalisasi dan implementasi nilai etika, yang dilakukan
melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, serta pembentukan budaya organisasi yang
mendukung perilaku etis. Pada tahap ini, peran kepemimpinan sangat penting sebagai teladan
dalam menerapkan nilai-nilai etika dalam praktik sehari-hari.

Setelah implementasi, roadmap dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi, yaitu

proses menilai efektivitas program penguatan etika. Evaluasi dapat dilakukan melalui survei
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integritas, audit etika, serta penilaian kinerja aparatur. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan
sebagai dasar untuk perbaikan dan pengembangan program di masa mendatang.

Tahap terakhir adalah penguatan berkelanjutan (continuous improvement), di mana
organisasi terus melakukan inovasi dan penyesuaian terhadap dinamika lingkungan.
Penguatan etika tidak bersifat statis, melainkan harus terus berkembang sesuai dengan
tantangan dan kebutuhan organisasi.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan sistematis mengenai
tahapan penguatan etika organisasi, diperlukan suatu visualisasi yang mampu menunjukkan
alur proses secara terstruktur. Roadmap berikut disusun sebagai peta jalan strategis yang
menggambarkan tahapan mulai dari diagnosis awal hingga penguatan berkelanjutan dalam
membangun budaya integritas di organisasi publik.

ROADMAP PENGUATAN ETIKA ORGANISASI

Membangun Budaya Integritas untuk Organisasi Publik yang Bersih, Profesional, dan Berorientasi pada Pelayanan
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dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Gambar 3. Roadmap Penguatan Etika Organisasi

Roadmap tersebut menunjukkan bahwa penguatan etika organisasi tidak berlangsung
secara instan, melainkan melalui tahapan yang sistematis dan berkesinambungan. Dimulai dari
proses diagnosis untuk memahami kondisi awal organisasi, kemudian dilanjutkan dengan
perumusan nilai sebagai fondasi normatif, hingga penguatan sistem dan regulasi sebagai
instrumen pendukung. Tahapan internalisasi dan implementasi menegaskan bahwa nilai etika

harus ditanamkan dan diwujudkan dalam perilaku nyata aparatur, bukan sekadar konsep
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teoritis. Selanjutnya, proses monitoring dan evaluasi berfungsi sebagai mekanisme kontrol
untuk memastikan efektivitas pelaksanaan, sementara tahap penguatan berkelanjutan
menunjukkan adanya komitmen organisasi untuk terus beradaptasi dan memperbaiki diri.
Secara keseluruhan, roadmap ini merepresentasikan pendekatan holistik dalam membangun
budaya integritas, di mana keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga oleh

konsistensi pelaksanaan dan komitmen seluruh elemen organisasi.
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RINGKASAN

Budaya organisasi merupakan sistem nilai, norma, dan keyakinan yang membentuk
perilaku anggota organisasi. Dalam organisasi publik, budaya ini sangat berkaitan dengan
integritas, karena menentukan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat.

Unsur budaya organisasi meliputi nilai, norma, simbol, komunikasi, dan asumsi dasar.
Jika unsur ini kuat dan positif, maka akan mendorong perilaku berintegritas.

Internalisasi nilai etika menjadi kunci utama dalam membangun integritas, melalui
tahapan pengenalan, pemahaman, penghayatan, hingga aktualisasi dalam tindakan nyata.

Pendidikan dan pelatihan etika berperan penting dalam membentuk aparatur yang
mampu menghadapi dilema etis secara profesional.

Reformasi birokrasi berbasis integritas menekankan perubahan tidak hanya pada
sistem, tetapi juga pada budaya dan perilaku aparatur.

Untuk itu, diperlukan roadmap penguatan etika yang sistematis, mulai dari diagnosis
hingga evaluasi berkelanjutan, agar tercipta birokrasi yang bersih, profesional, dan dipercaya

masyarakat.
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SOAL DISKUSI

1.
2.
3.

N oo v &

Mengapa budaya organisasi dianggap sebagai “jiwa” organisasi?

Bagaimana hubungan antara budaya organisasi dengan integritas aparatur publik?
Apa yang terjadi jika suatu organisasi memiliki norma yang permisif terhadap
pelanggaran?

Mengapa internalisasi nilai etika lebih penting dibanding sekadar aturan formal?
Bagaimana peran pemimpin dalam membangun budaya integritas?

Apa tantangan utama dalam reformasi birokrasi berbasis integritas di Indonesia?
Menurut Anda, tahapan mana dalam roadmap etika yang paling sulit diterapkan?

Mengapa?

TUGAS REFLEKTIF

1.
2.

Nilai etika apa yang paling penting bagi Anda dalam bekerja di organisasi publik?
Apakah Anda pernah melihat atau mengalami situasi yang bertentangan dengan nilai
integritas? Bagaimana respons Anda?

Menurut Anda, apa yang harus diperbaiki dalam budaya organisasi agar lebih
berintegritas?

Bagaimana Anda dapat berkontribusi secara pribadi dalam membangun budaya

integritas?
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